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ABSTRAK 
Herwastoeti, NIM : T310910006, Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum yang 
Berkeadilan Substantif (Substantif Justice). Program Pascasarjana, Program 
Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tahun 2018.  
 
Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk (1) menganalisis perlindungan terhadap 
konsumen dalam penyelesaian sengketa perbankan dari perspektif kepastian 
hukum yang berkeadilan substantif, (2) untuk menemukan konstruksi baru/ideal  
dalam penyelesaian sengketa perbankan yang dapat mewujudkan kepastian 
hukum yang berkeadilan substantif. Penelitian ini bersifat empiris. Sedangkan 
ditinjau dari sifat penelitian merupakan penelitian eksploratif. Bentuk penelitian 
termasuk penelitian preskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian 
lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan data primer maupun data 
sekunder. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan Pertama : Faktor ketidakpastian hukum dalam 
penyelesaian sengketa perbankan, ada 3 faktor jika dianalis dari teori sistem 
hukum dari Friedman. 1. Substansi hukum, ada kelemahan dari UU OJK, UU 
Perlindungan Konsumen maupun Peraturan OJK. 2. Struktur hukum,  belum 
terbentuknya LAPSPI di daerah sehingga penyelesaian sengketa perbankan secara 
non litigasi, konsumen membawa ke BPSK, yang mana BPSK dalam memeriksa 
pengaduan konsumen seringkali melanggar norma dan asas hukum, misalnya 
membatalkan perjanjian, tetap  memeriksa dan memutuskan sengketa antara 
konsumen dan bank walaupun lembaga perbankan tidak hadir sehingga kemudian 
Bank mengajukan keberataan di PN dan oleh MA putusan BPSK dibatalkan dan 
BPSK dianggap tidak berwenang. Selain OJK kurang optimal dalam 
pengawasanjuga diketahui OJK di daerah, struktur perlindungan konsumen dan 
pengawasan operasional bank  menjadi satu dan laporan dari bank ke OJK hanya 
formalitas belaka.3. Budaya hukum, dalam pengertian pemahanan konsumen 
terhadap hak-hak konsumen maupun penyelesaian non litigasi sangat kurang hal 
ini karena program dan kebijakan OJK hanya terfokus pada layanan dan produk 
perbankan saja. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi yang ideal  yaitu 
dengan melakukan : 1.Pembaharuan Hukum (Law Reform) Pada Substansi 
Hukum (Legal Substance)  dengan melakukan penguatan PERMA No. 2 Tahun 
2005 (Litigasi) dan Revisi POJK No. 01/POJK.07/2014 (Non-Litigasi); 2. 
Memberdayakan Eksistensi Struktur Hukum ( Legal Structur)  Secara Non 
Litigasi. Pembentukan LAPSI di Daerah dan Pengawasan oleh OJK lebih optimal;                 
3. Membangun Budaya Hukum ( Legal Culture) melalui Edukasi Dan Sosialisasi 
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 
 
Kata Kunci :  rekonstruksi,  perlindungan hukum, sengketa perbankan, kepastian 
hukum, keadilan substantif. 
 
 
 
xii 
 
 
ABSTRACT 
 
Herwastoeti, NIM: T310910006, Reconstruction of Consumer Protection in the 
Settlement of Banking Disputes Realizes Substantive Equitable Legal Certainty 
(Substantif Justice). Postgraduate Program, Doctor of Law Program, Sebelas 
Maret University, Surakarta, Year 2018. 
 
This dissertation study aims to (1) analyze the protection of consumers in banking 
dispute resolution from the perspective of substantive equitable legal certainty, (2) 
to find new / ideal construction in the settlement of banking disputes that can 
bring about substantive equitable legal certainty. This research is empirical. While 
in terms of the nature of the research is exploratory research. The form of research 
includes prescriptive research. Data collection is done by field research and 
literature using primary data and secondary data. Then analyzed qualitatively with 
an interactive analysis model. The results of the study show First: Factors of legal 
uncertainty in the settlement of banking disputes, there are 3 factors if analyzed 
from the theory of the legal system from Friedman. 1. Legal substance, there are 
weaknesses in the OJK Law, Consumer Protection Law and OJK Regulations.    
2. Legal structure, not yet formed LAPSPI in the region so that banking dispute 
resolution in non-litigation, consumers bring to BPSK, where BPSK in examining 
consumer complaints often violates legal norms and principles, for example 
canceling agreements, checking and deciding disputes between consumers and 
banks even though the banking institution is not present so that the Bank then 
submits statements in the PN and by MA the decisions of BPSK are canceled and 
BPSK is deemed not authorized. In addition to OJK, the OJK in the regions is not 
optimal in its supervision, the structure of consumer protection and supervision of 
bank operations is one and reports from banks to the FSA are only a formality. 
Legal culture, in terms of the consumer's understanding of consumer rights and 
non-litigation settlement, is very lacking because OJK's programs and policies 
only focus on banking services and products. Therefore the ideal reconstruction 
needs to be done by doing: 1. Legal Reformation (Law Reform) on Legal 
Substance by strengthening PERMA No. 2 of 2005 (Litigation) and Revision of 
POJK No. 01 / POJK.07 / 2014 (Non-Litigation); 2. Empower the Existence of 
Legal Structures (Legal Structures) in Non Litigation. The formation of LAPSI in 
the Region and OJK Supervision is more optimal; 3. Building Legal Culture 
through Education and Dissemination of Out-of-Court Dispute Settlement (Non 
Litigation) 
 
Keywords: reconstruction, legal protection, banking disputes, legal certainty, 
substantive justice 
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        BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hak-hak konsumen secara universal tidak bisa dilepaskan dengan 
perjuangan kepentingan konsumen yang mendapat pengakuan ketika hak-
hak konsumen pada tahun 1962 disebut dalam pidato Presiden John. F. 
Kennedy didepan kongres Amerika Serikat, yang menyebutkan 4 (empat) 
hak konsumen, hak tersebut adalah,  hak memperoleh keamanan ( the right 
to safety), hak memilih  ( the right to choose ),  hak mendapat informasi        
( the right to be informed), dan hak untuk didengar ( the right to be heard).
 1
 
Peristiwa ini menjadi pemicu  awal  pengakuan Dewan Ekonomi dan 
Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Resolusi No. 2111 
Tahun 1978. Dalam Sidang Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa  ( PBB ) 
pada tanggal 9 April Tahun 1985 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, No 
A/RES/39/248 Tahun 1985 mengeluarkan Guidelines for Consumer 
Protection of 1985
  
yang menyatakan : 
2
 
“ Taking into account the interest and needs of consumers in all countries 
particularly those in developing countries recognizing, that consumers often 
face imbalancces in economics terms, educational levels, and bargaining 
power, and bearing in mind that consumers should have the right  acces to 
non-hazard, our products, as well the right promote just, equitable and 
sustainable economic and social development.”  
 
                                                          
1
 Abdul Halim Barkatullah,  Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen Dalam Transaksi                    
E-Commerce Lintas Negara, Disertasi ,UII, Yogjakarta, 2006, hlm.38. 
 
2
  Susanti Adi Nugroho,  Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara 
Serta Kendala Implementasinya,  Prenada Media, Jakarta,  2008, hlm. 2-3. 
 
 
2 
 
 Dalam hal ini Guidelines for Consumer Protection of 1985 
menghendaki agar  konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa 
mempunyai hak-hak dasar tertentu terlepas dari status sosialnya. Maksud 
hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, 
benar dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak 
untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak 
untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan 
lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan   
dan hak untuk  mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh 
anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negara 
masing-masing. 
Menurut resolusi ini, terdapat 3 (tiga) agenda yang harus ditindak 
lanjuti oleh pemerintah masing-masing negara :
3
 
1. Pemerintah harus menetapkan perangkat hukum dan administrasi yang 
memungkinkan konsumen atau organisasi terkait  lainnya untuk 
memperoleh penyelesaian melalui  prosedur-prosedur formal dan 
informal yang cepat, adil, murah, dan terjangkau untuk menampung 
terutama kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah; 
2. Pemerintah harus mendorong semua pelaku usaha untuk menyelesaikan 
sengketa-sengketa konsumen dengan secara adil murah dan informal 
serta menetapkan mekanisme sukarela termasuk jasa konsultasi dan 
penyelesaian informal yang dapat membantu konsumen; 
3. Tersedianya informasi penjelasan ganti rugi dan prosedur penyelesaian 
ganti rugi dan prosedur penyelesaian sengketa lainnya bagi konsumen. 
 
Betapa pentingnya hak-hak konsumen ini sehingga melahirkan 
pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan               
                                                          
3
 Ibid, hlm 3-4. 
 
3 
 
“ generasi keempat hak asazi  manusia “  yang merupakan kata kunci dalam 
konsepsi hak asazi manusia untuk perkembangan dimasa yang akan datang.
4
  
 Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap 
konsumen umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan 
urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya perlindungan hukum bagi 
konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan 
situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat 
konsumen.
5
 
Hukum perlindungan konsumen yang diharapkan adalah hukum 
perlindungan konsumen yang dapat digunakan sebagi mekanisme 
pengintegrasi yaitu melindungi kepentingan individu atau kelompok secara 
proporsional. Proporsional tidaknya perlindungan terhadap individu atau 
kelompok adalah mengenai keadilan, yang menurut Friedmann “every will 
be judged as how law treats people abda how it distributes its benefit and 
cost”. Selanjutnya, Friedmann menyatakan, “every function of law, general 
or specific, is allocative”6   
Kepastian aturan hukum perlindungan konsumen dalam bentuk 
tertulis sudah menjadi trade mark, yang harus dituangkan dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang- 
                                                          
4
  Jimly Asshidiqie, “Dimensi Konseptual dan Prosedural Kemajuan Hak Azasi Manusia Dewasa 
ini, Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Azasi Manusia Generasi Keempat.” Paper Diskusi 
Terbatas,  The Habibi Center, Jakarta,  dikutip dari Abdul Halim Barkatullah, Op.Cit,  hlm.11. 
 
5
 Aman Sinaga, dalam Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm. 130. 
 
6
 Peter Mahmud Marzuki, “The Need for the Indonesia Economic Legal Framework”, Jurnal 
Hukum Ekonomi, Edisi 1X Agustus 1997, hlm. 28 
4 
 
undangan yang menetapkan hak-hak konsumen untuk lebih memberikan 
kepastian hukum.
7
  
Sidharta mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen  
dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam 
bentuk peraturan hukum. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah 
tersebut maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah 
satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan 
(pengayoman) kepada masyarakat.
8
  
Maka pada tahun 1999 Indonesia merespon masalah perlindungan 
konsumen ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
memberikan penjelasan bahwa  tujuan perlindungan konsumen  adalah :  
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi;  
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
                                                          
7
 Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Teropong, Mei 2013,  
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta,  hlm. 6-7 
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5 
 
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
 
 
Seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat                 
diberbagai bidang telah mendorong tumbuhnya industri sektor jasa 
keuangan.
 
Jasa keuangan adalah sebuah bentuk layanan yang diberikan 
pelaku usaha jasa keuangan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan 
konsumen baik dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi, produksi dan 
konsumsi maupun sebagai sarana pengelolaan keuangan konsumen maupun 
layanan jasa keuangan lainnya. 
Tumbuhnya Lembaga  Jasa Keuangan 
9
 sangat dinamis baik dari segi 
kuantitas pelaku usahanya maupun produk dan jenis layanan yang 
ditawarkannya. Regulasi dan kebijakan Pemerintah di sektor jasa keuangan 
juga berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di 
masyarakat bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya.  
Salah satu sektor jasa keuangan yang banyak berkembang adalah  jasa 
keuangan perbankan. Lembaga jasa keuangan bank  memiliki peranan yang 
sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan bank 
bertindak sebagai pihak perantara yang memiliki kelebihan dana dengan 
pihak lainnya yang  memerlukan dana.   
Namun  di sisi lain timbul permasalahan karena pertumbuhan sektor 
jasa keuangan perbankan juga diikuti dengan banyaknya pengaduan dan  
                                                          
9
 Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar 
Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya, lihat pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK. 
6 
 
permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Hasil survei dari Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun 2014 bersama 
Perguruan Tinggi di 5 (lima) propinsi, Sumatera Utara,  Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur terhadap 2000 
responden, sekitar 96,6 persen, layanan lembaga keuangan bank secara 
umum belum memuaskan. Keluhan masyarakat sebagai konsumen 
perbankan  berkaitan dengan minimnya informasi akumulasi suku bunga, 
transfer dana, penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM) dan ketentuan 
kredit. Konsumen  menyatakan  bank sering tidak menjelaskan produk 
secara rinci dan mudah dipahami. 
10
 
Data call center OJK mencatat per 31 Oktober 2014 pengaduan 
masyarakat yang masuk mencapai 2.772 pengaduan.  Sekitar 40 persen dari 
total pengaduan didominasi pengaduan terhadap produk perbankan. Hal ini 
tidak bisa dihindari karena jumlah nasabah di industri perbankan lebih 
banyak dibandingkan industri jasa keuangan lainnya seperti asuransi dan 
pasar modal. Pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan sektor 
jasa perbankan adalah berkaitan dengan lelang jaminan kredit, kartu kredit 
dan gadai emas. 
11
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 “Perbankan Dikeluhkan,  Produk Tidak Dijelasakan Secara Rinci, “ dijelasakan juga bahwa 
pada periode 1 Januari-30 September 2014 pengaduan mengenai layanan lembaga perbankan yang 
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Kompas, “ 7 November 2014.   
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Demikian pula pengaduan yang diterima oleh Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI) hingga Novemberr 2017, YLKI  menerima  
301 pengaduan tertulis, belum pengaduan secara daring ( dalam jaringan ) 
atau online. Pengaduan sektor perbankan menduduki posisi teratas, yaitu 24 
persen. Posisi kedua ketenagalistrikan 14 persen, ketiga, perumahan 11 
persen, sektor pembiayaan 8 persen dan sektor telekomunikasi 6 persen. 
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi sektor perbankan enam 
tahun terakhir menempati posisi tertinggi, hal ini menunjukkan OJK belum 
berhasil meningkatkan performa dan kinerja sektor perbankan dan layanan 
finansial di Indonesia.
12
  
Data pengaduan terakhir tahun 2018 di OJK Jakarta paling banyak 
juga masih terkait dengan layanan perbankan yaitu sebesar 53,3 persen, 
kemudian perasuransian sebesar 25,8 persen, lembaga pembiayaan 
(multifinance) sebesar 12,7 persen, pasar modal 3 persen dan dana pensiun 
paling sedikit 1,3 persen. Pengaduan terbesar pada sektor produk perbankan 
yang tidak sesuai sebesar 238 aduan,  restrukturisasi kredit atau pembiayaan 
sebanyak 82 aduan, pencairan atau klaim asuransi 75 aduan, kesulitan klaim 
71 aduan, dan permasalahan agunan atau jaminan 43 aduan. 
13
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 Menurut Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  memang yang terbanyak adalah pengaduan 
mengenai perbankan, hal ini karena pengetahuan masyarakat mengenai 
perbankan ini sudah semakin baik. Pengaduan ketidak transparan produk 
perbankan akibat dari kesalahan pada awal perjanjian, pemberi layanan 
keuangan yang tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai produk 
yang ditawarkan, hal ini kemudian merugikan  konsumen sehingga timbul 
suatu masalah. Di lain pihak pelaku jasa keuangan perbankan menganggap 
bahwa, Pertama, calon konsumen dianggap mengerti risiko dari kartu kredit 
dan juga kredit yang diberikan, perbankan menganggap calon nasabah itu  
sudah mengerti akan produk jasa keuangan bank, padahal tidak semua 
nasabah mengerti. Kedua, penjelasan agen yang minim mengenai Kartu 
Kredit, Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kredit Mikro. Ketiga, konsumen 
tidak menerima salinan perjanjian kredit. Keempat, penalti pelunasan yang 
dipercepat ditentukan sepihak. Kelima, tidak ada konfirmasi jumlah dana 
yang ditransfer. Keenam, perubahan bunga dan tenor yang tidak jelas. 
14
  
Sehingga pengaduan ini jika tidak mendapatkan penyelesaian maka 
akan menimbulkan sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan 
bank. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya 
dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi jika terjadi 
                                                          
14
 Ibid. 
  
9 
 
sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi 
pemecahan masalahnya, dengan demikian sengketalah yang timbul.
15
  
Menurut Ury ada tiga faktor  yang mempengaruhi  proses 
penyelesaian sengketa yaitu  kepentingan (interest), hak-hak (right), dan 
status kekuasaan (power). Setiap pihak yang terlibat sengketa memiliki 
kepentingan yang ingin dicapai, hak-hak yang ingin dipenuhi dan status 
kekuasaan yang ingin diperlihatkan, dimanfaatkan  dan dipertahankan. 
16
   
Berkaitan dengan perilaku manusia untuk menyelesaikan sengketa, 
Chamblis dan Seidman berpendapat bahwa pendekatan yang hendak 
diambil dalam penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh tujuan yang hendak 
dicapai oleh para pihak yang bersengketa.  Berdasarkan hal tersebut ada dua 
pendekatan yang mungkin akan diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa, 
yaitu : 
17
 
Pertama, apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk 
merukunkan para pihak sehingga selanjutnya dapat hidup bersama kembali 
dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka pendekatan yang dipakai 
akan lebih menekankan pada mediasi atau kompromi.  
                                                          
15
 Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2013,  hlm. 3. 
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 Ibid 
 
17 Chamblis dan Seidman dalam Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma  Penyelesaian 
Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/ 
Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi, UNDIP, Semarang 2002, hlm, 14. 
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Kedua, apabila tujuannya adalah untuk melakukan penerapan 
peraturan-peraturan maka cara-cara penyelesaian yang birokratis mungkin 
akan lebih banyak dipakai.  
Menurut Adi Sulistiyono, masyarakat bisnis pada umumnya 
menyelesaikan sengketa melalui dua pendekatan, yaitu dengan paradigma 
litigasi (PLg) maupun pendekatan paradigma non litigasi (PnLg).  
Pengadilan sebagai tiang penyangga PLg merupakan tumpuan utama 
masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa modern. Pengadilan 
sebagai tulang punggung sistem hukum modern ini merupakan hasil evolusi 
yang paling akhir dalam perkembangan sistem hukum dan dianggap paling 
representatif untuk memberikan solusi atas sengketa yang terjadi pada 
masyarakat modern. Pengadilan juga dilengkapi  dengan tatanan birokrat 
yang melekat dalam hukum modern. Namun dalam praktek penyelesaian 
sengketa, ternyata terbukti bahwa penggunaan PLg melalui jalur pengadilan 
belum bisa diandalkan sepenuhnya untuk menyelesaikan semua sengketa 
(panacea) dalam masyarakat secara memuaskan. Hasil putusan pengadilan 
justru seringkali menyebabkan alienasi masyarakat pada nilai keadilan, rasa 
permusuhan pihak-pihak bersengketa semakin dalam, menghabiskan waktu, 
tenaga dan biaya serta menimbulkan ketidakpastian hukum.
18
  
Penelitian yang dilakukan oleh Eman Suparman juga menemukan 
fakta  penggunaan sistem peradilan sebagai sarana  pendistribusian  keadilan  
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 Adi Sulistiyono,  Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pusaka, Sidoarjo, 2009, 
hlm. 134. 
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terbukti  banyak hambatan. Adapun  yang  menjadi  faktor  penyebab  
adalah  karena  peradilan  sarat dengan  beban formalitas,  prosedur,  
birokrasi   yang  ketat.  Oleh  karena  itu  keadilan  yang  didistribusikan  
melalui  lembaga peradilan  diberikan  melalui  keputusan  birokrasi  bagi  
kepentingan umum, karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional, 
oleh sebab itu  keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah 
keadilan birokratis.
19
  
Oleh karena itu Lincoln sebagaimana dikutip M.Ali mengingatkan 
agar setiap masyarakat tidak selalu membawa kasus sengketanya ke 
pengadilan karena penyelesaian sengketa di pengadilan lebih banyak 
kerugiannya daripada keuntungannya. Namanya saja orang disebut sebagai 
pemenang, tetapi sering di dalam kenyataan orang tersebut termasuk dalam 
pihak yang kalah, karena sudah kalah dalam biaya dan memakan waktu 
yang lama.
20
 
Kurniawan dalam tulisannya juga mengungkapkan bahwa dalam 
penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak 
menimbulkan  ketidakpuasan pada  pihak-pihak  yang  bersengketa  maupun 
masyarakat  luas. Pengadilan  dianggap  tidak  memanusiakan  pihak-pihak  
yang bersengketa, menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari  keadilan,  
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 Eman Suparman, Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase  Dalam 
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20
  M.Ali, Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, 
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tempat  terjadinya perdagangan  putusan  hakim,  dan  lain-lain  yang  
ditujukan kepada lembaga peradilan. Maka dalam perkembangannya  
Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan ini kemudian 
berkembang dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa  bisnis  yang terjadi 
antara konsumen dengan pelaku usaha termasuk didalamnya adalah 
perselisihan konsumen sektor jasa  keuangan.
21
 
 Kecenderungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak 
hanya ditemukan pada masyarakat yang sederhana, tetapi masyarakat yang 
modern seperti Amerika Serikat yang menganut penyelesaian sengketa 
dengan menggunakan pengadilan lebih kuat justru dewasa ini cenderung 
menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan mekanisme di luar 
pengadilan. Hasil penelitian Stewart Macaulay menemukan bahwa 
pengusaha di Amerika Serikat ternyata lebih suka menyelesaikan sengketa 
kontraknya di luar peradilan formal. Para pengusaha lebih mengedepankan 
logika ekonomi daripada logika hukum, karena jika menggunakan 
instrumen hukum untuk menyelesaikan perseteruan mereka akan 
berimplikasi pada keretakan hubungan bisnis yang telah mereka jalin 
dengan susah payah, mengeluarkan biaya besar dan memakan waktu yang 
bertele-tele akan melewati jalur yang sarat dengan formalitas.
22
 
Cara-cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebenarnya tidak 
sejalan dengan budaya bangsa Melayu, yakni Indonesia, Malaysia dan 
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Brunei Darussalam. Hal tersebut berdasar penelitian Ann Black yang 
menyatakan:  
“Parties from the Asian region are generally averse to referring 
disputes to the courts. There is a strong traditional cultural 
preferencehere to resolve disputes by discusing and by compromise. 
Leaving aside the valid issue as to whether the cultures of asia can be 
lumped together collectivelly and generalizations be drawn .” 23 
Penggunaan cara-cara di luar pengadilan untuk menyelesaikan 
sengketa juga telah  menjadi budaya masyarakat Jepang.  Bagi masyarakat 
Jepang penyelesaian sengketa secara litigasi selain tidak cocok juga 
dipandang salah secara moral, karena menyebabkan adanya jarak antara 
hukum negara dengan kenyataan sosial yang berlaku.
24
  
Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa 
melalui lembaga peradilan formal (litigasi) merupakan pilihan terakhir bagi 
pencari keadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hukum (undang-
undang) pada dasarnya membolehkan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana 
yang sudah diatur dalam Bab XII yakni pasal 58-61 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu juga dalam Pasal 130 
ayat (1) HIR telah menggariskan secara tegas kepada para hakim untuk 
setiap perkara perdata yang masuk tidak harus diperiksa dan diputus secara 
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 Ann Black. 2001. Alternative Dispute Resolution in Brunai Darussalam : The Blending of 
Imported and Traditional Processes. Bond Law Review : Vol. 13: Iss. 2, Article 4. hal. 3-4, dalam 
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24
 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm, 66-76 
 
14 
 
formal, dengan menyebutkan bahwa walaupun hakim harus mengadili 
perkara perdata, tapi diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian. 
Kemudian lebih tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat ( 2-3) PERMA Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi 
sebagai berikut. “ Setiap hakim yang menyelesaikan sengketa perdata wajib 
terlebih dahulu mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya 
dengan perdamaian melalui mekanisme mediasi. 
25
  
Maka seperti yang disampaikan oleh Adi Sulistiyono bahwa  tujuan 
pengembangan penyelesaian non-litigasi bukan untuk mengganti 
penyelesaian litigasi, namun agar penggunaan alternatif penyelesaian 
sengketa juga bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan 
sengketa bisnis, sehingga masyarakat (pihak-pihak yang bersengketa) tidak 
hanya mengandalkan penyelesaian litigasi untuk menyelesaikan sengketa.
26
   
Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan 
dapat menjadi payung hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen, 
demikian pula harapannya dengan disahkanya Undang-Undang OJK, maka 
berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis akan memberi 
perlindungan pada konsumen sektor jasa keuangan khususnya konsumen 
jasa keuangan bank yang penggunanya  (konsumennya) menempati posisi 
tertinggi di Indonesia. 
                                                          
25
 Sahnan, Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa  Di Luar Pengadilan, Disertasi, Universitas 
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  Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa 
konsumen yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat mengajukan 
upaya hukum (dengan cara menggugat) pelaku usaha, baik secara litigasi 
(melalui pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian 
non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
sebagai badan/lembaga publik yang mempunyai tugas dan wewenang 
melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui 
konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK 
juga berpedoman pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. 
 Seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi BPSK semakin 
dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konsumen 
yang menggugat pelaku usaha jasa keuangan perbankan ke BPSK apabila 
terjadi pelanggaran hak konsumen. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa 
semakin tingginya kesadaran konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  
Penanganan sengketa konsumen oleh BPSK bukan tanpa cela,
27
 
karena tidak sedikit pelaku usaha jasa keuangan yang mengeluhkan 
independensi BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha jasa keuangan. BPSK dinilai cenderung berpihak untuk 
melindungi konsumen dan dirasa belum memberikan penyelesaian yang 
                                                          
27
 J. Widijantoro dan Al Wisnubroto  menyatakan bahwa disamping keterbatasan anggota BPSK, 
latar belakang anggota BPSK dan sumberdaya manusianya juga merupakan kendala tersendiri. 
Keanggotaan BPSK terdiri dari 3 unsur, yaitu  unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur 
konsumen dengan latar belakang kulturnya masing-masing dalam kenyataannya sering 
menimbulkan persoalan, lihat  Susanti Adi Nugroho, Op.,Cit.hlm. 28 
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memuaskan bagi pelaku usaha. Kondisi demikian mendorong OJK untuk 
membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 
Keuangan (LAPS-SJK) melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/ 2014.  
Dibentuknya LAPS-SJK didasari pertimbangan bahwa OJK ingin 
menyediakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang secara khusus 
menangani sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha jasa 
keuangan. Penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan  
diharapkan tidak sampai ke Pengadilan dengan maksud penyelesaian dapat 
difasilitasi secara non litigasi (di  luar Pengadilan).   Salah satu pelaku usaha 
jasa keuangan  yang dimaksud dalam peraturan ini termasuk  pelaku usaha 
jasa keuangan perbankan. 
Namun pembentukan LAPS-SJK tidak banyak diketahui oleh  
konsumen sektor jasa keuangan termasuk  konsumen sektor jasa keuangan 
perbankan. Bahkan hingga saat ini, tidak sedikit konsumen sektor jasa 
keuangan yang masih datang ke BPSK untuk meminta penyelesaian 
sengketa dan bukan datang ke LAPS-SJK. Kondisi ini tentunya 
menunjukkan bahwa tujuan awal pembentukan LAPS-SJK belum tercapai, 
bahkan malah menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum dalam 
penyelesaian sengketa antara konsumen di sektor jasa keuangan perbankan 
dan pelaku usaha jasa keuangan bank.  
Peran OJK dalam mengedukasi dan memfasilitasi penyelesaian 
sengketa konsumen perbankan juga dirasa belum optimal sehingga 
konsumen perbankan memilih penyelesaian melalui cara litigasi melalui 
17 
 
Pengadilan Negeri atau memilih jalur non litigasi melalui BPSK. Berikut ini 
contoh kasus baik  yang memilih jalur litigasi (Pengadilan) maupun non 
litigasi melalui BPSK. 
Contoh Kasus Sengketa antara Konsumen Dengan Lembaga Keuangan 
Bank Yang Melalui Jalur Litigasi  (Pengadilan) : 
1. Kasus Pelelangan Jaminan Kredit. 
 
“Neni mengambil kredit usaha di Bank BRI,  Cabang Palu dengan 
jaminan sertifikat tanah dan bangunan rumah kost.  Namun karena nilai 
jaminan kurang dari plafon pinjaman maka ayahnya (Abdul Salam) 
memberikan jaminan tambahan berupa sertifikat dengan bangunan ruko 
diatasnya. BRI kemudian memberikan kredit 650 juta dalam bentuk 
rekening koran. Setelah berjalan satu tahun debitur mengalami masalah 
dalam usahanya dan terlambat membayar angsuran. Setelah itu, pihak 
keluarga mendapatkan surat peringatan dan pemberitahuan bahwa 
jaminan akan dilelang. Karena adanya niat baik pihak debitur kemudian 
menyetorkan sebesar 20 juta melalui Dasri yang juga karyawan Bank 
BRI agar aset itu tidak dilelang. Tapi satu bulan kemudian, debitur 
mendapatkan informasi jaminan atas nama H. Abdul Salam berupa ruko 
tiga unit telah laku dilelang. Atas dasar informasi itu, Neni Triana 
(debitur) bersama H. Abdul Salam mencari informasi ke BRI Cabang 
Palu, terkait siapa pemenang lelang. Namun pihak BRI mengatakan 
bahwa itu rahasia perbankan dan dipersilahkan ditanyakan ke Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selama tiga hari 
berturut-turut, debitur bolak-balik dari BRI ke KPKNL hanya untuk 
menanyakan siapa pemenang lelangnya, istilahnya debitur dipingpong ke 
sana kemari. Namun akhirnya pihak debitur mengetahui bahwa 
pemenang lelang adalah Haji Amjad. Namun beberapa hari kemudian 
salah seorang pegawai BRI mengirimkan tiga orang preman untuk 
memaksa H.Abdul Salam mengosongkan ruko. Preman itu memberikan 
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waktu satu minggu untuk mengosongkan atau meminta debitur 
menyiapkan uang Rp 600 juta sebagai ganti rugi kepada pemenang 
lelang. Haji Amjad (pihak pembeli) mengakui bahwa dia membeli ruko 
itu dari BRI dengan harga Rp 600 juta. Sementara hasil risalah lelang 
yang didapatkan harga lelang ruko hanya Rp 410 juta. Debitur menduga 
bahwa lelang tersebut sengaja direkayasa oleh pihak BRI Palu dan lebih 
aneh lagi, mengapa jaminan pokok tidak dilelang terlebih dahulu, tetapi 
jaminan tambahan yang dilelang oleh BRI. Jika dihitung harga 3 (tiga)  
unit Ruko itu sebesar Rp3,6 miliar.” 28 
 
2. Kasus  Hilangnya Jumlah Tabungan di Bank. 
“Tjoh Winarto, 40 tahun, menggugat PT Bank Permata Tbk 
senilai Rp 32,2 miliar. Gugatan tersebut dipicu kekecewaan Winarto, 
yang merasa dirugikan atas pelayanan bank tersebut setelah uangnya 
dalam rekening Bank Permata tiba-tiba raib. Gugatan tersebut bermula 
dari hilangnya uang Rp 245 juta dalam rekening Winarto. Uang tersebut 
raib tiba-tiba tanpa sepengetahuannya pada  tanggal 27 Agustus 2014.  
Winarto melayangkan gugatan pada Rabu, tanggal 18 Februari 2015 ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain materiil, nasabah juga 
mempertimbangkan kerugian imateriil karena Bank Permata lalai dalam 
menelisik masalah sistem tersebut. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan menganggap ada kesalahan Bank Permata dalam kasus ini. 
Uang itu ditransfer melalui Internet banking Bank Permata ke rekening 
di Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat 
Indonesia. Karena tidak  ada penyelesaian antara konsumen dan pihak 
bank maka gugatan ini diajukan melalui gugatan di pengadilan.  
                                                          
28
 https://sulteng.antaranews.com/berita/28729/nasabah-gugat-bank-bri-cabang-palu, diakses 
tangal  24 November 2016, Pukul   8:13 WIB. 
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Perkembangan terakhir kasus ini menyebutkan  bahwa Bank Permata 
mengakui bahwa sistemnya telah kebobolan. ” 29 
3. Kasus Sistem Informasi Debitur (SID).30 
“A. Simanjuntak dan istrinya Sjultje Raturandang merupakan 
nasabah Bank Mandiri. Selain itu, sebagai PNS, Sjultje juga nasabah 
Bank Sulut karena gajinya disalurkan lewat Bank Sulut. Keduanya 
mengajukan KPR ke Bank Mandiri pada 25 September 2006 dan 
permohonan kredit lancar. Masalah mulai timbul saat A. Simanjuntak 
akan merenovasi rumah pada Maret 2010, sebab saat mengajukan 
penambahan kredit (top up) ke Bank Mandiri, permohonannya ditolak. 
Setelah  ditelusuri mengapa dia mendapat black list dari BI, ternyata 
Bank Sulut melakukan kesalahan pembayaran angsuran pertama 
September 2008 belum dipotong dari gaji Sjultje. Atas hal itu, A. 
Simanjuntak meminta Bank Sulut memutihkan lagi namanya. Tapi 
karena cara kekeluargaan menemui jalan buntu, maka A.Simanjuntak 
mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam gugatannya, A.Simanjuntak 
menggugat Bank Sulut sebesar Rp 150 juta dan permohonan maaf di 
media massa. Pengadilan Negeri (PN) Manado mengabulkan 
permohonannya dengan amar menghukum tergugat (Bank Sulut ) untuk 
memuat permohonan maaf kepada penggugat selama 7 hari berturut-turut 
atau pengganti kerugian immateril Rp 1 miliar. Selain itu, Bank Sulut 
                                                          
29
 https://bisnis.tempo.co/read/644519/rekening-bobol-nasabah-gugat-bank-rp-32-miliar , diakses  
Senin, 23 Februari 2015,  Pukul 09:15 WIB 
 
30
 Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan 
fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan. SID dikelola oleh salah satu bagian di Bank 
Indonesia yaitu Biro Informasi Kredit (BIK). IDI adalah produk dari SID yang berupa report yang 
dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitur beserta data lainnya seperti fasilitas kredit, 
agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. IDI diberi tambahan kata “Historis” 
karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.Pihak yang  
dapat memperoleh IDI Historis adalah Anggota BIK (Bank dan Lembaga Pembiayaan) serta 
masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh IDI Historis melalui Bank atau Lembaga Pembiayaan 
yang memberikan fasilitas kredit, dapat juga melalui Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank 
Indonesia setempat (daerah), http://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contents/Default.aspx 
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juga diwajibkan memulihkan nama baik A. Simanjuntak di Bank 
Indonesia. “ 31 
 
Beberapa Contoh Kasus Sengketa Perbankan Yang Diselesaikan 
Melalui  BPSK (Non-Litigasi) Kemudian Dibatalkan Mahkamah Agung  
(MA). 
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. 
Kasus ini para pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Bogor 
melawan Mohammad Sopian. Putusan MA menyatakan para pihak telah 
mengadakan perjanjian kredit yang salah satu klausulnya telah 
menentukan Pengadilan yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan 
Negeri Bogor, sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa perselisihan 
pada tingkat pertama. Juga perselisihan perjanjian kredit tidak termasuk 
kewenangan BPSK. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
kasasi dari pemohon kasasi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 
Kantor Cabang Bogor tersebut. 
 
2. Putusan  Mahkamah Agung  Nomor 425 K/Pdt.Sus-BPSK/2015. 
     Kasus ini para pihak : Nia Kurniasih, bertempat tinggal di Jalan Barujul 
I, Nomor 42, RT 06/RW 01, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, 
Kota Tasikmalaya, melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang 
Bogor.Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi Pihak Pemohon (Nia 
Kurniasih ) yang  mana pada putusan BPSK gugatan konsumen atas 
perjanjian kedit yang terdapat klausula baku dinyatakan batal demi 
hukum dan juga menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan tidak 
sah namun di tingkat kasasi ditolak.  
                                                          
31
https://www.kompasiana.com/pulosiregar/bi-checking-tidak-valid-nasabah-menangkan-
gugatanrp-1-milyar_54f41ad4745513982b6c8780, diakses pada tanggal 16 April 2017, Pukul   
06:00 
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3.  Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015. 
Kasus ini para pihak : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor 
Cabang Tanjung Balai melawan  Hendra Gunawan, bertempat tinggal di 
Jalan M. Abbas Lk. III, Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai 
Selatan, Kota Madya Tanjung Balai. 
- Putusan Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor 
Cabang Tanjung Balai; 
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 
18/Pdt.Sus/2015/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2015; 
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Kabupaten Batu Bara Nomor 04/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 
tanggal 29 Juni 2015. 
 
Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka  penelitian  ini relevan 
untuk dikaji lebih dalam. Beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian 
disertasi ini sebagai berikut :  
Pertama, sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  kasus-
kasus terkait dengan pengaduan konsumen perbankan berdasarkan 
penelusuran data dari beberapa media, baik data call center Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)  maupun dari YLKI, sektor perbankan paling banyak 
dikeluhkan konsumen seperti kasus kredit, pelelangan jaminan kredit, 
berkurangnya saldo tabungan, kartu kredit, Sistim Informasi Debitur (SID) 
dan masih banyak kasus lainnya seperti yang telah disebutkan tersebut 
diatas.  
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Kedua, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mampu 
memberikan informasi dan edukasi melindungi konsumen, juga 
memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan Lembaga Jasa 
Keuangan Bank terbukti masih banyak konsumen bank yang menyelesaikan 
melalui litigasi di  Pengadilan dan maupun non litigasi di luar pengadilan 
yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
Ketiga, hasil penelusuran dari peneliti kasus sengketa konsumen 
masih banyak yang diselesaikan melalui Badan Perlindungan Sengketa 
Konsumen (BPSK) yang berlanjut pengajuan keberatan ke Pengadilan 
Negeri sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun hasil 
penelusuran peneliti terkait sengketa perbankan banyak putusan BPSK 
dibatalkan Mahkamah Agung (MA) dengan dasar pertimbangan bahwa 
BPSK tidak berwenang memeriksa kasus sengketa konsumen perbankan. 
Penelusuran peneliti melalui Web Site atau laman  Mahkamah Agung 
(sampai bulan Desember tahun 2017) sejumlah 576 kasus sengketa 
konsumen yang sebagian besar adalah sengketa antara Bank dan  
Konsumen. 
32
 
  Dari beberapa contoh kasus di atas hal ini menunjukkan 
perlindungan yang diselesaikan melalui BPSK juga belum berkepastian 
hukum yang  berkeadilan bagi pihak konsumen perbankan. Sedangkan jika 
difasilitasi oleh OJK dan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI ) namun kedudukan 
                                                          
32
 https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-
khusus/perlindungan-konsumen/index-3.html, diakses pada tanggal  2 Januari 2018 Pukul 15.00. 
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LAPSPI hanya ada di Jakarta sehingga belum menjangkau konsumen 
perbankan secara keseluruhan.  
 
B. Batasan Masalah 
Penelitian ini hanya memfokuskan pada konsumen sektor jasa 
keuangan perbankan dan penyelesaian sengketa juga difokuskan pada 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Dasar pertimbangan 
penyelesaian sengketa pada sektor perbankan  karena pengguna produk jasa 
konsumen perbankan menduduki posisi tertinggi dibandingkan  pengguna 
produk dan jasa keuangan lainnya untuk di seluruh wilayah Indonesia. 
Selain itu juga dari data yang telah disebut sebelumnya pengaduan 
terbanyak baik di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun 
di OJK, pengaduan terbanyak di sektor perbankan.  
Tabel berikut memberikan gambaran pengguna sektor perbankan 
menduduki posisi tertinggi dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya.   
Tabel :  1 
Pengguna Produk dan Jasa Keuangan di Indonesia 
Pengguna Produk dan Jasa Keuangan 
 Pada Lembaga Jasa Keuangan  
Persentase  
Perbankan  75,98%  
Perasuransian  13,17%  
Lembaga Pembiayaan  5,30%  
Pegadaian 4,18%  
Dana Pensiun  1,26% 
Pasar Modal  0,10%  
Total                                                                                       100,00%       
 
Sumber : Buku Direktorat Literasi dan Edukasi Perlindungan Konsumen 
OJK Jakarta, Tahun 2017. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang yang telah 
disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam 
tentang beberapa  permasalahan : 
1. Mengapa perlindungan terhadap konsumen dalam penyelesaian sengketa 
perbankan belum memberikan kepastian hukum yang berkeadilan 
substantif  ? 
2. Bagaimana rekonstruksi perlindungan terhadap konsumen dalam 
penyelesaian sengketa perbankan agar dapat mewujudkan kepastian 
hukum yang berkeadilan  substantif  ?  
 
D. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini secara umum bertujuan (the goal of the research)  :   
a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor perlindungan konsumen 
dalam penyelesaian sengketa perbankan belum memberi kepastian 
hukum yang   berkeadilan substantif. 
b. Untuk menemukan konstruksi perlindungan konsumen dalam   
penyelesaian sengketa perbankan yang dapat mewujudkan kepastian 
hukum yang berkeadilan substantif .  
E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan  mempunyai nilai manfaat tidak hanya 
bagi peneliti namun juga bermanfaat bagi banyak pihak.   
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1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah 
teoritik terhadap bidang ilmu hukum bisnis khususnya Hukum 
Perbankan maupun Hukum Perlindungan Konsumen.  
b. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan theory building  atau dapat  
menemukan atau mengembangkan konstruksi perlindungan  konsumen  
dalam penyelesaian sengketa perbankan berbasis pada kepastian hukum 
yang  berkeadilan substantif. 
c. Penelitian ini dapat mendorong peneliti berikutnya untuk dapat 
dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk menambah referensi 
tentang permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan  konsumen     
perbankan dalam mewujudkan penyelesaian sengketa berbasis 
kepastian hukum yang berkeadilan substantif. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan  memberikan  masukan atau rekomendasi bagi 
Pemerintah (Eksekutif) maupun pemegang kewenangan dibidang 
Legislasi dalam rangka menyempurnakan atau merevisi regulasi yang 
ada agar penyelesaian sengketa perbankan lebih memberi perlindungan 
berbasis pada kepastian hukum yang berkeadilan substantif. 
b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi 
instansi terkait khususnya Lembaga OJK  dapat menjalankan fungsi 
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secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen 
sektor jasa keuangan perbankan khususnya terkait dengan kewenangan 
OJK dibidang perlindungan konsumen. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam 
rangka mensosialisasikan keberadaan dan membumikan peran LAPSPI 
dalam  penyelesaian  sengketa perbankan. 
d. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat 
umum dan khususnya konsumen perbankan sehingga sebagai konsumen 
mengetahui akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan yang 
berkepastian hukum dan berkeadilan substantif. 
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BAB II 
LANDASAN  TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Teori Perlindungan Hukum 
Untuk memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan 
konsumen maka tidak bisa dilepaskan pembahasannya terhadap pengertian 
perlindungan hukum itu sendiri. Kata hukum menurut  Hans Wehr berasal 
dari bahsa Arab, asal katanya “hukm”, kata jama‟nya “ahkam” yang berarti 
putusan (judgement, verdice, decision), ketetapan (provission), perintah 
(command), pemerintahan (goverment) dan kekuasaan (authority, power).  
Menurut Oxford English Dictionary disebutkan bahwa : law is the 
body of rules, whether formally  erected or custumory, which a state of 
community recognises as binding on its members of subjects. (hukum adalah  
kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam 
suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu  yang mempunyai 
kekuatan mengikat terhadap warganya).
33
  Hukum merupakan keseluruhan 
kaidah atau norma (nilai) mengenai suatu segi kehidupan masyakat, yang 
bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat serta bersifat keadilan 
dan kemanfaatan.
34
  
                                                          
33
  lihat  Abdul Manan,  Aspek Pengubah Hukum,  Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, 
Jakarta, 2009, hlm. 1. 
 
34
 Sudarsono,  Kamus Hukum,  Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007,  hlm. 242. 
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Sudikno mengatakan bahwa hukum juga merupakan keseluruhan  kumpulan 
peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang 
dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
35
  
Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak 
adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan 
kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan 
pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh 
hukum dalam melaksanakannya.
36
 
Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, Pertama dari kodrat 
manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Sebagai mahluk ciptaannya manusia mempunyai sejumlah hak dan untuk 
mempertahankan kemanusiannya, yaitu hak untuk hidup. Hak ini yang 
disebut sebagai hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak 
yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya 
sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak 
hukum,  hak dalam arti yuridis. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum 
antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian.
 37
    
Subekti menjelaskan, hak hukum adalah hak yang bersumber baik dari  
hukum  maupun perjanjian, dibedakan  menjadi hak kebendaan  dan hak 
perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas 
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suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan hak 
perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.
38
 
Secara mendasar salah satu fungsi dari pada hukum adalah sebagai 
perlindungan 
39
 terhadap kepentingan manusia. Hukum tidak hanya 
menjamin tetapi mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan 
individu, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
karena pada hakikatnya hukum menghendaki penataan hubungan antar 
manusia 
40
.  
Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga 
karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu 
harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi 
kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus 
diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 
(Zweckmassigkeit) dan keadilan (Grechtkeit).
41
 
Satjipto Rahardjo memahami perlindungan hukum  memberikan 
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
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menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain 
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan 
oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 
manapun.
42
 Konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah 
perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum atau 
undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan gambaran 
dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, 
yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah 
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 
asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 
hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 
yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 
43
 
 M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua : yaitu 
sebagai perlindungan hukum preventif dan  perlindungan represif.  Pada 
perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 
pemerintah mendapat bentuk yang definitif.  
Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah 
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 
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tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong 
untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 
diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 
Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum ini. 
44
  
Dalam garis besar sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua 
sistem yaitu “civil law system: dan “ comman law system”. Sistem hukum 
yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana 
perlindungan hukum represifnya. Perancis, Belanda dan Indonesia adalah 
negara yang menganut civil law system, sedangkan Amerika  dan Inggris 
merupakan  negara yang menganut “common law system.” 45 
 Muchsin memahaminya  perlindungan hukum merupakan kegiatan 
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek  
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan  
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pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
46
 Perlindungan hukum itu berkaitan 
bagaimana hukum memberikan keadilan  yaitu memberikan atau mengatur 
hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan  
bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang 
dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.
47
  
Menurut Wahyu Sasongko, perlindungan hukum ada dua cara antara 
lain dengan cara membuat peraturan (by giving regulation) dan menegakan 
peraturan (by the law enforcement).  Perlindungan hukum dengan cara 
membuat peraturan bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan 
menjamin hak-hak para subjek hukum.
48
 
Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, 
landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. 
Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-
konsep Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi 
Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip 
perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 
Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah 
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 
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terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, 
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban masyarakat dan pemerintah.
49
 
Pada hakekatnya terdapat hubungan antara subyek hukum dengan 
obyek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan 
kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul  dari hubungan hukum tersebut 
harus dilindungi oleh hukum sehingga merasa aman dalam melaksanakan 
kepentingannya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat 
diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian hukum bahwa 
seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya 
sehingga yang bersangkutan merasa aman dan terlindungi.  
2.  Teori  Dan Model Penyelesaian Sengketa 
2.1. Teori Penyelesaian  Sengketa  
Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori    
tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:  
a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang 
lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.  
b. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia 
menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.  
c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang 
memuaskan dari kedua belah pihak.  
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d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi 
sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.  
e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. 50 
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara 
penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu: .
51
 
a. Lumping it (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan 
tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil 
keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang 
menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya 
dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena 
berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang 
bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses 
ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena 
diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik 
diprediksi dari sisi materi maupun pisikologis. 
 b. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih 
untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang 
merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, 
misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan 
mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. 
Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana hubungan 
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berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara 
dalam hal bentuk kedua (avoidance), yaitu pihak yang merasa dirugikan 
mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang 
bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua 
belak pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk 
keseluruhan.  
c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada 
pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan 
atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya 
mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai. 
d.Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan 
merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang 
dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya 
pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya 
untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri 
dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang 
ada. 
e. Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak 
yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini 
dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau 
ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil  
pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang 
mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju 
36 
 
bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari 
pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh 
yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan 
sebagai hakim.  
f.  Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat 
untuk meminta perantara kepada pihak ketiga (arbitrator) dan sejak 
semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari 
arbitrator tersebut.  
g. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang 
untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak 
yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan 
menegakkan keputusan itu, artinya pihak ketiga berupaya bahwa 
keputusan itu dilaksanakan. 
Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa 
yaitu tradisonal, alternative dispute resolution (ADR) dan pengadilan. Cara 
tradisional adalah lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak) dan 
coercion (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam 
perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan 
menggunakan ADR adalah perundingan (negotiation), mediasi dan 
arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan 
penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.
52
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Dalam literatur hukum terdapat dua pendekatan yang sering 
digunakan untuk menyelesaikan sengketa : 
 Pendekatan pertama, menggunakan model penyelesaian sengketa 
melalui jalur litigasi atau saluran pengadilan. Suatu pendekatan untuk 
mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan ( the adversary system ) 
dan menggunakan paksaan (coersion) untuk mengelola sengketa yang 
timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan win-lose 
solution bagi pihak-pihak yang bersengketa.  
 Pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian sengketa non-
litigasi. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan 
pendekatan “konsensus” dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-
pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian 
sengketa ke arah win-win solution.
53
 
 
2.2. Model Penyelesaian Sengketa. 
Terdapat beberapa model penyelesaian sengketa secara Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (APS). Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang 
No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak 
dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS 
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tersebut dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Adapun, arbitrase 
dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam 
Undang-Undang No.30 Tahun 1999.   
Berikut adalah berbagai model dari Alternatif Penyelesaian Sengketa 
yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 : 
a. Arbitrase 
 Arbitrase adalah “ submission of controversies, by agreement of the 
parties there to, to person chosen by themselves for determination.
54
  (suatu 
pengajuan sengketa berdasarkan perjanjian antara para pihak kepada orang-
orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu 
keputusan). 
 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang  No. 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  Arbitrase adalah cara 
penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa. 
Dalam Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) dinyatakan bahwa arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang 
adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai 
perdagangan, industri, keuangan baik yang bersifat nasional maupun 
internasional.
55
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b. Konsultasi 
Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu 
pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, 
dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai 
dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
56
 
Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut: 
“Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa 
secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa 
kepada pihak ketiga”57 Dengan demikian dapat disimpulan bahwa 
konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) 
terkait sengketa yang dihadapi. 
c. Negosiasi 
Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk 
mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai 
penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan 
mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa 
tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, 
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sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya 
persoalan hukum saja.
58
  
Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu : (1) 
untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, 
misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling 
memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; 
dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara 
para pihak.
59
 Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa 
dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak 
ketiga sebagai penengah. 
d. Konsiliasi 
Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak 
ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan 
mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah 
penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang 
bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 
kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari 
sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat 
putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang 
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pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang 
bersengketa sendiri.
60
 
e. Mediasi 
Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh 
pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator 
adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa 
alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan 
sendiri oleh pihak yang bersengketa.  
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara 
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator 
membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas 
masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. 
f. Penilaian Ahli 
Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak 
dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang 
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sedang terjadi. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai 
dengan bidang keahliannya.
61
. 
 
3. Teori  Keadilan 
Persoalan keadilan tidak akan pernah selesai secara tuntas dibicarakan, 
bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan perkembangan 
masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda 
bahkan bertentangan satu sama lain. Persoalan keadilan yang terjadi dalam 
masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang sedang 
berkembang maupun di masyarakat yang telah maju karena setiap 
masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolok ukur ataupun 
pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu 
sulit menemukan rumusan keadilan yang berlaku secara universal. 
62
 
Kata keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa Arab, 
adl, kata adl tersebut maknanya tidak dapat dilepaskan dari kandungan Al 
Qur‟an, bisa berarti antara lain : .63  
Pertama , adl‟ berarti tebusan dalam arti suatu penyeimbang atau 
upaya menyamakan sesuatu dengan yang lain; Kedua, adl‟ berarti 
mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dalam hukum; Ketiga, 
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berarti benar dalam arti menempatkan posisi keadilan di atas kepentingan 
individu dan kelompok, sehingga tidak boleh mengorbankan kepentingan 
orang lain;  Keempat, adl‟ berarti seimbang atau sederhana dalam dimensi 
inilah keadilan banyak diungkap dalam Al Qur‟an. Keseimbangan ini 
dimaksudkan seimbang lahiriah maupun seimbang dalam penciptaan alam 
semesta;  Kelima, adl‟ berarti nilai atau harga; dan Keenam, adl‟  berarti 
meng-Esakan Allah. 
Keadilan selalu di depan hukum dan memprovokasi hukum untuk 
selalu mendekatinya. Kepastian hukum bukan merupakan tujuan akhir 
melainkan hanya tujuan antara untuk mendekati keadilan.  Keadilan tidak 
dapat dipastikan secara obyektif dan setiap orang mempunyai pandangan 
sendiri-sendiri tentang keadilan. Orang tidak bisa menarik batas yang jelas 
dan  pasti antara hukum dan keadilan. Keadilan itu tidak terbatas dalam arti 
tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu atau direduksi pada hukum 
tertentu atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti.
64
 
Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum dan keadilan adalah dua 
hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum harus 
dibuat dan ditetapkan agar orang-orang berada dibawah naungan hukum 
tersebut menikmati dan merasakan keadilan, karena hukum adalah untuk 
manusia bukan sebaliknya.
65
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Keadilan memiliki ragam makna, dalam The Encyclopedia American, 
Dictionary Of Philosophy, makna keadilan antara lain, equality of treatment, 
impartiality, equity, fairness. Peragaman makna keadilan menjadikan 
definisi keadilan beragam pula.
66
 
 
3.1. Teori Keadilan Barat. 
Teori keadilan merupakan serangkaian  keterangan yang secara logis 
dan sistematis menjelaskan mengapa sesuatu dianggap adil. Setiap jaman 
melahirkan teori keadilan sendiri yang dikemukakan oleh para filsuf.  Sejak 
jaman Yunani Kuno sampai sekarang telah lahir beberapa teori tentang 
keadilan. 
67
  
Filsuf Yunani Kuno yang pertama menelaah masalah keadilan adalah  
Plato.  Plato menganggap bahwa keadilan sebagai kebajikan yang tertinggi 
dari negara. Dalam Suatu negara yang ideal dan sempurna terdapat 4 
(empat) macam kebajikan, yaitu kearifan (wisdom), ketabahan 
(courage),disiplin (discipline) dan keadilan(justice).
68
 
Tokoh lain pada zaman Yunani Kuno adalah Aristoteles dalam 
bukunya yang berjudul “ Nichomachean Ethics” mengatakan bahwa 
keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia ( fairness in human 
action). Aristoteles memandang bahwa keadilan itu identik dengan 
persamaan (equality)  dimana hal yang sama dan hal yang tidak sama 
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diperlakukan secara tidak sama (justice is done when equals are treated 
equalally and unequals unequally). 
 Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan 
distributief dan keadilan commutatief. Keadilan distributief menurut 
Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang 
lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat sesuai dengan 
jasanya, sehingga distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan 
nilai yang berlaku dikalangan warga. Keadilan commutateif tidak 
memberikan perbedaan, sehingga tidak membedakan jasa-jasa, sehingga 
diberikan sama rata.
69
 
Teori pada abad pertengahan dipelopori oleh Augustinus memberi 
batasan keadilan yang bercorak teologis dalam karya tulisannya yang 
berjudul Civitas Dei (Kerajaan Tuhan). Kemudian diikuti oleh tokoh lain 
Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica, yang menyebutkan 
keadilan dibedakan antara keadilan  illahi dan keadilan manusiawi, tetapi 
tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. 
Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan ajaran agama 
sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana terdapat dalam hukum.  
Teori keadilan zaman modern tokoh pembaharu adalah Thomas 
Hobbes,  yang analisisnya  bercorak empirik, materialistik,mekanistik, dan 
individualistik. Pada zaman ini berkembang aliran utilitarianisme, suatu 
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aliran pemikiran yang mendasarkan pada asas kemanfaatan yang 
berkembang di Inggris dengan tokohnya Jeremy Bentham, James Mill, John 
Stuart Mill dan Henry Sidgwick.  Para penganut aliran ini melihat keadilan 
itu didasarkan pada asas kemanfataan dan kepentingan manusia.  
Menurut Bentham setiap orang mempunyai kesempatan untuk 
memperoleh apa yang diinginkan dan dibutuhkan.
70
 Teori Bentham ini 
mendapat kritik dari muridnya sendiri  yakni John Stuart Mill. Menurut Mill 
terlalu naif apabila manusia hanya dikendalikan oleh pertimbangan-
pertimbangan praktis kesenangan diri.  Dimata Mill  nilai-nilai  yang tinggi 
adalah merupakan perwujudan rasa adil. Perasaan individu akan keadilan 
membuat ia mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ini menunjukkan 
bagaimana Mill menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum. 
71
 
Tokoh teori lain H.L.A. Hart dalam bukunya The Concept of Law, 
Hart menyatakan bahwa ide keadilan mengandung prinsip umum yang 
merupakan unsur pokok dari ide itu. Ide keadilan memuat dua unsur,yaitu 
asas formal yang tetap untuk memperlakukan yang sama secara sama dan 
hal yang berbeda secara berbeda. 
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Tokoh lain adalah John Rawls dalam bukunya “A Theory of      
Justice“72 menjelaskan teori keadilan sosial sebagai  the difference principle 
dan the  principle of fair equality of opportunity. Inti the difference 
principle, adalah bahwa  perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 
memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 
beruntung. Rawls mengatakan bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu 
atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang besar bagi 
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya keputusan sosial yang 
mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat berdasarkan 
hak ( right based weight) daripada atas dasar manfaat (good based weight). 
Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness dapat dinikmati semua orang. 
Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang 
paling besar bagi mereka yang kurang beruntung.  
 
3.2. Keadilan Pancasila 
Pancasila merupakan dasar negara, idiologi bangsa dan pandangan 
hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 
ditafsirkan melalui sosiologis dan filosofis. Pancasila sebagai idiologi 
kebangsaan menggunakan tafsir pendiri bangsa dan Pancasila sebagai dasar 
negara menggunakan tafsir yuridis dan sosiologis.  Sila  dari  Pancasila yang 
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dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, 
berbunyi:....dengan berdasarkan kepada :.... serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Konsep yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam 
masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia 
sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan 
baik materiil maupun spiritual. Sila keadilan sosial bagi  seluruh rakyat 
Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik 
undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat 
keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan 
keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah 
dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bukan oleh 
segelintir golongan tertentu.
73
 
Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan dan 
direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang 
memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
74
  
Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi 
norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundangan. 
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3.3. Keadilan Substantif 
Secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 
28 D “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 
Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan di lindungi oleh 
negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan 
hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik dan ekonomi. 
Pandangan hukum yang legistik, hukum di identikkan dengan undang-
undang atau hukum sama dengan undang-undang. 
75
 Keadilan substantif 
dapat di definisikan sebagai the truth justice (sebenar keadilan, yaitu 
keadilan yang sebenarnya). 
76
 
Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek 
formal (state law) dan materiil (living law) hukum, melainkan aspek hakikat 
hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral , ethic dan religion.
77
 
Teori Etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah 
semata-mata untuk mencari keadilan.   
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Teori 
78
 hukum 
79
 yang relevan dengan penelitian ini maka  
menggunakan Grand Theory Teori Etis dengan Konsep Teori Keadilan. 
John Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai justice as fairness 
(keadilan sebagai kejujuran), jadi prinsip keadilan yang paling fair itulah 
yang harus dipedomani.  
Ada dua prinsip dasar keadilan, yaitu : 
80
 Keadilan yang formal 
(formal justice, legal justice), menerapkan keadilan yang sama bagi setiap 
orang sesuai dengan bunyi peraturan ; dan Keadilan yang substantif 
(substantive justice,),  yang melihat keadilan lebih dari pada keadilan formal 
saja, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki 
dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh 
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rasa keadilan sosial yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat 
diterima oleh masyarakat umum. 
81
 
Pendapat  Philippe Nonet dan Philip Selznick menyebutnya sebagai 
hukum responsif, yang dalam perspektif hukum yang baik seharusnya 
menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. 
Hukum semacam ini seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan 
punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.
82
 
 
4.   Teori  Kepastian Hukum 
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang  
bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan 
normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang 
tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana 
caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.
83
  
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma 
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen 
dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 
dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 
menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik 
dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan 
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masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu 
dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 
84
 
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 
kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan 
dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian 
dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual 
mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan 
sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua 
sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).
85
  
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 
kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan 
dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum 
merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan 
sosiologi.
86
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Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas 
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga 
tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum 
menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan 
konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 
tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.  
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum 
yang buruk.
87
 
 
4.1. Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui 
apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 
individu.
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Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (legaliteit), 
dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :  pertama, dari sisi 
warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara 
terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu 
hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-
peraturan hukum ; kedua,  dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus 
berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih 
dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara .
89
 Kepastian hukum 
pada hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum 
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan 
yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu 
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang 
berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. 
Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin 
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh 
hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang 
bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 
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hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 
melainkan semata-mata untuk kepastian.
90
 
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian 
akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku 
bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian 
hukum, disitu tidak ada hukum).
91
 
Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya 
memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan 
kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian 
hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 
92
 
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh 
(accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; 
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan 
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-
aturan tersebut; 
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d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan 
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 
menyelesaikan sengketa hukum, dan; 
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 
Lon L. Fuller dalam bukunya The Morality of Law mengajukan 8               
( delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak 
terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau 
dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.  Kedelapan asas tersebut 
sebagai berikut : 
93
 
a. Suatu sistim hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan tidak 
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 
b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 
c. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem; 
d. Dibuat  dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 
e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 
f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 
dilakukan; 
g. Tidak boleh sering diubah-ubah; 
h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 
Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada 
kepastian, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan yang 
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menimbulkan ketidakpastian hukum. Juga antara peraturan dan pelaksanaan 
aturan harus berkesesuaian. 
Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian 
tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna 
kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia 
adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum itu 
didasarkan pada fakta (Tatsachen),bukan suatu rumusan tentang penilaian 
yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, 
”kesopanan”.  
Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas 
sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah 
dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
94
 
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) 
nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
95
 
a. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), asas ini meninjau dari 
sudut yuridis. 
b. Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dari sudut 
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang 
di depan pengadilan. 
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid, 
asas ini meninjau dari sudut sosiologis. 
 
Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 
sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan 
sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa 
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lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, 
kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun 
keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan 
hukum yang substantive adalah keadilan. 
Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 
didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme. Didunia hukum yang 
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, 
karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin 
terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Dengan kata lain kepastian 
hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman 
hukumannya. 
 Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 
secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah 
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara 
jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi 
tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma 
lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik 
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstasi 
norma, redukasi norma atau distorsi norma. 
96
 Kepastian hukum menunjuk 
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. 
Menurut Erman Raja Guguk, ketidakpastian hukum akan berpengaruh 
pada perekonomian. Ada tiga faktor  yang menjadi penyebab tak adanya 
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kepastian hukum di Indonesia, yaitu : pertama, hierarki peraturan 
perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi 
yang diatur, kedua, aparat lemah dalam menjalankan aturan dan ketiga 
penyelesaian sengketa dibidang ekonomi tidak bisa diramalkan.
97
 
 
4.2. Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif 
Kepastian hukum yang berkeadilan subtantif yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah keadilan tidak hanya secara formal diatur dalam 
Undang-Undang ataupun regulasi yang bersifat formal namun lebih dari itu 
bahwa pengaturan dalam Undang-Undang/regulasi itu harus mencerminkan 
norma keadilan yang hakiki/fundamental sehingga memberikan keadilan 
yang substantif terkait dengan hak-hak konsumen dalam penyelesaian 
sengketa perbankan.  Sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang dimaksud 
oleh John Rawls maupun Keadilan Pancasila yang harus diwujudkan, 
dijabarkan dan direalisasikan ke dalam norma hukum agar terwujud 
keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh 
rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait 
penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan perbankan. 
Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti 
yang dimaksud  dalam salah satu asas yang dimaksud oleh Lon Fuller 
bahwa “ harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya “ . Perlu 
diketahui bahwa sejak POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Alternatif 
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Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan disahkan maka penyelesaian 
sengketa konsumen sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan  secara 
non litigasi harus melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Perbankan (LAPSPI).  Namun karena  LAPSPI hanya ada di Pusat (Jakarta) 
dan belum tersosialisasi dengan baik POJK ini maka konsumen sektor 
perbankan masih membawa penyelesaian sengketa non-litigasi melalui 
BPSK kemudian oleh Mahkamah Agung,  putusan BPSK dibatalkan yang 
mempunyai implikasi tidak terlindungi konsumen sektor perbankan dalam 
penyelesaian sengketa karena adanya ketidakpastian hukum. Kepastian 
hukum juga dimaknai tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. 
 
5. Teori Sistem Hukum 
Penelitian ini juga menggunakan Middle Theory “Legal System“ 
(Sistim Hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman.   
Teori sistem 
98
 hukum ( Legal System) bahwa setiap sistem hukum
99
 
selalu mengandung tiga unsur :  
1. Structure;  
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2. Substance ; 
3. Culture.100 
Pertama, unsur structure :  
First many features of a working legal system can be called structural the 
moving part, so speak of-the machine court are simple and obvious 
example; their structures can be described;a panel of such and such size, 
sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. 
The shape size and power  of legislature is another element structure. A 
written constitution is still another important feature in structural landscape 
of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features 
of the country’s legal process. The organizatition and fremework of 
goverment. 
 
Struktur yang relevan dalam penelitian ini adalah OJK sebagai bagian 
dari struktur mempunyai peran penting dalam terlaksananya perlindungan 
terhadap konsumen jasa keuangan perbankan. OJK sebagai lembaga 
pengawas juga mempunyai peran menegakkan hukum khususnya dibidang  
jasa keuangan perbankan karena salah satu kunci keberhasilan adalah 
apabila struktur yang merupakan bagian kerangka pada legal system dapat 
berperan secara optimal. 
Kedua, unsur substance :  
“The second type component can be called substansive. These are the actual 
products of the legal system-what the judges, for example, actually say and 
do.Substance includes, naturally, enough, those prepositions refered to as 
legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, 
those regulaties of behaviour that could be reduced to general statement. 
Every decision, too, is a substansive product of the legal system, a every 
doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by 
agency of goverment.’ 
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Substansi dari bagian legal system menurut Friedmann adalah aturan-
aturan yang berlaku yang menentukan berfungsinya suatu hukum dan sistem 
hukum. Relevansi dengan rumusan Friedmann dalam penelitian ini adalah 
apakah substansi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait 
dengan sektor perbankan telah memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan 
hukum konsumen sektor jasa keuangan perbankan. 
Ketiga, unsur legal culture :  
“Legal culture can be defined as those attitude and values and relate 
to law and legal system, together with those attitudes and values 
affecting behaviour related to law and its institution, either positively 
or negatively.” 
Legal culture yang dimaksud oleh Freidman dengan relevansi 
penelitian ini adalah sebagai sikap konsumen (masyarakat) terhadap hukum 
dan sistem hukum.  Menyangkut sikap dan penilaian masyarakat  yang 
berhubungan dengan hukum dan institusi (OJK), mempunyai persepsi 
positip atau negatif. 
Ketiga rumusan dari Friedman ini saling terkait satu sama lain karena 
struktur  hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak 
ditunjang adanya substansi yang baik. Substansi hukum yang baik tidak 
akan dapat dirasakan manfaatnya jika tidak ditunjang oleh struktur hukum 
yang baik pula. Demikian pula struktur dan substansi hukum yang  baik 
tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh sikap dan persepsi masyarakat  
terhadap hukum dan struktur  yang kurang baik.(OJK). 
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B. Kajian Pustaka 
1. Pengertian Rekonstruksi 
Rekonstruksi dari kata re : kembali dan konstruksi : susunan, model 
atau tata letak suatu bangunan
101
. Rekonstruksi ( reconstruction)  adalah 
menyusun kembali, membangun kembali, atau menata ulang atau 
memperbaiki suatu gagasan.  
Black Law Dictionary memberikan pengertian contruction sebagai 
berikut : “ To construct again, to rebuilt, either in factor idea or to remodel, 
to form again or a new as in the imagination or to restore again as an entity 
the thing which was lost or destroyed” 102. ( Rekonstruksi menurut 
pengertian diatas adalah merupakan tindakan untuk membangun kembali, 
baik yang bersifat fakta atau ide atau menyusun model, untuk membentuk 
lagi suatu imajinasi baru untuk memperbaiki sesuatu yang hilang atau  yang 
rusak).  
Jadi rekonstruksi merupakan tindakan penataan ulang atau 
pembangunan kembali sustu sistem  baik yang bersiat faktual atau berupa 
gagasan (idea) agar menjadi baik sesuai yang diharapkan. 
Dalam praktik tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur 
dalam  hukum atau perundang-undangan atau meskipun sudah diatur tetapi 
tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu  peraturan hukum yang tidak 
jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan 
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menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap 
peristiwanya sehingga dapat diwujudkan hukum yang diidam-idamkan yaitu 
yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, 
103
  
Jika hukum tidak lengkap dan tidak jelas maka akan dilakukan 
penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan 
hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan 
peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah 
atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, 
seperti interpretasi, penalaran (redenering), eksposisi (konstruksi hukum),
 
104
. 
Menurut Scholten usaha penemuan hukum banyak menekankan pada 
segi pembuatan konstruksi sebagai suatu cara untuk mengembangkan bahan 
hukum atau hukum positif melalui penalaran logis sehingga dapat dicapai 
hasil yang dikehendaki. Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum 
merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut 
dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu 
sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang 
ada tersebut.
105
 Philipus Hadjon menjelaskan bahwa model rechtsvinding                             
( penemuan hukum) yang dianut  dewasa ini seperti yang dikemukakan 
antara lain oleh J.J. H. Bruggink dalam bukunya op zoek naar het recht 
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meliputi metode interpretasi (interpretatiem methoden) dan model penalaran  
(redeneerweijzen) atau konstruksi hukum.
106
  
Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks 
perundangan yang tidak jelas, agar perundangan-undangan tersebut dapat 
diterapkan terhadap peristiwa kongkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam 
penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika 
yuridis.
107
 Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal 
mengerti/ memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) 
terhadap teks. Kata teks yang dimaksudkan bisa berupa teks hukum, 
peristiwa hukum, fakta hukum, dokumentasi resmi negara, doktrin. 
108
 
Menurut Rudolph Von Jhering  sebagaimana dikutip Achmad Ali, ada 
tiga syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu : 
109
 
1. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positip.  
2. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis 
didalamnya.  
3. Konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi 
harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal.  
Adapun rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
membangun sistem hukum yang mencakup aspek substansi, struktur dan 
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kultur hukum dari keadaan yang  ada  (existing) atau berupa gagasan (idea)  
agar menuju keadaan yang ideal.   
Tujuan dari  rekonstruksi dalam penelitian ini agar dapat mewujudkan 
penyelesaian sengketa berbasis pada kepastian hukum yang berkeadilan 
substantif. Melalui rekonstruksi maka dapat diwujudkan sistem hukum 
perlindungan konsumen sektor perbankan lebih berkepastian hukum 
sehingga lebih memberi keadilan substantif dalam memberikan edukasi 
yang terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen dan penyelesaian 
masalah yang merugikan konsumen  perbankan.  Konstruksi  hukum yang 
dibangun  harus sesuai dengan  hukum positip  dan sistem hukum yang 
logis. Konstruksi harus memperhatikan kejelasan dalam arti dapat 
memberikan konklusi yang mudah dipahami dan diterapkan baik oleh 
pelaku usaha jasa keuangan perbankan maupun konsumen. 
 
2.  Dimensi  Perlindungan Konsumen 
2.1. Pengertian Konsumen 
 Sebelum berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen, hanya 
sedikit pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia.  Dalam 
Ketetapan MPR No.II /MPR/1993  kata konsumen disebut dalam rangka 
membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan tanpa disertai  
penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat 
dengan konsumen adalah “pembeli.” Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas 
67 
 
daripada pembeli. Pengertian konsumen dilukiskan oleh mantan Presiden 
Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan :” Consumers by 
definition include us all.”110 
Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “ consument “ dan 
“consumer” (Inggris-Amerika). Ahli hukum konsumen Belanda, Hondius  
mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan 
jasa (uiteindelijke gebruiker van goerderen en diensten). 
111
 Dengan 
rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai 
terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir.  Konsumen 
dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan  konsumen dalam 
arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.
112
  
Kepustakaan ekonomi mengenal istilah konsumen antara dan 
konsumen akhir. Konsumen antara adalah konsumen yangmenggunakan 
suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. 
Sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari 
suatu produk.
113
 
Dari berbagai pengertian tersebut di atas, unsur-unsur konsumen 
terdiri atas : (1) setiap orang; (2) pemakai; (3) barang dan/atau jasa; (4)  
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yang tersedia dalam masyarakat; (5) bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, mahluk hidup lain; (6) barang dan/atau jasa itu tidak untuk 
diperdagangkan.
114
 
Abdul Halim Barkatullah mendefinisikan Konsumen (consumer)  
sebagai “orang  yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa 
tertentu”; diartikan  “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”115 
Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah “Setiap orang 
yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk 
suatu kegunaan tertentu”.116  
Undang-Undang Perlindungan Konsumenm mendefinisikan 
konsumen  “ Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.117. 
Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan yang lainnya 
tidak sama, sebagai contoh di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya 
individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau 
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pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, 
sehingga  konsumen tidak identik dengan pembeli. 
118
  
Pengertian konsumen di Amerika Serikat meliputi “korban produk 
yang cacat” yang bukan saja pembeli, namun termasuk juga korban yang 
bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai 
memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Di Eropah, 
pengertian konsumen bersumber dari product Liability Directive sebagai 
pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan 
konsumen.  Di Australia, konsumen diartikan sebagai sesorang yang 
memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak 
melewati 40.000 dollar Australia. Artinya sejauh tidak melewati jumlah 
uang di atas, tujuan pembelian barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan. 
Jika jumlah uangnya sudah melebihi 40.000 dollar, keperluannya harus 
khusus. 
119
 
Memperbandingkan pengertian konsumen tersebut diatas, tampaknya 
pengertian konsumen baik menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen maupun dari berbagai negara tersebut diatas, haruslah memenuhi 
syarat” tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai konsumen 
akhir (end consumer) dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara. 
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Sedangkan pengertian konsumen dalam  penelitian ini lebih merujuk 
pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang 
No.11 Tahun 2011 tentang OJK  Pasal  1 (butir 15) disebutkan:   
Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau 
memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan  
antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, 
pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 
 
 
Jika merujuk pada pengertian diatas maka orang yang memanfaatkan 
jasa perbankan dapat dikatakan sebagai konsumen bank, sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan 
bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; 
120
  
Nasabah dibedakan menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dan 
nasabah debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank 
dengan nasabah yang bersangkutan.
121
 Nasabah Debitur adalah nasabah 
yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank 
dengan nasabah yang bersangkutan.
122
  
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nasabah debitur adalah        
“ konsumen” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK juncto 
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sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
 
2.2. Hak Konsumen 
Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. 
Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan 
konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk 
hak. Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara 
internasional yaitu:  hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), 
hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), Hak untuk 
memilih (the right to choose), hak untuk didengar (the right to be heard).
123
 
Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen Nomor 8 Tahun 
1999, hak-hak konsumen diatur sebagai berikut: 
a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan 
atau jasa.  
b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau 
jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan.  
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan 
barang dan atau jasa.  
d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa 
yang digunakan.  
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut.  
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.  
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif.  
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila 
barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya.  
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Hak konsumen yang tidak boleh diabaikan adalah hak atas informasi 
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa 
sehingga tidak mengelabui atau membodohi atau memberikan informasi 
yang menyesatkan bagi konsumen.  Konsumen berhak untuk didengar 
keluhannya jika konsumenmerasadirugikan atau dikecewakan atas produk/ 
jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Mengingat pelaku usaha berada 
dalam kedudukan yang lebih kuat  baik secara ekonomis maupun dari segi 
kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibanding dengan 
konsumen maka konsumen perlu mendapat  advokasi, perlindungan, serta 
upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Hal ini berkaitan 
dengan upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen. Inilah 
yang paling penting bagaimana seorang konsumen yang dilanggar haknya 
atau menderita kerugian dapat memperoleh haknya kembali, hal ini 
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mempertegas tentang adanya hak-hak konsumen yang dapat dipertahankan 
atau dituntut secara hukum pemenuhannya. 
Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.  
b. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.  
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.  
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
2.3. Perlindungan Konsumen  
W.J. Brown mengungkapkan bahwa salah satu alasan untuk 
melindungi konsumen  adalah : “... that due the technical development f 
consumer goods the ordinary consumer cannot be expected to know if the 
goods are fit for the purpse for which they were bught,or if the are of good 
or bad quality.” 124 
Seiring  dengan fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan 
umum, maka dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, 
pemerintah memegang peranan sentral yaitu pemerintah harus dapat 
mengusahakan terwujudnya perlindungan terhadap  kepentingan konsumen 
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melalui pembuatan peraturan-peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan 
melaksanakan peraturan tersebut sebaik-baiknya (fungsi penegakan hukum). 
Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan  hukum bagi 
konsumen yang berada dalam posisi tawar yang lemah  dimulai dengan 
memikirkan berbagai kebijakan.
125
  
Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi 
tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen 
mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah terhadap 
konsumen.
126
  
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum 
perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan 
kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan 
menjalankan kewajiban itu.
127
 
 Perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum atas hak-hak 
konsumen.  Walaupun beragam secara garis besar hak-hak konsumen dapat 
dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :
128
 
a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik 
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 
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b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengun harga yang wajar.  
terhadap permasalahan yang dihadapi.an. 
c. Hak untuk memperoleh penyesaian yang patut terhadap permasalahan 
yang dihadapi. 
Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan 
keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud 
suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menegakkan hukum perlindungan 
konsumen diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai 
landasan hukum. 
Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen sebagai berikut : 
a. Asas Manfaat  
Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak 
boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan 
pihak lain mendapat kerugian. 
          b. Asas Keadilan  
Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen diakibatkan 
oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh 
kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. 
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Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui 
perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. 
c. Asas Keseimbangan  
Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan 
konsumen. Menghendaki konsumen, produsen/pelaku usaha dan 
pmerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan 
penegakan hukum perlindungan konsumen. 
d. Asas Keamanan dan Keselamatan  
Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum 
bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang 
dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan 
mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. 
e. Asas Kepastian Hukum  
Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku 
usaha maupun konsumen mentaati hukum dan menjalankan apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung 
jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. 
 
2.4. Perlindungan Konsumen Bank 
  Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, 
perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh 
diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan 
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unsur yang sangat berperan. Mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada 
kepercayaan dari masyarakat atau nasabah bank. 
Undang No. 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada dasarnya tidak mengatur 
perlindungan nasabah/konsumen bank secara jelas dan terperinci. Tetapi 
upaya pemberian perlindungan hukum kepada konsumen perbankan tersirat 
dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan managemen bank 
sebagaimana diatur dalam ketentuan : 
a) Pasal 29 ayat 2 : bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai 
dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas managemen, 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas serta aspek lain  yang berhubungan 
dengan kesehatan bank. 
b) Pasal 29 ayat 3: Pemberian kredit dan kegiatan usaha yang dilakukan 
bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan 
kepentingan nasabah. 
c) Pasal 29 ayat 4 : kewajiban bank untuk menyediakan informasi  
mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan 
transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.  
Undang-Undang Perbankan dalam memberikan perlindungan terhadap 
konsumen perbankan hanya terbatas pada nasabah penyimpan dana dan 
debitur, artinya yang hanya mempunyai hubungan kontraktual antara bank 
dan konsumen. Sedangkan terhadap konsumen yang bukan nasabah atau 
debitur dalam arti konsumen yang hanya menggunakan jasa perbankan dan 
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tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pihak bank, Undang-undang 
Perbankan tidak memberikan perlindungan hukum. 
OJK mengeluarkan Peraturan tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan konsumen 
sektor perbankan. Peraturan dimaksud adalah POJK 
Nomor:1/POJK.07/2013. Dalam peraturan ini yang dimaksud perlindungan 
konsumen dalam ketentuan ini adalah “perlindungan terhadap konsumen 
dengan cakupan perilaku pelaku jasa keuangan.”129 
Prinsip-prinsip yang diatur  dalam perlindungan konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor :1/POJK.07/2013  adalah :  
1). Transparansi; 
2). Perlakuan yang adil; 
3). Keandalan; 
4). Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; 
5).Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen 
secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. 
Dengan ditetapkannya POJK Nomor :1/POJK.07/2013  tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur berbeda 
dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, maka dapat 
dimaknai bahwa ketentuan dalam POJK sebagaimana disebut diatas tidak 
batal demi hukum mengingat ketentuan POJK Nomor :1/POJK.07/2013  
                                                          
129
 Lihat Pasal 1 (butir 3 ) POJK No.1/POJK.07/2013 
 
79 
 
merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 31 Undang-Undang nomor 2 
Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur lebih khusus yaitu perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan apabila dibandingkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini 
berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK 
disebutkan bahwa OJK memberikan perlindungan konsumen dan/atau 
masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 UU No.21 Tahun 2011 disebutkan bahwa 
ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat 
diatur dengan Peraturan OJK. Pada tanggal 6 Agustus 2013, OJK 
mengundangkan POJK Nomor :1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga ketentuan mengenai 
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengikuti ketentuan yang 
diatur dalam POJK ini. 
 
3.  Dimensi  Penyelesaian Sengketa  
3.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran 
hak-hak konsumen
130
. Az Nasution berpendapat sengketa konsumen  adalah 
sengketa  antara konsumen dan pelaku usaha ( baik dalam hukum publik 
atau hukum privat) tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi 
konsumen dan atau jasa yang ditawarkan produsen/pelaku usaha.
131
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   Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan  
batasan apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa 
konsumen dijumpai pada Peraturan Perindustrian dan Perdagangan yaitu 
Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, 
dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah : 
 Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti 
rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian 
akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. 
Dengan demikian setiap konsumen yang dirugikan pelaku usaha dapat 
mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1 ) 
Undang-Undang  Perlindungan Konsumen yaitu : 
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran 
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya 
organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen 
dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang 
besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-
Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara limitatif dalam Pasal 23 
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yang menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi 
tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat 
digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau 
mengajukan ke Lembaga Peradilan di tempat kedudukan konsumen. 
Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto  
Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat 
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan 
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang 
berada di lingkungan peradilan umum.  
 
3.1.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan ( litigasi). 
Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan merupakan masalah 
tersendiri karena akan berhadapan dengan proses peradilan yang 
berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan 
dalam dunia bisnis penyelesaian yang dikehendaki adalah yang cepat dan 
murah. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan 
membawa sengketanya ke Pengadilan.  
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ketentuan para 
pihak dapat menyelesaikan melalui Peradilan Umum sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen : “ Setiap konsumen yang dirugikan dapat 
menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan 
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Peradilan Umum.
132
 Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan 
mengacu pada ketentuan tentang Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999..”133 
Secara jelas ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang  Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut : 
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui    
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. 
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang. 
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu satu pihak atau 
oleh para pihak yang bersengketa.” 
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Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya 
dimungkinkan apabila : 
134
 
a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan , atau ; 
b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan 
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang 
bersengketa. 
Berbagai kritikan dikemukakan terhadap penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan yaitu, karena :
135
 
      1. Penyelesaian  sengketa melalui pengadilan sangat lambat; 
      2. Biaya perkara yang mahal; 
      3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;; 
      4. Putusan pengadilan tidak menyelesaiakan masalah; 
      5. Kemampuan para hakim yang  bersifat generalis. 
 
3.1.2.  Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar Pengadilan ( non litigasi)  
  Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
(BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) meliputi :  
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 Ahmadi Miru  dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grasindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm.234. 
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 Yahya Harahap, “Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa” 
dalam  Ahmadi Miru  dan Sutarman Yudo, ibid, 2004, hlm.235-236. 
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a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 
cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. melakukan pengawasan terhadap terhadap pencantuman klausula baku; 
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 
ketentuan dalam undangundang ini;  
e. menerima pengaduaan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran  
terhadap perlindungan konsmen; 
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan 
badan penyelesaian sengketa konsumen; 
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 
lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 
konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
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m.  menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan undang-undang ini. 
Penyelesaian melalui BPSK dilakukan dengan  mekanisme  konsiliasi, 
mediasi atau arbitrase dengan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena 
Undang-Undang menentukan dalam waktu 21 hari kerja BPSK wajib 
memberikan putusannya, 
136
 mudah karena prosedur administratif dan 
proses pengambilan putusan yang sangat sederhana,
137
 murah terletak pada 
biaya yang terjangkau.
138
 
Pengaduan konsumen pada BPSK dapat disampaikan secara lisan 
maupun tulisan di Sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili 
konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarkan 
semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak 
akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
139
 
Menurut Leo Kanowitz tidak semua model penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian 
sengketa yang baik setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip 
berikut : 
a. Efisien dari segi waktu; 
b. Hemat biaya; 
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 Yusuf Sofie dalam Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm. 99. 
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 Susanti Adi Nugroho, Loc.cit. 
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 Penjelasan Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen. 
86 
 
c. Dapat diakses oleh para pihak, tempat jangan terlalu jauh; 
d. Melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa; 
e. Dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur; 
f. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di 
masyarakat dan  para pihak yang bersengketa;     
g. Putusan harus final dan mengikat; 
h. Putusan harus dapat bahkan mudah dieksekusi; 
i. Putusan harus sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana 
penyelesaian sengketa dilaksanakan.
140
   
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur 
dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 juncto Kepmenperindag 
No.350/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. 
Proses penyelesaian diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari 
suasana formal. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan apabila telah 
dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan 
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut  
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang  
bersengketa. 
141
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 Lihat Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm 101. 
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 Lihat Pasal 45 Ayat(4) UU Perlindungan Konsumen. 
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Tahapan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan melalui 
beberapa tahapan, tahap pengajuan gugatan sampai pada tahap 
keputusan/eksekusi putusan : 
142
 
1.  Tahap Pengajuan Gugatan 
Permohonan diajukan oleh konsumen secara tertulis kepada 
sekretariat BPSK. Jika  permohonan  memenuhi persyaratan, maka Ketua 
BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai copy permohonan 
dari konsumen selambat lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya 
permohonan. 
Jika pada hari yang dtentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi 
panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan pelaku 
usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen 
memilih cara penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku 
usaha. Cara yang dipilih dan disepakati adalah konsiliasi, mediasi atau 
arbitrase. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari ke 7 
(tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan. 
2.  Tahap Persidangan 
(1).  Persidangan dengan cara Konsiliasi.       
Konsiliasi suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak 
dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dalam 
praktek istilah mediasi dan konsiliasi memang sering saling 
dipertukarkan. Tugas konsiliator sama seperti mediator hanyalah bertidak 
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sebagai fasilitator sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak 
sendiri.  
Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan 
sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis 
BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi Majelis BPSK 
menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para 
pihak baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya. 
Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen 
dan pelaku usaha dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang 
ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada 
majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang 
menguatkan perjanjian tersebut. 
(2).  Persidangan dengan cara Mediasi 
Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau 
pemecahan masalah dimana melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak 
(impartial) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk  
memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. 
Black, Henry Cambell, mendefinisikan Mediasi sebagai : 
“Mediation: Private informal dispute resolution process in which a 
neutral third person, the mediator helps disputing parties to reach an 
agreement. The mediator has no power to impose a decision the 
parties.” 
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Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus sengketa. 
Namun dibandingankan dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, 
dalam proses mediasi ini, mediator bertindak lebih aktif dengan 
memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam 
menyelesaikan sengketa. Menurut Kovact, sebagaimana dikutip oleh 
Suyud Margono, mediasi  berarti “facilitatid negotiation, it process by 
which a neutral third party, the mediator assits disputing parties in 
reaching amutually satisfaction solution.”143  
(3).   Persidangan dengan cara Arbitrase 
Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. Di dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pengertian arbitrase adalah “cara 
penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa. “ Dalam  proses ini  pihak bersengketa memberinya 
wewenang untuk memberi keputusan.  
Penyelesaian sengketa melalui  arbitrase, para pihak memilih 
arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan 
unsur konsumen sebagai anggota majelis. Arbitor yang dipilih oleh para 
pihak kemudian memilih abitor keriga dari anggota BPSK dari unsur 
pemerintah sebagai ketua.
144
 Jika terjadi perdamaian antara kedua belah 
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 Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank , Upaya Hukum Melindungi 
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 Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/kep/12/2001. 
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pihak yang bersengketa maka majelis wajib membuat putusan dalam 
bentuk penetapan perdamaian.
145
 
3.  Tahap Putusan 
Putusan Majelis BPSK dapat dibedakan atas 2 jenis putusan, yaitu : 
(1).  Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi. 
Putusan dengan cara konsiliasi dan atau mediasi pada dasarnya 
hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 
(2).  Putusan BPSK dengan cara arbitrase. 
Putusan BPSK dengan cara arbitrase seperti halnya  putusan 
perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan 
hukumnya.
146
 Keputusan Majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak 
memuat sanksi administratif, sedangkan penyelesaian sengketa 
konsumen dengan cara arbitrase dapat memuat sanksi administratif.
147
 
Ada 3 (tiga) macam  alternatif putusan  yang dilakukan oleh BPSK 
yaitu  dapat berupa : 
a. Perdamaian; 
b. Gugatan ditolak; atau 
c. Gugatan dikabulkan. 
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 Aman Sinaga dalam Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hlm 119. 
 
 
147
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Jika gugatan dikabulkan maka dalam amar putusan ditetapkan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa 
pengembalian uang atau barang atau jasa yang sejenis nilainya atau setara 
nilainya. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan.
148
 Juga disebutkan dalam hal ini penyelesiana sengketa di luar 
pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
149
 
 
3.2.  Penyelesaian Sengketa  Perbankan.  
Menurut Rachmadi Usman, sengketa adalah ”pertentangan antara dua 
pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu 
kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi 
keduanya.” 150 
Walaupun demikian, kata tersebut mempunyai arti tersendiri dan 
berbeda-beda penggunaannya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. 
Istilah sengketa telah menjadi istilah baku dalam praktek hukum. Sengketa 
dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa 
dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan ini menyampaikan 
ketidakpuasannya itu kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak 
menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan 
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pendapat di antara mereka, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan 
sengketa.
151
 
Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud 
dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak karena 
adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam 
suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain, 
telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi 
dapat terjadi dalam hal debitur:  
152
 
a)  Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 
b)  Tidak sesuai dalam memenuhi prestasi; 
c)   Terlambat memenuhi prestasi; 
d)  Keliru memenuhi prestasi. 
Penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 
2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan internal dispute resolution 
dan external dispute resolution : 
1.  Internal Dispute Resolution 
Internal Dispute Resolution adalah penyelesaian pengaduan 
nasabah yang dilakukan oleh bank. POJK No.1/2013 mewajibkan setiap 
bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor 
bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh 
                                                          
151
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konsumen tanpa dipungut bayaran. Kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 
32 Ayat (1) yang menentukan: 
 “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan 
mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen”. 
Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang 
disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada 
konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga 
Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada 
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau 
produk Lembaga Jasa Keuangan. 
Setelah menerima pengaduan nasabah, bank wajib melakukan 
pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan 
obyektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, 
dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi 
(redress/remedy) atau perbaikan produk dan/atau layanan jika pengaduan 
nasabah benar. Sengketa baru muncul apabila tidak berhasilnya proses 
pengaduan nasabah ini. Pasal 1 angka 13 POJK No.1/POJK.07/2014 
memberikan definisi mengenai sengketa yaitu : “ perselisihan antara 
konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan 
dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 
pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah 
melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.” 
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2. External Dispute Resolution 
External Dispute Resolution adalah penyelesaian Sengketa melalui 
lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan. Penyelesaian sengketa 
dapat ditempuh melalui dua acara, yaitu: .
153
  
a. Litigasi 
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian 
sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa 
melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang 
memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan 
perantara pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi harus 
mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan 
dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa 
menjadi lebih lama. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di 
pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama 
lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu 
penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan 
pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah. 
b. Non Litigasi 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian 
sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan 
prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada 
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para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perbankan di luar 
pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:
154
 
(1) . Mediasi 
Penyelesaian sengketa dibidang perbankan ketika pihak yang 
bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa salah satunya melalui 
mediasi perbankan. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang 
melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur 
mediasi yang efektif. Kedudukan dari pihak ketiga tersebut netral dan 
tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri 
kedalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan 
memfasilitasi para pihak dalam menyelesaiakan sengketa itu secara 
damai, pihak ketiga tersebut diatas disebut dengan istilah mediator. 
Selain untuk menyelesaikan sengketa, mediasi juga bertujuan untuk 
menjaga hubungan baik yang telah ada di antara para pihak, sehingga 
jika terjadi sengketa saat ini hubungan baik dapat dijaga 
berkesinambungan. Mediasi Perbankan yang diatur dalam Peraturan 
Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 yang 
kemudian sekarang sebagai landasan hukumnya yaitu POJK Nomor 
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di 
Sektor Jasa Keuangan. 
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(2).  Arbitrase 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa 
“Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”  
Arbitrase merupakan lembaga diluar peradilan  yang dipilih dan 
ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka 
menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul di antara mereka 
diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak 
sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun, meskipun yang bertindak 
menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan 
ditunjuk para pihak, putusan yang dijatuhkan bersifat final dan binding 
(tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka. 
 
4.  Lembaga Keuangan Bank. 
4.1.  Fungsi Lembaga Keuangan Bank 
Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan 
selalu membutuhkan jasa perbankan, sehingga industri perbankan dapat 
menggerakkan roda perekonomian dalam suatu negara.  
Menurut  Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat  ( 2), yang 
dimaksud dengan bank adalah:            
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“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak” 
Dari pengertian undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa bank 
merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana (uang) 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank 
sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan 
utama masyarakat menyimpan uang adalah untuk keamanan uangnya, atau 
tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh 
bunga dari hasil simpanannya.  Maka dapat dikatakan bahwa  nasabah yang 
menyimpan dananya di bank disebut nasabah penyimpan. 
Fungsi bank yang lain adalah menyalurkan dana ke masyarakat, 
maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat 
yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana 
bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang 
diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. 
Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit 
tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan bank agar 
terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang 
disalurkan kepada debitur dengan berbagai sebab. Penyaluran dana 
masyarakat oleh suatu bank  menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, 
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adalah apa yang kita sebut dengan kredit. Menurut Undang-undang 
Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir  (11),  kredit adalah : 
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
 
Dalam praktek perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga pertama 
nasabah penyimpan dana, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan 
deposito, kedua, nasabah (debitur) yang menggunakan fasilitas kredit atau 
pembiayaan perbankan atau pembiayaan murabahah jika dalam perbankan 
syariah , ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain 
melalui bank atau menggunakan jasa perbankan, misalnya  jasa-jasa  
pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal 
dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari 
luar kota atau luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, 
bank garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa lainnya seperti 
melakukan pembayaran listrik, tilpun atau pembayaran tagihan pajak. 
 
4.2. Jenis Bank. 
Jenis Bank dari Segi Kegiatan Usahanya, dibedakan menjadi 2 : 
a.  Bank  Konvensional 
Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank 
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Umum  dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Kovensional dalam 
menjalankan kegiatan usahanya baik untuk produk simpanan maupun 
penyaluran dananya berdasarkan perhitungan bunga. Bank Umum 
Konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Bank Umum Konvensional dapat mengubah kegiatan 
usahanya dari usaha yang berdasarkan konvensional ke kegiatan yang 
berdasarkan syariah. Bank Umum Konvensional dapat membuka cabang 
khusus tersendiri yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 
Model seperti ini dikenal dengan sebutan dual banking system, yaitu 
terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara 
berdampingan) sehingga dengan model seperti ini maka operasional bank 
syariah tidak berdiri sendiri tetapi menginduk pada bank konvensional 
dan disebut Unit Usaha Syariah (UUS).   
Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 
atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan lalu 
lintas dalam uang giral dan uang kartal. Bank umum dapat 
mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau 
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. 
Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan 
jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, 
pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM),  dan pengembangan 
pembangunan perumahan. 
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Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 
Perkreditan Rakyat kegiatan usahanya relatif lebih sempit jika 
dibandingkan dengan bank umum. BPR tidak dapat menciptakan atau 
mengeluarkan uang giral sehingga BPR tidak dapat menerima 
pembukaan rekening giro dan tidak dapat ikut kliring. Bank Perkreditan 
Rakyat tidak dapat mengubah kegiatan usahanya  berdasarkan syariah 
atau tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dengan model dual 
banking system. 
b  Bank Syariah 
Bank  Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank 
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah 
adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa dibidang syariah. Dalam praktiknya bank yang 
berprinsip syariah tidak berdasarkan sistim bunga tapi berdasarkan sistim 
bagi hasil. Bank syariah dibedakan menjadi dua : Bank Umum Syariah,  
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran uang kartal 
dan uang giral dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran uang 
giral. 
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4.3.  Usaha dan Jasa  Lembaga Keuangan Bank 
Kegiatan usaha Bank termuat dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai 
berikut : 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu; 
b. Memberikan kredit; 
c.  Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 
1)  Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud; 
2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 
berlakunya tidak lebihlama daripada kebiasaan dalam perdagangan 
surat-surat dimaksud; 
3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
5) Obligasi; 
6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan 
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7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 
1 tahun. 
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah; 
f.  Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
h.  Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak; 
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan 
wali amanat; 
l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dan / atau melakukan kegiatan 
lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 
yang berlaku; 
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 
p. Melakukan kegiatan Penanaman Modal Sementara (PMS) untuk 
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; 
q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana  
pensiun yang berlaku; dan 
r. Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dan bertanggung 
jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban 
lain sesuai dengan kontrak. 
Menurut Nindyo Pramono sifat industri perbankan adalah sebagai 
salah satu subsistem industri jasa keuangan. Sebagai bagian dari industri 
jasa keuangan pada umumnya bank sering disebut sebagai jantung atau 
motor penggerak roda perekonomian suatu negara atau salah satu leading 
indicator tingkat kestabilan suatu negara bersama-sama dengan industri 
pasar modal. Jika industri perbankan dan pasar modal terpuruk, hal ini 
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adalah indikator bahwa perekonomian negara bersangkutan sedang 
mengalami masalah. 
155
 
Industri perbankan industri juga  sangat bertumpu pada 
kepercayaan masyarakat ( fiduciary financial institution). Kepercayaan 
masyarakat adalah segala-galanya bagi bank. Begitu masyarakat tidak 
percaya pada bank, bank akan menghadapi “rush”156 dan akhirnya bank  
mengalami collapse.
 
 
157
  
Dengan sifat khusus tersebut, industri perbankan adalah industri 
yang sangat banyak diatur pemerintah (most heavily regulated 
industries). Implementasi dan penegakkannya harus dilakukan sangat 
hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonomi dan fungsi perbankan 
dalam perekonomian negara serta kepercayaan masyarakat yang harus 
dijaga.
158
 
Ada beberapa alasan mengapa  industri perbankan  perlu  diatur yaitu : 
159
 
1. Menjaga keamanan bank; 
2. Memungkinkannya terciptanya iklim kompetisi yang sehat; 
3. Pemberian kredit dengan tujuan khusus; 
4. Perlindungan terhadap nasabah; 
5. Terciptanya suasana kondusif bagi pengambil kebijakan moneter. 
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 Nindyo Pramono, Makalah Seminar  Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya OJK,  
UGM, Jogjakarta,  26 Mei  Tahun 2012OJK.. 
156
 Rush adalah penarikan dana secaraersamaan  waktunya yang dilakukan oleh nasabah bank.   
157
 Collaps adalah situasi bank yan mengalami kesulitan dana sehingga dalam kategori menjadi 
bank gagal.  
158
 Nindyo Pramono, Hukum Bisnis Aktual, Citra Adyta Bhakti, Bandung, 2006, hlm 210-211. 
159
 Ibid. 
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Dari penjelasan diatas maka dapat dimengerti bahwa salah satu tujuan 
pemerintah mengatur industri perbankan adalah untuk memberikan 
perlindungan terhadap nasabah bank karena kepercayaan masyarakat 
terhadap sektor perbankan sangat penting karena ketidakpercayaan  
konsumen dan masyarakat akan menimbulkan effek domino bagi sektor 
lainnya.  
 
5.    Otoritas Jasa Keuangan 
5.1.  Latar Belakang Terbentuknya OJK 
Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk 
melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak 
diundangkannya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam 
pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan (1) 
Tugas mengawasi bank  akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor 
jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) 
pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.  
Kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 diubah dengan 
Undang-Undang No. 3 Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik  Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.  
Dalam  Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 terdapat beberapa perubahan, 
antara lain dalam pasal 34 ayat (2), sehingga keseluruhan bunyi pasal 34 
berbunyi sebagai berikut:  
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(1)  Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan 
sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-
undang.  
(2)    Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31  Desember  Tahun 2010.
160
 
Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) dijelaskan bahwa lemahnya  
perlindungan   konsumen   jasa   keuangan, dan terganggunya stabilitas 
sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga 
pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi. Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang, juga 
mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan 
yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura 
dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang  
menyelenggarakan  pengelolaan dana masyarakat. 
                                                          
160
 Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 
160
 telah dimulai pada Tahun 2000 yaitu  didasarkan 
adanya pembentukan Tim oleh Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 
181/KMK.017/2000 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor 027/KMK.06/2002 tentang 
Pembentukan Tim Penyusunan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendukung kinerja 
Tim maka keluarlah persetujuan Presiden dalam Surat Sekretaris Kabinet No. B.66/Seskab/3/2001, 
lihat  Ronny Sautma Hotma Bako, Segi-segi Hukum atas Konsepsi Otoritas Jasa Keuangan, dalam 
Sulistyandari,Op.Cit.,hlm. 172.   
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Hal tersebut inilah yang dijadikan landasan/dasar bagi pembentukkan 
suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Akan 
tetapi dalam prosesnya, sampai dengan tahun 2010 perintah untuk 
pembentukkan lembaga pengawas ini masih belum terealisasi.  
Kemudian  tahun 2011 Lembaga Pengawas Jasa Keuangan baru 
terbentuk dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang  
kemudian   dalam undang-undang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Selain karena faktor amanat Undang-Undang, pembentukan Otoritas 
Jasa Keuangan juga dilatar belakangi oleh pesatnya kemajuan dibidang 
tehnologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem 
keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar-subsektor 
keuangan. Disamping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki 
hubungan kepemilikan di berbagai sub-sektor keuangan (konglomerasi) 
telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa 
keuangan di dalaam sistem keuangan.
161
 
Menurut Jeffrey Carmichael tujuan pembentukan lembaga pengawas 
jasa keuangan adalah untuk mengawasi perkembangan sektor layanan 
finansial di Indonesia yang efisien, aman, stabil dan adil yang akan 
memberikan sumbangan pada kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara 
mendukung pertumbuhan dan kestabian perekonomian Indonesia.
162
 
Sedangkan menurut Nindyo Pramono, latar belakang  lahirnya Undang-
                                                          
161
      Penjelasan UU OJK. 
 
162
  TH. Anita  Christiani, Op. Cit., hlm.117. 
 
108 
 
Undang OJK  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) adalah agar kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara 
teratur, adil, transparan dan akuntabel, melindungi kepentingan konsumen 
dan masyarakat.
163
   
Terintegrasinya pengawasan sektor keuangan pada Lembaga Otoritas 
Jasa Keuangan  diharapkan kasus seperti Bank Century dapat terhindarkan, 
yaitu sebagai akibat terputusnya informasi tentang produk  keuangan berupa 
reksadana Antaboga yang diterbitkan oleh pemilik bank tersebut. Pada saat 
itu Bank Indonesia menganggap Antaboga sudah diawasi oleh Bapepam-
Lembaga Keuangan (LK) karena merupakan produk reksadana. Sedangkan 
Bapepam-LK tidak mengetahui keberadaan Antaboga karena produk ini 
dijual dilingkungan bank. 
Setelah pembentukan OJK maka fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor Pasar 
Modal, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan 
lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai 
sejak tanggal 31 Desember Tahun 2012.
164
 Sedangkan untuk kegiatan jasa 
keuangan disektor Perbankan, fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan 
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  Nindyo Pramono, Op., Cit, lihat  juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 
 
164
   Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 
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pengawasan beralih dari Bank Indonesia ke  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
dimulai sejak tanggal 31 Desember Tahun 2013. 
165
 
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pembentukan OJK 
dilatarbelakangi  oleh beberapa faktor , yaitu: 
Pertama,  amanat Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan 
pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup 
perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan 
pembiayaan, serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan 
dana masyarakat. 
Kedua,  perkembangan Industri Keuangan. Proses globalisasi dalam 
sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta 
inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat 
kompleks, dinamis, dan saling terkait. 
Ketiga,  konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan.  Saat ini terdapat 
kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak 
perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya 
(konglomerasi). Misal, bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk 
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   Pasal 55 ayat (2) UU OJK. 
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asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. 
Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya 
kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan. 
Keempat, Perlindungan Konsumen, permasalahan industri jasa 
keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di 
bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa 
keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan 
konsumen, dan pembelaan hukum. 
 
5.2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas Otoritas Jasa Keuangan  melaksanakan  
pengaturan  dan pengawasan terhadap: 
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 
Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi Otoritas Jasa 
Keuangan  (OJK) menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan.  Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan diatas maka   
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban untuk melaksanakan 
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pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan juga terkait dengan 
pengawasan dalam kaitannya perlindungan konsumen bagi sektor jasa 
keuangan perbankan. 
Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling 
yang diterjemahkan dengan  pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah 
controlling lebih luas artinya dari pengawasan, karena pengawasan adalah 
termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga 
pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang 
salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.  Oleh karena itu 
dikalangan ahli ada yang berpendapat bahwa controlling itu pengertiannya 
hanya pengawasan saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa 
pengawasan dan pengendalian.
166
 
Menurut  George R Terrry, control is to determine what is 
accomplished, evaluate it, and apply corretive measures, if needed to ensure 
result in keeping with the plan ( pengawasan  adalah menentukan apa yang 
telah dicapai, mengevaluasi dan  menerapkan tindakan korektif, jika perlu 
memastikan hasil yang sesuai dengan rencana)
167
.  
Menurut Tatiek Sri Djatmiati dalam kajian hukum administrasi, 
pengawasan merupakan bagian dari aspek legal inforcement (penegakan 
hukum) yang instrumennya meliputi pengawasan dan sanksi. Pengawasan 
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  Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan 
Aparatur Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.18. 
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 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, dikutip 
dari Sulistyandari, Op.Cit, hlm.29. 
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dilakukan terhadap kepatuhan warga masyarakat agar ketentuan yang 
bersifat mewajibkan atau ketentuan yang dilanggar tidak dilanggar. Sanksi 
juga merupakan  suatu instrumen pembebanan, oleh karena itu pembentukan 
aturan yang memuat sanksi haruslah oleh suatu badan yang memiliki 
kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan ( algemen 
verbinden de voorschrijjten)
168
. 
Dalam sistem administrasi Negara Republik Indonesia dikembangkan 
4 (empat) macam pengawasan :
 169
 
1). Pengawasan Melekat (Waskat), pengawasan yang dilakukan oleh setiap 
pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.  
2). Pengawasan fungsional (Wasnal), pengawasan yang dilakukan aparat 
yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. 
3). Pengawasan legislatif (wasleg), pengawasan ini merupakan  pengawasan 
politik. 
4). Pengawasan masyarakat (Wasmas), pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat. 
Menurut cara pelaksanaannya, dibedakan antara pengawasan langsung 
dan pengawasan tidak langsung: 
1) Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan di tempat 
kegiatan berlangsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. 
2) Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilaksanakan dengan 
mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat yang 
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  Ibid, hlm. 30. 
 
169
   Ibid. 
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bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan 
pengawasan masyarakat. 
Sedangkan menurut waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan  
menjadi tiga : 
1) Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai.  Pengawasan ini 
bersifat preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, kesalahan, hambatan dan kegagalan. 
2)  Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung. 
Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan antara 
hasil nyata-nyata   dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harus 
dalam waktu selanjutnya. 
3). Pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan.  
Pengawasan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana 
dan hasil.  
Menurut Situmorang dan Juhir sebagaimana dikutip oleh Titik 
Triwulan dan Ismu Gunaadi Widodo  pengawasan terdiri dari  : 
170
 
1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 
a. Pengawasan Langsung : pengawasan yang dilakukan secara pribadi 
oleh pemimpin atau pengawas dengan  mengamati, meneliti, 
memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan 
dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksanaan.  
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   Titik Triwulan , Ismu Gunadi , Hukum Tata Usaha N egara dan Hukum Acara Peradilan Tata 
Usaha Negara Indonesia, Perdana Media, Jakarta, 2011, hlm. 488. 
114 
 
 b. Pengawasan Tidak langsung : diadakan dengan mempelajari laporan-
laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, 
mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot. 
2. Pengawasan Preventif dan Represif 
a.  Pengawasan Preventif 
Pengawasan dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai, 
misalnya dengan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana 
kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain. 
b. Pengawasan Represif 
Pengawasan dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan 
pelaksanaan dan sebagainya. 
Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan 
dibidang pengawasan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) juga 
dapat melakukan pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan 
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, Pelaku dan atau Penunjang  
Kegiatan Jasa Keuangan. Selain itu OJK juga berwenang menetapkan sanksi 
administratif terhadap pihak yang melanggar terhadap peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan. Selama ini pengaasan yang dilakukan 
oleh OJK adalah termasuk pengaasan yang tidak langsung karena OJK 
hanya mnerima laporan dari lembaga jasa Keuangan Bank terkait  dengan 
pelaksanan dibidang perlindungan konsumen. 
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Otoritas Jasa Keuangan, (OJK) dipimpin oleh  Dewan komisioner 
yang terdiri dari 9 orang anggota yang bersifat  kolektif dan kolegial. 
Susunan Dewan Komisioner adalah seagai berikut : seorang Ketua  
merangkap anggota; seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota; seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan 
merangkap anggota; seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 
merangkap anggota, Seorang Kepala Eksekutif  Pengawas Perasuransian, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 
merangkap anggota; Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota, 
seorang anggota yang membidangi  edukasi dan perlindungan konsumen; 
seorang anggota ex-officio dari Bank Indonesia  dan seorang anggota ex-
officio dari Kementrian Keuangan. Kesembilan anggota Dewan Komisioner 
memiliki hak yang sama. Anggota Dewan Komisioner Nomor 1 sampai 
dengan Nomor 7 dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang 
diusulkan oleh Presiden. Ketujuh anggota Dewan Komisioner ini memilki 
masa jabatan 5 tahun  dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa 
jabatan, sedangkan anggota  Dewan komisioner Nomor 8 diangkat dan di 
tetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia dan  
anggota Dewan Komisioner Nomor 9 diangkat dan ditetapkaan Presiden 
berdasarkan usulan Menteri Keuangan. Kedua anggota Dewan  Komisioner 
ini akan mengakhiri masa jabatannya apabila mereka tidak lagi menjadi 
Dewan Gubernur BI dan pejabat eselon I di Kementrian Keuangan. 
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C.    Penelitian Yang Relevan dan Orisinalitas 
1. Penelitian yang Relevan 
Penelitian sebelumnya telah ada yang membahas tentang  
perlindungan hukum terhadap konsumen /nasabah perbankan. . Berikut ini 
dikemukakan peneliti sebelumnya tersebut beserta temuan-temuannya. 
   Perbandingan Hasil Penelitian 
Peneliti/Dan Judul Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian Penulis 
Sulistyandari. 
Disertasi, 
Uiversitas 
Airlanggga,2010. 
  
Judul“Perlindungan 
Hukum Terhadap 
Nasabah 
Penyimpan Dana 
Bank Melalui 
Pengawasan 
Perbankan di 
Indonesia 
 
1.Pengawasan perbankan di 
Indonesia  adalah  
mengikuti  konsep Basel 
Core Principle,  walaupun 
masih perlu disempurnakan 
dalam penerapannya, dalam 
hal ini BI kurang tegas 
menindak bank-bank yang 
melakukan pelanggaran. 
 2.Pengaturan pengawasan 
perbankan di Indonesia 
masih kurang memberi 
perlindungan hukum 
terhadap nasabah penyimpan 
karena lembaga pengawas 
kurang otoritasnya, kurang 
independen dan kurang 
harmonisnya peraturan. 
 
Penelitian lanjutan 
untuk mengkaji 
perlindungan konsumen 
bank  dalam 
penyelesaian sengketa 
melalui  upaya yang 
dilakukan oleh OJK 
baik upaya prefentif 
maupun upaya represiff 
Anissa Sayyid, 
Tesis, UIN Sunan 
Kalijaga,Jogjakarta. 
 
Judul“Perlindungan 
Konsumen Pada 
Produk dan Jasa 
Investasi 
Perbankan Syariah 
Perspektif Fiqih 
Ekonomi Islam        
( Studi Kasus di 
Bank Syariah 
1.Secara keseluruhan 
perlindungan konsumen pada 
produk dan jasa investasi 
perbankan syari‟ah di Bank 
Syari‟ah Mandiri Cabang 
Yogyakarta sudah terlaksana 
dengan baik yaitu dengan 
terlindunginya beberapa hak 
nasabah atau investor selaku 
konsumen produk dan jasa 
investasi perbankan syari‟ah 
dalam proses awal investasi, 
pengelolaan dana investasi 
Penelitian lanjutan 
untuk mengkaji 
perlindungan konsumen 
bank   dalam kaitan 
penyelesaian sengketa 
dari perspektif 
kepastian hukum yang 
keadilan substantiff. 
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Mandiri Cabang 
Yogjakarta)”. 
 
serta pembagian keuntungan 
investasi. 
2.Perlindungan konsumen pada 
produk dan jasa investasi 
perbankan syari‟ah di Bank 
Syari‟ah Mandiri Cabang 
Yogyakarta juga sudah sesuai 
dengan hukum ekonomi 
Islam dan memenuhi standar 
legitimasi syari‟ah Islam 
dalam bidang ekonomi, yang 
didasarkan pada kaidah-
kaidah ekonomi Islam yang 
berdasarkan pada sumbernya 
yaitu al-Qur‟an, Sunnah, serta 
dalil-dalil fiqih. 
Mahesa Jati 
Kusuma Tesis. 
 
Judul : “Upaya 
Hukum Melindungi 
Nasabah Bank 
Terhadap Tindak 
Kejahatan ITE di 
Bidang Perbankan” 
1. Penyelesaian perkara perdata 
(secara litigasi)  didasarkan 
pada UU Perbankan dan 
Peraturan Bank Indonesia, 
masih terdapat kelemahan. 
Baik kelemahan dalam 
substansi aturan hukum 
maupun dalam aturan 
pelaksanaannya. Berkaitan 
dengan aturan hukumnya, UU 
Perbankan menentukan sanksi 
administrasi terhadap 
kejahatan yang dilakukan 
oleh karyawan, direksi atau 
komisaris dari suatu bank.   
Kedudukan nasabah 
cenderung dirugikan 
berkaitan dengan proses 
pembuktian dan bukti dalam 
perjanjian. 
2. Dalam UU Perbankan dan 
UU ITE lebih menitik 
beratkan adanya sanksi denda 
terhadap kerugian yang 
ditimbulkan sehingga lebih 
mengacu pada pemenuhan 
hak-hak bank, sedangkan 
nasabah yang menuntut ganti 
kerugian harus melakukan 
upaya hukum tersendiri 
Penelitian lanjutan 
untuk mengkaji 
perlindungan konsumen 
bank  dalam 
penyelesaian sengketa 
non litigasi (di luar 
Pengadilan) pada  
BPSK dan LAPSPI 
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melalui proses perdata 
(litigasi) atau pada arbitrase 
atau alternatif penyelesaian 
sengketa (non litigasi). 
Namun sampai saat ini masih 
terjadi kebuntuhan dalam 
pemenuhan hak-hak nasabah 
bank yang dirugikan karena 
UU terkait belum dapat 
memberikan perlindungan 
hukum yang maksimal 
terhadap nasabah secara 
menyeluruh. 
Rati Maryani 
Palilati, Hasil 
Penelitian, Jurnal 
Kajian Hukum dan 
Keadilan IUS Vol. 
IV, Nomor 3 
Desember 2016. 
Judul : 
“Perlindungan 
Hukum Konsumen 
Perbankan Oleh 
Otoritas Jasa 
Keuangan,” 
1.Peran Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dalam memberikan 
perlindungan hukum kepada 
konsumen perbankan yakni 
untuk melakukan pengawasan, 
pemeriksaan, penyidikan, 
perlindungan konsumen, dan 
tindakan lain terhadap lembaga 
jasa keuangan, pelaku, dan/ 
atau penunjang kegiatan jasa 
keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan di sektor 
jasa keuangan.  
2. Masih lemahnya norma 
hukum yang mengatur tugas 
pengawasan oleh Otoritas Jasa 
keuangan pada Pasal 8 
Undang-Undang No. 21 Tahun 
2011 Tentang OJK yang 
menjabarkan kewenangan tugas 
pengaturan Otoritas Jasa 
Keuangan, sedangkan pada 
Pasal 9 UU OJK menjabarkan 
kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan dalam melaksanakan 
tugas pengawasan, akan tetapi 
dalam pasal tersebut terdapat 
kekaburan norma antara tugas 
pengawasan dan pengaturan. 
 
Penelitian lanjutan 
untuk mengkaji 
perlindungan konsumen 
dari aspek yuridis dan 
empiris sehingga 
diketahui kebijakan dan 
program yang telah 
dilaksanakan oleh OK 
dalam rangka 
implementasi UU 
dilaksanakannya 
edukasi dan litersi 
keuangan. 
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2. Orisinalitas. 
Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya maka penelitian  
Disertasi ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Hal yang 
membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah  penelitian  Disertasi ini   
ingin melakukan rekostruksi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan 
perbankan menititik beratkan pada penyelesaian sengketa dalam perspektif 
kepastian hukum yang berkeadilan subastantif karena selama ini peneliti 
melihat ada ketidak pastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang 
merugikan konsumen perbankan sehingga tidak berkeadilan. Diharapkan 
luaran  (out put) penelitian Disertasi ini adalah melahirkan konstruksi baru  
perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa yang berbasis pada 
kepastian hukum yang berkeadilan substantif bagi konsumen perbankan. 
 
D.      Kerangka Pemikiran 
Perlu kiranya diketahui bahwa sebelum Undang-undang OJK 
terbentuk, masalah perlindungan konsumen secara yuridis diatur dalam 
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Dengan demikian setelah terbentuknya Undang-undang  No. 21 tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan maka kedudukan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen merupakan lex generalis sedangkan terkait dengan 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan maka Undang-undang No.21 
Tahun 2011 tentang  sebagai lex spesialis terhadap UU No. 8 tahun 1999. 
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Didalam UU No. 21 Tahun 2011  ada 3 (tiga) pasal yang mengatur 
tentang perlindungan konsumen. Ketentuan dimaksud ada dalam Pasal 28, 
29, 30 OJK. Di dalam Pasal 28 Undang-undang OJK disebutkan untuk 
memberi perlindungan pada konsumen, OJK berwenang melakukan 
tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi, memberikan 
informasi dan edukasi kepada masyarakat, meminta, menghentikan kegiatan 
jasa keuangan tersebut apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan 
konsumen.   
Pasal 29 Undang-undang OJK mengatur tentang pengaduan konsumen 
dengan menyiapkan perangkat yang memadai, mekanisme pengaduan dan 
memfasilitasi penyelesaian konsumen. Dalam upaya memfasilitasi 
penyelesaian konsumen OJK mengeluarkan ketentuan Peraturan OJK  No. 
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 
Sektor Jasa Keuangan. 
Ketentuan lain adalah Pasal 30 Undang-Undang OJK  disebutkan 
bahwa OJK berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dan 
memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa 
Keuangan agar menyelesaikan pengaduan tersebut. Selain itu juga 
mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta milik konsumen 
yang dirugikan dan menagajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian 
dari pihak lembaga keuangan tersebut jika yang menyebabkan  kerugian 
bagi konsumen.   
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 Namun demikian walau sudah diatur dalam Undang-Undang OJK, 
tidak menjadikan konsumen sektor perbankan dalam pengaduannya atau 
yang bermasalah dengan pihak bank berkurang, Hal ini tentu ada faktor 
yang menjadikan konsumen perbankan belum mendapat perlindungan yang 
berkepastian hukum dan berkeadilan substantif. Dalam penelitian ini 
peneliti akan menggunakan beberapa teori, Pertama, Teori Sistim Hukum 
dari Lawrence Friedman, Kedua, Teori Kepastian Hukum dari Fuller, 
Ketiga, Teori Keadilan dari John Rawls. Maka diharapkan penelitian ini 
melahirkan out put berupa konstruksi hukum baru perlindungan konsumen 
sektor jasa keuangan perbankan yang dapat mewujudkan kepastian hukum 
yang  berkeadilan substantif bagi konsumen perbankan di Indonesia. 
Untuk memberi gambaran pemikiran dimaksud maka penulis 
membuat bagan kerangka pemikiran seperti nampak pada bagan berikut ini : 
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Bagan 1. 
KERANGKA BERPIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undang-Undang OJK No. 21  
Tahun 2011  
Lex Specialis Lex Generalis 
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 
Konstruksi Ideal Perlindungan Konsumen Dalam 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan 
Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif. 
LAPSPI BPSK 
Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen No. 8 Tahun 1999 
Teori System Hukum 
Teori Kepastian Hukum 
 
Teori Keadilan 
Kelemahan  
REKONSTRUKSI 
 
Penyelesaian Sengketa di Luar 
Pengadilan Pasal 47  
No. 8 Tahun 1999 
 
Penyelesaian Sengketa Di 
Luar Pengadilan 
Ketidakpastian Hukum Menimbullkan 
Ketidakadilan Bagi Konsumen Perbankan 
Peraturan OJK 
No. 1/POJK.07/2013 
Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan 
Peraturan OJK 
No.1/POJK.07/2014 
Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.   Jenis  Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis empiris (non 
doktrinal), yang bertujuan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang 
menyebabkan konsumen perbankan belum mendapat perlindungan yang 
berkepastian hukum dan berkeadilan substantive dalam penyelesaian 
sengketa perbankan. Penelitian hukum empiris untuk mengetahui 
implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya 
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat 
serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam  masyarakat, sehingga 
dapat diketahui sejauhmana hukum efektif dalam implementasinya. 
Dalam penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai 
penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris 
adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, 
selain itu juga penelitian ini didukung dengan data sekunder yang diperoleh 
dari studi kepustakaan maupun studi dokumen putusan Hakim Mahkamah 
Agung dalam penyelesaian sengketa konsumen perbankan. 
 
B. Metode Pendekatan 
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto ada lima konsep hukum : 
 
a. Hukum adalah konsep kebenaran  dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
universal;   
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b. Hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positip di dalam sistim 
perundang-undangan hukum nasional;  
c. Hukum adalah  apa yang diputuskan oleh hakim  ( judge made law);  
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial   empirik;  
e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial 
sebagai yang tampak dalam interaksi antar mereka. 
171
 
 
Pendekatan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah konsep hukum yang kelima, hukum adalah manifestasi makna-
makna simbolik pada perilaku sosial sebagai yang tampak dalam interaksi 
antar mereka. 
172
. Menurut konsep hukum ini, hukum sebagai alat dan 
sarana untuk merekayasa tertib kehidupan dalam masyarakat adalah hukum 
perundang-undangan. Dalam hubungan ini, kewajiban rakyat awam tidak 
lain adalah menerima dan mentaati hukum Undang-undang yang telah 
dibuat dan diundangkan secara benar.
173
 Ini berarti bahwa disamping 
mengupas pengertian hukum dalam kajian teori (law in books), sekaligus 
juga menterjemahkan secara langsung apa yang terjadi di masyarakat (law in 
action), sebab didalam mempelajari hukum pemahaman mengenai law in 
action sama pentingnya dengan pengetahuan law in books.
174
 
Metode pendekatan yang digunakan adalah struktural (makro) dengan 
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 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep Dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 31. 
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  Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Setiono,  Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian 
Hukum. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, 
hlm.3-4 
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menggunakan analisis kualitatif 
175
 untuk melihat bagaimana bekerjanya 
hukum sehingga dapat diketahui pula faktor kelemahan dalam 
penerapannya. Pandangan Soetandyo law is just a function in sosicety, yang 
oleh sebab itu menghasilkan selisih antara apa yang dinormakan dan apa 
yang nyatanya tertampak dalam nomosnya. 
176
 
Penelitian hukum empiris  (non doktrinal ) bermula dari ketentuan 
hukum positip tertulis yang diberlakukan pada perisiwa-peristiwa  hukum in 
concreto dalam masyarakat. 
177
  
Maka peneliti melakukan  kajian melalui dua tahapan yaitu : 
1. Tahap pertama melakukan library research adalah studi kepustakaan 
dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder.  Data sekunder yang  
diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang maupun 
peraturan terkait, putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam kasus 
antara Lembaga Keuangann Bank dan Konsumen. Bahan hukum 
sekunder yaitu dari hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, disertasi, tesis 
penelusuran bahan hukum yang relevan melalui internet. Bahan hukum 
tertier dari ensiklopedi, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. 
2. Tahap kedua adalah field research adalah studi lapang pada obyek 
penelitian guna mendapat  data primer sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan dalam penelitian. Hasil penerapan merupakan implementasi 
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Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, CV Remaja 
Karya, Bandung, 1985,hlm23-24. 
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 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep Dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 31. 
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dan pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji sehingga 
ditemukan faktor penyebab konsumen sektor jasa keuangan perbankan 
dalam penyelesaian sengketa belum mendapatkan  kepastian hukum 
yang berkeadilan substantif. 
Ditinjau dari sifat penelitian, penelitian ini adalah merupakan 
penelitian eksploratif.  Peneliti menggunakan penelitian eksploratif 
178
dalam 
penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang sebab-
sebab konsumen perbankan belum mendapatkan perlindungan yang 
berkepastian hukum dan berkeadilan  substantif. 
Jika dilihat dari bentuk penelitian maka penelitian ini adalah 
penelitian preskriptif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah-masalah tertentu.
179
 Sehingga penelitian ini akan 
menghasilkan konsep hukum yang dapat memberikan perlindungan 
terhadap konsumen jasa keuangan perbankan  dalam penyelesaian sengketa 
agar  lebih berkepastian hukum yang berkeadilan substantif. 
 
C.     Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi penelitian, dengan  tujuan untuk 
mendapatkan data primer.  Beberapa lokasi penelitian yang dipilih adalah : 
OJK Jakarta, OJK Regional Malang, BPSK Kota Malang, Bank BNI 
Cabang Malang, Bank BPR Gunung Arjuna Malang. 
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D.      Jenis  dan Sumber Data 
 1.  Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh  secara langsung dari 
responden berupa wawancara di lokasi penelitian dengan narasumber yang 
telah ditentukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 
wawancara terhadap  responden.  
Sumber data primer diperoleh dari narasumber maupun responden  
sebagai berikut : 
a. OJK  Jakarta : Bapak Tri Herdianto, selaku Kepala Direktorat Kebijakan 
Perlindungan Konsumen OJK Jakarta, Sdri. Sisca, selaku Staaf  pada 
Direktorat  Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Jakarta. 
b. OJK Malang : Bapak Yan Jimmy Hendrik Simamarmata selaku 
Pengawas Sub Bagian Pengawasan Bank merangkatp Bagian Edukasi 
dan Perlindungan Konsumen OJK Malang, Sdri.  Feryana selaku staff 
pada Bagian Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Regional Malang.   
c. BPSK Kota Malang : Ibu Titik  Mujiati, selaku Sekretaris BPSK Kota 
Malang. 
d. Bank BNI Cabang Malang  : Ibu Dewi, selaku staff Unit Pengaduan pada 
Kantor Cabang BNI Malang. 
3) Bank BPR Gunung Arjuna Malang : Ibu Endang S. selaku staff Unit 
Pengaduan pada Bank BPR Gunung Arjuna Malang. 
4) Konsumen bank di Malang yang pengambilan sampel didasarkan pada 
metode acak dengan menggunakan metode snowball sampling dengan 
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pertimbangan metode ini lebih tepat dipilih sehingga dapat diketahui 
pemahaman konsumen terkait dengan hak-haknya sebagai konsumen 
bank. 
2. Data Sekunder 
    Data sekunder,
180
 merupakan data yang secara tidak langsung 
memberikan keterangan yang sifatnya mendukung data primer. Sumber 
data sekunder diperoleh dari perpustakaan Universitas Sebelas Maret,   
perpustakaan Brawijaya, perpustakaan Universitas Gajahmada dan 
perspustakaan Kota Malang. Data sekunder  diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka, yang meliputi : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara 
yuridis terdiri dari : 
    1.  Putusan Mahkamah Agung Terhadap  Sengketa Konsumen Bank ; 
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. 
3. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
4. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
5. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
6. Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 
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7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; 
8. Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan 
Konsumen Jasa Sistem Pembayaran ; 
9. Surat Edaran No.1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi 
Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada 
Konsumen dan/atau Masyarakat; 
10. Surat Edaran No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan 
Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan ; 
11. Surat Edaran No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian 
Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan Atau Layanan 
Jasa Keuangan. 
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer : literatur, hasil penelitian, disertasi, jurnal, tesis, 
majalah, koran, media sosial, media elektronik maupun internet. 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang  memberikan petunjuk  
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang 
terdiri dari, ensiklopedi hukum, kamus hukum,  kamus bahasa Inggris, 
kamus bahasa Indonesia.  
E.    Tehnik Pengumpulan Data 
Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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1. Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan yang diperoleh langsung dari sumber utama 
berwujud pemikiran, informasi, maupun tindakan-tindakan, kebijakan  
yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indeepth intervieuw), 
dilakukan kepada narasumber, Kepala Direktorat Kebijakan 
Perlindungan Konsumen OJK Jakarta maupun narasumber lainnya. 
Sedangkan wawancara secara tidak terstruktur  atau unstructured  
interview kepada responden konsumen bank. Wawancara dilakukan agar 
memperoleh data yang mendukung tentang pelaksanaan, dan upaya 
perlindungan terhadap konsumen dalam penyelesaian sengketa 
perbankan. 
2. Studi Dokumen 
Tehnik pengumpulan data dengan studi dokumen terkait erat dengan 
sumber data yang digunakan. Dokumen tertulis merupakan sumber data 
yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.
181
 Dokumen-
dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian di lokasi penelitian 
yang mendukung keperluan data yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. 
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F.     Analisis Data. 
Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka peneliti 
menggunakan Model Analisis Interaktif  (Interactive model of Analysis) dari 
Miles dan Huberman ,
182
 untuk menganalis hasil penelitian yang telah 
dilakukan . Adapun model interaktif yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
Bagan 1.  Komponen Analisis Data 
 
P 
 
                 
 
                
Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Pengumpulan data ( data collecting) 
Pengumpuan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.  
2. Reduksi data ( data reduction) 
Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dengan cara merangkum, 
memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan 
                                                          
182
  Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman,  Qualitative Data Analysis, diterjemahkan oleh  
Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif : Metode-metode Baru, Penerbit Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 20-22. 
Pengumpulan data 
Reduksi  data 
Penyajian data 
Penarikan Kesimpulan 
/Verifikasi 
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penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara 
memilih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan 
lapangan, wawancara dan dokumentasi. 
3. Penyajian data ( data display)  
Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum.  
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis  
kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara),  dan CD 
(Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan 
wawancara dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk 
mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat 
dan mudah. Masing-masing data dianalisis dalam bentuk narasi dan 
sajian data disusun secara logis dan sistimatis. 
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying) 
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah 
direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung 
dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan 
adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah 
diungkapkan oleh peneliti sejak awal. 
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BAB IV 
KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF 
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
 
A.    Penyelesaian Sengketa Perbankan  
Pasal 1 butir (13) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 menyebutkan : 
Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan Lembaga Jasa 
Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada 
Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pemanfaatan pelayanan dan/ atau 
produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian 
pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan. 
 
 Sengketa Perbankan yang dimaksud dalam penelitian adalah 
perselisihan antara konsumen dan Lembaga Perbankan dalam ruang lingkup 
keperdataan. 
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Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan dalam 
lingkup sektor perbankan ada pada Bank Indonesia.  Untuk melaksanakan 
kewenangan ini Bank Indonesia (BI) menetapkan enam pilar Arsitektur 
Perbankan Indonesia (API) agar terwujud perbankan yang sehat, kuat dan 
efisien guna menciptakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka 
pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar API tersebut  terdiri dari  
struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem 
pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, 
infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen.
184
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 Disarikan dari Peraturan BI (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Lembaga Mediasi Perbankan 
junto POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 
Keuangan. 
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Dalam upaya melaksanakan pilar keenam yaitu perlindungan 
konsumen, BI berusaha melakukan peningkatan  perlindungan dan 
pemberdayaan nasabah dengan cara meningkatkan transparansi produk, 
menyediakan layanan penyelesaian pengaduan dan ditingkatkan dengan  
mediasi perbankan serta upaya mengedukasi konsumen.
185
  
Untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan nasabah 
bank dan penyelesaian sengketa anatara nasabah dan bank, maka Bank 
Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan sebagai berikut : 
a. Peraturan  Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian 
Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank 
Indonesia No.10/10/PBI/2008.  
b. Peraturan Bank Indonesia ( PBI) No.8/5/PBI/20006  tentang Mediasi 
Perbankan sebagaimana diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang 
Mediasi Perbankan. 
c. Surat Edaran BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang 
Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Surat 
Edaran BI No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 . 
d. Surat Edaran BI  No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi 
Perbankan. 
Mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank ditempuh 
melalui dua tahap, : 
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1. Pertama, bank wajib menyelesaikan terlebih dulu sengketa dengan 
nasabahnya sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/7/PBI/2005 
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008. 
2. Kedua, apabila sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, nasabah 
bank dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui 
mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan 
Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
sebagaimana diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi 
Perbankan. 
Dalam interaksi yang terjadi antara bank dengan nasabah bank 
seringkali terjadi perselisihan sehingga perlu diatur agar nasabah juga 
mendapatkan perlindungan jika dirugikan oleh pihak bank.  Kasus yang 
sering terjadi yaitu berkurangnya saldo pada tabungan nasabah, tertelannya 
kartu debit oleh mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kemudian saldo 
nasabah terkuras, penggunaan kartu kredit, perbedaan saldo pokok dan 
bunga dan lain-lain. 
186
  
    Pengajuan Penyelesaian Sengketa oleh nasabah atau perwakilan 
nasabah kepada Bank Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa keperdataan yang timbul 
dari transaksi keuangan dan sengketa yang timbul dari penyelesaian 
pengaduan nasabah yang telah dilakukan oleh bank serta sengketa yang 
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belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh 
Bank Indonesia. 
b. Tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil seperti 
kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak 
menyenangkan tidak dapat disengketakan/diajukan oleh nasabah. 
c. Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan dalam mata 
uang Rupiah dengan batas paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah). Jumlah tersebut dapat berupa : 
1) Nilai komulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada 
nasabah. 
2) Potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya 
transaksi keuangan dengan pihak lain. 
3) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan penyelesian 
sengketa. 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/1/PBI/2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 
8/5/PBI/2006, Bank Indonesia membentuk suatu peraturan mengenai 
pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang bertugas 
dalam pelaksanaan fungsi mediasi perbankan.  Hal tersebut termuat didalam 
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 
tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bank Indonesia  (PBI) Nomor 10/1/2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan bahwa mediasi di bidang 
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perbankan dilakukan oleh Lembaga  Mediasi Perbankan Independen yang 
dibentuk oleh Asosiasi Perbankan.  
Fokus mediasi perbankan yang dilakukan oleh BI adalah nasabah 
kecil  dan menengah (UKM) yang merupakan bagian terbesar nasabah bank 
secara keseluruhan. Pertimbangannya adalah bahwa nasabah kecil tidak 
mempunyai kemampuan finansial yang kuat untuk menyelesaikan sengketa 
melalui arbitrase atau pengadilan. Dengan disediakannya Mediasi 
Perbankan diharapkan nasabah kecil dengan mudah mendapatkan akses 
hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka.
187
 
Namun Lembaga Mediasi Perbankan Independen belum terbentuk 
juga sehingga pelaksanaan  Mediasi Perbankan masih dijalankan oleh Bank 
Indonesia melalui Direktorat  Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) 
yang merupakan satu unit kerja di dalam Bank Indonesia. 
Hasil penelitian Herlina menunjukkan bahwa ada kendala dalam 
penyelesaian melalui mediasi perbankan yang dilakukan oleh BI, yaitu 
penyelesaian melalui mediasi belum membudaya di kalangan masyarakat, 
termasuk bank dan nasabah, faktor lainnya BI kesulitan menghubungi 
pejabat di bank yang berkompeten untuk dipanggil dan menjalani proses 
mediasi, dan staff yang dikirim  bank tidak memiliki kewenangan memutus. 
Hal ini berakibat proses mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab 
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staff/ karyawan  yang dikirim bank tidak dapat menawarkan opsi-opsi atau 
memberikan alternatif penyelesaian masalah.
188
 
Hal ini menunjukkan bahwa mediasi perbankan belum effektif  
menyelesaikan sengketa  antara bank dan konsumen, demikian pula halnya 
Lembaga Mediasi Independen yang diamanatkan dalam Peraturan Bank 
Indonesia juga tidak terbentuk sampai kemudian terbentuknya Undang-
Undang No.21 tahun 2011 tentang  OJK. 
1.    Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui  Otoritas Jasa Keuangan. 
Setelah terbentuknya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan  fungsi  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 
terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selain 
itu OJK juga mengatur fungsi dan peran  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) 
dalam melindungi konsumen dan masyarakat. Ini menjadi landasan hukum 
perlindungan konsumen industri jasa keuangan dan pengaduan konsumen 
industri keuangan. Pasal 4 (huruf  c) dan penjelasannya menyatakan Otoritas 
Jasa Keuangan (OK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 
dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran  di sektor 
keuangan. 
Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat,  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan 
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(OJK)  menegaskan tugas OJK dalam melindungi  konsumen, yaitu  dalam 
pasal 28 (tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat),  pasal 
29 (pelayanan pengaduan konsumen) dan pasal 30 (pembelaan hukum). 
Mengenai pencegahan kerugian masyarakat, pasal 28 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan 
sebagai berikut,  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan  : 
Pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas 
karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Kedua, 
meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila 
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Ketiga, tindakan lain 
yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan. 
Dalam hal pelayanan pengaduan konsumen, pasal 29 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditegaskan 
bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan : Pertama, 
menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan 
konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Kedua, membuat 
mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga 
jasa keuangan. Ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen 
yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 
Kemudian dalam hal pembelaan hukum, pasal 30 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan 
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kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut : 
Pertama, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga 
jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan 
lembaga jasa keuangan dimaksud. Kedua, mengajukan gugatan untuk 
memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak 
yang menyebabkan kerugian dan untuk memperoleh ganti kerugian dari 
pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa 
keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan. 
Ketentuan diatas oleh OJK di implementasikan dalam bentuk tindakan 
preventif dan represif  sebagai berikut : 
a. Tindakan Preventif (Preventive Actions ). 
Tindakan Preventif (Preventive actions) dilakukan Oleh OJK dalam 
bentuk pengaturan dan pelaksanaan dibidang informasi dan edukasi  
perlindungan konsumen. Informasi dan Edukasi bersifat preventif 
diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan 
masyarakat sehingga masyarakat  memiliki pemahaman yang baik atas 
produk dan layanan jasa keuangan, dengan memberikan pemahaman kepada 
konsumen dan/atau masyarakat mengenai fitur dasar, manfaat dan risiko 
produk dan layanan jasa keuangan. 
Edukasi keuangan tujuannya meningkatkan literasi keuangan 
selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan 
layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan  
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konsumen keuangan dan masyarakat yang memiliki pemahaman baik 
mengenai produk dan layanan jasa keuangan akan dapat mengurangi potensi 
terjadinya kerugian konsumen yang diakibatkan karena ketidakpahaman, 
ketidakjelasan, kurangnya, atau kesalahan informasi yang diberikan oleh 
Lembaga Jasa Keuangan  (LJK), sehingga dapat mengurangi pengaduan 
terkait produk dan jasa yang diberikan.  
Kegiatan preventif dilakukan melalui berbagai media dan cara yaitu : 
a. Pemberian informasi dan edukasi keuangan baik secara langsung (tatap 
muka), melalui iklan layanan masyarakat, dan melalui media online 
(sikapiuangmu.ojk.go.id, dan media sosial); 
b. Pelayanan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat melalui Layanan 
Konsumen OJK; 
c. Market intelligence, sebuah strategi yang dapat dilakukan  untuk 
memperoleh informasi. Informasi dapat diperoleh dengan pengumpulan 
data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini.  
Tujuannya untuk mencegah potensi kerugian yang dialami oleh 
konsumen; 
d.  Self Assement ( Penilaian Mandiri) yang disampaikan oleh Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan (PUJK); Self Assement dilakukan oleh pelaku usaha jasa 
keuangan dengan mengisi  kertas kerja untuk dilaporkan pada OJK. 
e. Thematic Surveillance adalah pemantauan oleh OJK berdasarkan tema, 
produk atau layanan dibidang jasa keuangan. 
f.  Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain. 
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Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan 
pelaksanaan kegiatan yang mencakup informasi dan edukasi, pelayanan 
pengaduan serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen dan 
masyarakat pengguna jasa keuangan. 
1).  Memberikan Informasi dan Eduksai. 
Informasi dan edukasi perlindungan kepada konsumen dilakukan 
oleh OJK dengan  membuat kebijakan atau program Literasi Keuangan.  
a).  Literasi keuangan. 
Literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas 
untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan 
(confidence), dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas 
sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. 
Diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat 
luas tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan 
serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah dan 
memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan 
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui 
edukasi keuangan, masyarakat dan konsumen dapat lebih memahami 
fitur dasar, hak dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan 
produk keuangan. Edukasi keuangan yang meningkatkan literasi 
keuangan selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk 
memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan 
kebutuhannya.  
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Konsumen jasa keuangan dan masyarakat yang memiliki 
pemahaman baik mengenai produk dan layanan jasa keuangan akan 
dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian konsumen yang 
diakibatkan karena ketidakpahaman, ketidakjelasan, kurangnya, atau 
kesalahan informasi yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan, 
sehingga dapat mengurangi pengaduan terkait produk dan jasa yang 
diberikan.  
Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh 
golongan masyarakat, yaitu: 
(a). Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate 
atau not literate  menjadi well literate; 
(b) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan. 
Namun demikian tujuan literasi keuangan tersebut tidak dapat 
tercapai dengan optimal apabila faktor-faktor eksternal lainnya tidak 
mendukung. Faktor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi 
keberhasilan literasi keuangan antara lain:  
(a) Pertumbuhan ekonomi 
(b) Pendapatan per-kapita 
(c) Distribusi pendapatan 
(d) Tingkat kemiskinan masyarakat 
(e) Tingkat pendidikan masyarakat 
(f) Komposisi penduduk yang berusia produktif 
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Selain faktor sebagaimana disebut di atas, faktor lain adalah  
faktor dari Lembaga Jasa Keuangan yang harus mendukung dengan 
menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu : 
(a) memberikan informasi yang memadai secara transparan guna 
membangun literasi keuangan masyarakat; 
(b) memperlakukan konsumen dengan adil;  
(c) andal dalam menyediakan jasa keuangan;  
(d) menjaga kerahasiaan data konsumen; serta  
(e) dapat menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa 
konsumen  dengan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.  
Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pada pihak 
Lembaga Jasa Keuangan agar menerapkan prinsip perlindungan terhadap 
konsumen, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan POJK./1./2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
   Literasi keuangan merupakan salah satu program strategis yang 
menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat mengingat literasi keuangan memiliki 
berbagai manfaat : 
a. Masyarakat 
Literasi keuangan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat 
secara keseluruhan, mengingat dengan adanya literasi keuangan maka 
masyarakat: 
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1)  Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang 
sesuai kebutuhan mereka ; 
2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan 
dengan lebih baik; 
3) Terhindar dari aktifitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak 
jelas; 
4) Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan resiko produk dan 
jasa keuangan. 
b. Industri Keuangan 
Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor 
jasa keuangan, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa 
keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan 
satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan 
masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan 
produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan 
diperoleh lembaga jasa keuangan  juga semakin besar. 
Di samping itu literasi keuangan juga mendorong lembaga jasa 
keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa 
keuangan yang lebih bervariasi dan lebih terjangkau, sesuai dengan 
kebutuhan semua golongan masyarakat. Lembaga jasa keuangan dapat 
mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang 
menguntungkan secara komersil sekaligus memberikan manfaat bagi 
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kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang pada saat ini belum dapat 
memanfaatkan dan mengakses produk dan jasa keuangan. 
c. Ekonomi Makro 
Dari aspek ekonomi makro, literasi keuangan memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1) Semakin banyak masyarakat yang well literate, semakin banyak 
jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya 
akan menciptakan pemerataan kesejahteraan; 
2) Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi, diharapkan 
sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat; 
3) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa 
keuangan, maka intermediasi di sektor keuangan diharapkan semakin 
besar. 
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia memiliki visi 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan 
yang tinggi (well literate) sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan 
atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan 
guna meningkatkan kesejahteraan.  
Misi dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia adalah: 
a. Melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia 
agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. 
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b. Meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa 
keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi 
keuangan. 
Agar program peningkatan literasi keuangan masyarakat dapat 
berjalan dengan baik maka setiap program literasi keuangan harus memiliki 
beberapa prinsip sebagai berikut : 
a. Inklusif 
Program literasi keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat. 
b. Sistematis dan terukur 
Program literasi keuangan disampaikan secara terencana, sistematis, 
mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur; 
c. Kemudahan akses  
Layanan dan informasi yang terkait dengan literasi keuangan tersebar 
luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses 
d. Kolaborasi 
Program literasi keuangan harus melibatkan seluruh stakeholders secara 
bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya. 
b). Kerangka Dasar Strategi Nasional 
Hasil survei nasional literasi keuangan yag telah dilaksanakan pada 
semester I tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih 
memiliki Indeks literasi keuangan yang rendah, sebagaimana pada Tabel 2. 
Bahkan pada sektor jasa keuangan tertentu indeks literasi keuangan 
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masyarakat Indonesia yang tergolong well literate terlihat masih sangat 
rendah. 
Tabel  : 2 
 
Indeks Literasi  Sektor Jasa Keuangan 
 
  Perbankan Asuransi 
Pembia
yaan 
Dana 
Pensiun 
Pasar 
Modal 
Pegadaian 
Well 
Literate 
21,80% 17,84% 9,80% 7,13% 3,79% 14,85% 
Sufficient 
Literate 
75,44% 41,69% 17,89% 11,74% 2,40% 38,89% 
Less 
Literate 
2,04% 0,68% 0,21% 0,11% 0,03% 0,83% 
Not 
literate 
0,73% 39,80% 72,10% 81,03% 93,79% 45,44% 
 
Sumber : Buku Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia,  OJK,  
 Tahun 2017.    
 
Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ternyata 
juga diikuti dengan rendahnya tingkat pemanfaatan produk dan jasa keuangan 
oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa indeks 
utilitas produk dan jasa keuangan pada hampir semua sektor jasa keuangan 
masih relatif rendah, kecuali indeks utilitas produk dan jasa perbankan yang 
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya. 
Tabel : 3 
 
Indeks Utilitas Produk dan Jasa Sektor Keuangan 
 
  Perbankan Asuransi 
Perusahaan 
Pembiayaan 
Dana 
Pensiun 
Pasar 
Modal 
Pegadaian 
Utilitas 57,28% 11,81% 6,33% 1,53% 0,11% 5,04% 
       
 
    Sumber :  Buku Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, OJK,  Tahun 2017. 
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Kondisi tersebut disadari bahwa secara umum indeks literasi keuangan 
dan indeks utilitas produk dan jasa keuangan masyarakat Indonesia masih 
rendah (not/less interate). Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya 
yang komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan indeks literasi 
keuangan maupun indeks utilitas produk dan jasa keuangan. Untuk itu 
diperlukan kerangka dasar yang dapat mendukung pelaksanaan strategi 
nasional literasi keuangan Indonesia yang akan membawa masyarakat 
Indonesia memiliki indeks literasi yang tinggi (well literate) . 
Bagan  : 2 
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Tujuan Kerangka Dasar Strategi Nasional Literasi Keuangan  
 
 
Keterangan : 
Kondisi 
Saat ini 
Sasaran    Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDERS 
Masyarakat 
Not / Less 
Literate 
 
Masyarakat 
Well 
Literate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengembangan 
Produk dan Jasa 
Keuangan 
 
PILAR 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edukasi dan 
Kampanye 
Nasional 
Literasi 
Keuangan 
 
PILAR 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penguatan 
Infrastruktur 
Literasi 
Keuangan 
 
PILAR 
2 
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Masing-masing pilar tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda 
sebagai berikut: 
a. Pilar 1 (Edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan) 
1) Meningkatkan awareness, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat 
mengenai produk dan jasa keuangan ; 
2) Mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat; 
3) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan. 
b. Pilar 2 ( Penguatan infrastruktur literasi keuangan) 
1) Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi 
keuangan 
2) Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan 
3) Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan. 
c. Pilar 3 (Pengembangan produk dan jasa keuangan) 
1) Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk 
dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
2) Mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kualitas produk dan 
jasa keuangan 
3) Mendorong lembaga jasa keuangan memperluas jangkauan area 
layanan jasa keuangan. 
Masing-masing program inisiatif di atas digunakan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan serta Asosiasi Industri Jasa 
Keuangan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan (action plan) literasi 
keuangan. Dengan demikian, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 
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ini menjadi pedoman program literasi keuangan yang akan dilaksanakan, 
baik oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun masing-masing Lembaga Jasa 
Keuangan serta Asosiasi Industri Jasa Keuangan. 
Untuk mewujudkan pelaksanaan literasi keuangan maka dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, khususnya Pasal 14, 
dinyatakan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menyelenggarakan edukasi 
dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau 
masyarakat. 
 Rencana penyelenggaraan edukasi yang dilakukan oleh lembaga jasa 
keuangan tersebut wajib disusun dalam program tahunan dan dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menyusun rencana kegiatan literasi 
keuangan setiap lembaga jasa keuangan harus memperhatikan prioritas 
sasaran dan kegiatan sebagaimana Tabel 4 berikut : 
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Tabel : 4 
Prioritas Sasaran dan Kegiatan Literasi Keuangan 
 
PRIORITAS 2014 2015 2016 2017 2018 
SASARAN 
Ibu rumah 
tangga 
Pelajar 
Karyawan 
Ibu rumah 
tangga 
Pelajar 
Mahasiswa Mahasiswa 
UMKM Profesi Pensiunan UMKM Profesi 
KEGIATAN 
Melakukan 
edukasi/ 
kampanye 
literasi 
keuangan 
Melakukan 
edukasi/ 
kampanye 
literasi 
keuangan 
Melakukan 
edukasi/kampa
nye literasi 
keuangan 
Melakukan 
edukasi/ 
kampanye 
literasi 
keuangan 
Melakukan 
edukasi/ 
kampanye 
literasi 
keuangan 
Menyempurna
kan 
infrastruktur 
literasi 
keuangan 
Membangun 
infrastruktur 
edukasi 
Membangun 
infrastruktur 
edukasi 
Melaksanakan 
survei nasional 
literasi 
keuangan 
Melakukan 
evaluasi 
program 
literasi 
keuangan 
 
Sumber :  Dokumentasi Buku Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, OJK. 
 
Selain OJK mewajibkan Lembaga Keuangan untuk 
melaksanakan literasi keuangan kepada konsumen, OJK juga melaksanakan 
Program Literasi Dan Edukasi Keuangan dengan berbagai kegiatan 
sebagaimana berikut :   
1. Literasi dan Edukasi Keuangan . 
a. Melalaui Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK)  
OJK telah memiliki 41 unit kendaraan Si Mobil Literasi 
Keuangan (SiMOLEK) yang tersebar di seluruh Kantor Regional  dan 
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Kantor OJK seluruh Indonesia. Kendaraan tersebut merupakan salah 
satu infrastruktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka 
melaksanakan kegiatan edukasi keuangan guna meningkatkan tingkat 
literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data penggunaan 
SiMOLEK  periode Triwulan III-2017, diketahui bahwa SiMOLEK 
telah digunakan oleh 199 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Perbankan  
dengan jumlah pengunjung sebanyak 111.833 orang di 681 lokasi. 
b. Edukasi Keuangan melalui Pagelaran Seni Wayang Golek di Bandung  
Kegiatan edukasi dihadiri oleh 2000 orang yang terdiri dari 
masyarakat umum, komunitas pewayangan, penggiat budaya, dan 
mahasiswa. Materi yang disampaikan adalah pengenalan OJK dan 
Waspada Investasi Ilegal yang dimasukkan ke dalam cerita 
pewayangan.  
c. Edukasi Keuangan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Jambi.  
Kegiatan dihadiri oleh 132 perempuan anggota Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Provinsi Jambi. Pada kegiatan bertema “Keluarga 
Sejahtera Berkat Cerdas Kelola Uang” tersebut, peserta menerima 
materi edukasi keuangan dalam beberapa sesi, yaitu Perencanaan dan 
Pengelolaan Keuangan oleh financial planner, Pengenalan Gerakan 
Nasional Non Tunai (GNNT): Electronic Money (e-money), 
pengenalan produk/layanan jasa keuangan dengan materi asuransi 
jiwa, reksa dana, dan tabungan emas, serta pengenalan OJK dan 
Waspada Investasi. Sebagai pengelola keuangan keluarga, diharapkan 
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materi edukasi tersebut dapat menambah pengetahuan peserta dalam 
pengelolaan keuangan dan penggunaan produk keuangan untuk 
berinvestasi.  
d. Edukasi Keuangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Panggung 
Merah Putih di Hongkong.  
Edukasi Keuangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 
Panggung Merah Putih bekerja sama dengan Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia Hongkong, Bank Indonesia, dan Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan Perbankan. Rangkaian kegiatan tersebut diikuti oleh 
2.950 peserta. Tujuan kegiatan dimaksud adalah meningkatkan 
pemahaman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengenai perencanaan 
keuangan, meningkatkan awareness terhadap iming-iming investasi 
ilegal, dan meningkatkan penggunaan produk/jasa keuangan sesuai 
kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu, kegiatan ini juga 
mendorong TKI untuk dapat kembali ke tanah air dan membangun 
usaha. Materi yang diajarkan mencakup OJK dan Waspada Investasi, 
Perencanaan Keuangan, Kewirausahaan, dan Pengenalan Produk Jasa 
Keuangan Perbankan.  
e. Edukasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas . 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan edukasi keuangan 
kepada Anggota dan Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas 
Indonesia (HWDI) dan Komunitas Mata Hati di Surabaya. Kegiatan 
tersebut diikuti oleh 98 peserta. Peserta kegiatan menerima sesi 
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pengenalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Waspada Investasi, 
materi perencanaan dan pengelolaan keuangan, materi kewirausahaan, 
dan materi pengenalan produk Kredit Usaha Rakyat dan Laku Pandai. 
Pada umumnya, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam 
memperoleh informasi produk dan jasa keuangan serta kemudahan 
dalam akses keuangan. Melalui edukasi tersebut, diharapkan peserta 
memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi 
keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam 
penggunaan produk dan jasa keuangan. 
e. Edukasi Keuangan Kepada Anggota Persatuan Istri Prajurit di 
Bandung . 
OJK telah melaksanakan edukasi keuangan bekerja sama dengan 
Persatuan Istri Prajurit. Materi yang disampaikan adalah materi 
perencanaan keuangan, materi pengenalan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan Waspada Investasi Ilegal, serta materi pengenalan produk 
perbankan kepada 253 anggota Persit.  Edukasi tersebut dapat menjadi 
multiplier effect melalui pengajaran kembali kepada ibu rumah tangga 
di lingkungan sekitarnya.  
f. Sinergi Edukasi Keuangan Bersama Dinas Koperasi dan UMKM 
Provinsi Bengkulu serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Bengkulu . 
OJK bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 
Bengkulu serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 
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menyelenggarakan kegiatan sinergi edukasi keuangan bagi penyuluh 
nelayan dan pendamping UMKM di Provinsi Bengkulu. Sebanyak 
180 Peserta yang merupakan penyuluh nelayan atau pendamping 
UMKM di Bengkulu menghadiri kegiatan edukasi keuangan yang 
terdiri dari materi perencanaan keuangan, pengenalan OJK dan 
Waspada Investasi Ilegal, kewirausahaan, asuransi nelayan, dan KUR.  
g. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan Edukasi keuangan bagi pelaku 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  bekerja sama dengan 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi NTB. 
Kegiatan dihadiri oleh 126 peserta dengan materi yang 
disampaikan mencakup Perencanaan Keuangan Bisnis Syariah, 
Kewirausahaan, dan pengenalan produk/layanan jasa keuangan serta 
materi KUR Mikro iB, reksadana syariah, dan tabungan emas. 
Selanjutnya, akan dilakukan monitoring dan pendampingan peserta 
selama tiga bulan setelah kegiatan untuk mengukur perubahan 
perilaku keuangan dan penggunaan produk dan jasa keuangan. 
h. Sosialisasi POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan 
Inklusi Keuangan di Surabaya dan di Makassar. 
Sepanjang triwulan III-2017, OJK menyelenggarakan dua kali 
sosialisasi mengenai POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Literasi 
dan Inklusi Keuangan di Surabaya dan di Makassar. Pelaksanaan 
sosialisasi di Surabaya diawali dengan konferensi pers oleh Anggota 
Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan 
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dihadiri 26 wartawan dari media cetak dan elektronik. Jumlah peserta 
yang hadir dalam sosialiasi ini kurang lebih 270 peserta yang 
merupakan perwakilan dari industri jasa keuangan, akademisi, dan 
masyarakat umum di wilayah Jawa Timur serta internal Otoritas Jasa 
Keuangan. Dalam sosialisasi ini materi yang disampaikan adalah 
terkait literasi dan inklusi keuangan. 
Sedangkan sosialisasi di Makasar dilaksanakan dengan tema 
“Kesiapan Industri Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan 
Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia” dengan salah 
satu narasumber yaitu Anggota Komisi XI DPR RI. Sosialisasi ini 
dihadiri oleh 170 peserta. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah 
untuk memberikan pemahaman terkait peraturan POJK 
No.76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan, 
memberikan awareness kepada pelaku usaha jasa keuangan tentang 
pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga, produk 
dan layanan jasa keuangan. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk 
merubah sikap dan perilaku keuangan masyarakat menjadi lebih baik. 
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pelaku usaha jasa keuangan  
dapat melakukan perluasan akses terhadap lembaga jasa keuangan 
masyarakat melalui berbagai bentuk program dan kegiatan serta 
inovasi produk dan layanan jasa keuangan.  
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2.  Pengembangan Infrastruktur SDM  
Dalam rangka pengembangan infrastruktur Sumber Daya Manusia 
(SDM) sebagai agen literasi dan edukasi keuangan, sepanjang triwulan 
III-2017 Otoritas Jasa Keuangan juga  melakukan training of trainer bagi 
dosen, guru dan mahasiswa di beberapa kota yaitu:  
a. Training of Trainers (ToT) Dosen Perwakilan Perguruan Tinggi 
Wilayah Sumatera . 
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan ToT bagi dosen 
perwakilan perguruan tinggi wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan 
Pulau Bangka Belitung di Medan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 33 
dosen yang mewakili 30 perguruan tinggi. Tujuan pelaksanaan 
kegiatan ToT dosen tersebut adalah untuk memperkenalkan materi 
buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi agar materi dapat 
disampaikan kepada mahasiswa dan dosen lainnya untuk multiplier 
effect yang lebih luas serta menyelaraskan materi buku seri literasi 
keuangan tingkat perguruan tinggi ke dalam kurikulum mata kuliah 
dasar di perguruan tinggi.  
b. Training of Trainers (ToT) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya di Kota Malang.  
Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya telah melaksanakan Training of 
Trainers (ToT) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya di Kota Malang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 310 
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peserta. Peserta edukasi keuangan menerima materi perencanaan 
keuangan, materi reksadana, materi Gerakan Nasional Non Tunai, 
materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, dan Asuransi Mikro.  
c. Training of Trainers (ToT) Dosen Tingkat Perguruan Tinggi Wilayah 
Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTB, dan NTT.  
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan Kegiatan Training of 
Trainers Dosen Tingkat Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Maluku, 
Papua, Bali, NTB dan NTT di Makassar. Kegiatan diikuti oleh 30 
orang peserta yang terdiri dari 30 dosen dari 30 perguruan tinggi di 
wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTB, dan NTT. Peserta ToT 
menerima materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi 
dari para narasumber sebagai berikut: Otoritas Jasa Keuangan dan 
Pengawasan Mikroprudensial,Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, 
Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya, Industri Jasa Keuangan Syariah, dan Perencanaan Keuangan.  
3. Peluncuran e-Book “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa 
Keuangan” tingkat SMA dan Buku Seri Literasi Keuangan Segmen 
Profesional dan Pensiunan.  
Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan e-book “Mengenal Otoritas 
Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” tingkat SMA serta buku 
praktis segmen pensiunan dan segmen profesional. Kegiatan ini diikuti 
oleh 167 orang yang berasal dari perwakilan Lembaga Jasa Keuangan 
(LJK), asosiasi sektor jasa keuangan, anggota kelompok kerja (pokja) 
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edukasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, perwakilan 
dari Direktorat Jendral Pajak, perwakilan dari Bappenas dan perwakilan 
dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan 
(KOMPAK) serta  media baik cetak maupun elektronik. 
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  bekerja sama dengan Perhimpunan Bank-
Bank Umum Nasional (Perbanas) telah melaksanakan Indonesia Banking 
Expo (IBEX) Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). 
Pelaksanaan IBEX tahun 2017 ini bertema “Transformasi Industri 
Perbankan terhadap Revolusi Teknologi Digital”. Booth OJK sebagai 
media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat selama pameran 
berlangsung telah dikunjungi kurang lebih sebanyak 299 pengunjung. 
Berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh booth OJK antara lain: 
kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk pemberian informasi 
kepada para pengunjung booth melalui berbagai brosur dan flyer serta 
tayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), layanan Financial Customer 
Care (FCC), dan berbagai games menarik antara lain penyusunan puzzle 
SiKAPI Uangmu, kuis pertanyaan berhadiah dan permainan alat peraga 
SiKAPI Uangmu.  
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama dan Diskusi Terbatas 
Otoritas Jasa Keuangan - Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi 
Bandung . 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi 
pendidikan khususnya terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK 
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melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Bersama (SPB) dengan 
Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) di 
Bandung. Ruang lingkup kerja sama antara OJK dengan SBM-ITB 
meliputi rencana pembentukan Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan 
(PRLIK), penyelenggaraan kuliah umum secara reguler, pelaksanaan 
FGD, pelaksanaan Kajian Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Outreach 
program melalui Training for Trainers (ToT) tematik bagi mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata dan Training for Communities (ToC) perencanaan 
keuangan bagi masyarakat.  
6. Focus Group Discussion “Bentuk Pengaturan Mekanisme Penanganan 
Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”  
Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Focus Group 
Discussion (FGD) dengan tema “Bentuk Pengaturan Mekanisme 
Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan” di 
Bandung. FGD dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan atas 
rencana penyusunan RPOJK Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor 
Jasa Keuangan dalam berbagai sudut pandang yaitu perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan, hukum, ekonomi, dan industri jasa 
keuangan. FGD dihadiri oleh seluruh perwakilan industri dari sektor 
perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 
2). OJK memberi Pelayanan Dan Pengaduan 
Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang 
disebabkan   oleh : 
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a. Adanya kerugian; dan/atau 
b. Potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga karena kesalahan 
atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan Bank. 
Pengaduan konsumen harus dilakukan pada lembaga jasa keuangan 
bank terlebih dulu sebelum diadukan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap Lembaga Jasa 
Keuangan wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme 
pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Namun hasil 
wawancara dengan  Bapak Jan Jimmy Hendrik Simamarmata selaku 
Pengawas pada Bagian Pengawasan merangkap jabatan bidang 
Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional Malang, 
menjelaskan masih ada beberapa Lembaga Jasa Keuangan Bank di Malang, 
khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang belum memiliki Unit Layanan 
Pengaduan Perlindungan Konsumen. 
189
  Hal ini juga diketahui juga dari 
hasil wawancara dengan salah satu staff karyawan  pada salah satu BPR di 
Malang.
190
   
                                                          
189
 Wawancara di OJK Regional Malang, tanggal  28 September 2015. 
190
 Wawancara dengan staff BPR Gunung Arjuna Malang, tanggal 5 oktober 2015, disebutkan 
bahwa jika ada pengaduan langsung ditangani salah satu karyawan dan laporan ke OJK sifatnya 
hanya formalitas.. 
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Berbeda halnya dengan salah satu bank milik Pemerintah (BNI) yang 
memiliki Divisi khusus untuk pengaduan dan perlindungan konsumen yang 
juga secara periode melaporkan kepada OJK.
191
 
Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Bank dalam menerima 
pengaduan sbb : 
1).Bank  wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Konsumen 
sebelum pengaduan tersebut disampaikan kepada pihak lain. 
2). Bank wajib segera menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara 
lisan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja dan apabila tidak dapat 
diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja maka Bank dapat meminta 
Nasabah menyampaikan pengaduannya secara tertulis dan menyelesaikan 
pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal 
penerimaan pengaduan. 
3). Dalam hal terdapat kondisi tertentu,  Bank  dapat memperpanjang jangka 
waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. 
4). Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas adalah: 
a) Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor 
Bank  tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat 
kendala komunikasi diantara kedua kantor Bank tersebut; (jauh di 
pelosok dan komunikasi sulit dijangkau) 
                                                          
191
 Wawancara dengan karyawan Divisi Pengaduan dan Perlindungan Konsumen , 18 Oktober 
2015. Walaupun pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penyelesaian sengketa 
konsumen tidak pernah dilakukan site visit. 
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b) Transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan 
penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau (karena  
memeriksa file-file keuangan bank) 
c) Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan   
pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan 
oleh Konsumen. (Misal penggunaan debt collector). 
d) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan wajib di    
beritahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan 
pengaduan sebelum jangka waktu berakhir. 
e) Bank harus mempunyai prosedur pelayanan dan penyelesaian 
pengaduan (SOP = Standard Operating Procedure) yang sekurang-
kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut : 
(1)   penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, 
       dan efektifitas; 
(2)    Pelaksanaan penerimaan pengaduan Konsumen melalui berbagai 
cara antara lain tatap muka, telepon, email dan surat namun tidak 
termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di 
media (media sosial dan media massa); 
(3) Akses Konsumen untuk menyampaikan pengaduannya wajib 
dipublikasi oleh Bank untuk mempermudah Konsumen untuk  
menyampaikan pengaduannya. 
(4)  Setiap pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen wajib dicatat 
dan diregistrasi oleh Bank dan tanda terima pencatatan registrasi 
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pengaduan Konsumen tersebut diberikan kepada Konsumen untuk 
memberikan akses kepada Konsumen untuk mengetahui proses 
penyelesaian pengaduannya. 
(5)  Bank wajib segera menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan 
baik secara lisan dan tertulis dan menyelesaikan pengaduan paling 
lambat 20 (dua puluh) hari kerja. 
(6)  Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang 
jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari 
kerja. 
(7) Namun Bank dapat membuat Service Level Agreement (SLA) 
kepada unit kerja terkait lainnya di internal untuk mengatur dan 
mempercepat proses penyelesaian pengaduan kepada Konsumen. 
(8)  Tata cara komunikasi kepada Konsumen mencakup : 
(a) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan dalam format 
yang mudah dimengerti dan mudah diakses oleh Konsumen 
(dipublikasi bersamaan dengan sarana akses Konsumen dalam 
menyampaikan pengaduannya); dan 
(b)penawaran penyelesaian jika dari hasil analisa dan evaluasi 
yang dilakukan oleh Bank terjadinya pengaduan disebabkan 
kesalahan dari Bank. 
(9) Merahasiakan informasi mengenai Konsumen yang melakukan 
pengaduan kepada pihak manapun, kecuali: 
(a)  kepada Otoritas Jasa Keuangan; 
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(c)  dalam rangka penyelesaian pengaduan; 
(d)  diwajibkan oleh Peraturan Pelayanan dan Penyelesaian 
Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan  
perundang-undangan; dan/atau 
(e)  atas persetujuan Konsumen. 
10)   Bank wajib memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
(a) Bank dilarang memungut biaya atas pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan. 
(b) Bank wajib mengadministrasikan pelayanan dan penyelesaian 
pengaduan. Pengadministrasian wajib memuat informasi :  
(1) identitas Konsumen; 
(2) materi pengaduan; dan 
(3) tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan 
pengaduan. 
11) Bank menyediakan informasi mengenai status pengaduan 
Konsumen melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan 
oleh Bank antara lain melalui website, surat, email atau telepon 
(Konsumen dapat memantau perkembangan proses 
pengaduannya). 
12)  Bank dan Konsumen dapat memantau perkembangan status 
Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen 
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelayanan 
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Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. (sistem yang 
disediakan oleh OJK). 
13)   Lembaga Jasa Keuangan Bank dapat mengambil-alih pengaduan 
yang dicatatkan/ disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa 
Keuangan melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi 
Sektor Jasa Keuangan dan kemudian menyelesaikan secara 
internal dengan Konsumen serta kemudian menginformasikan 
hasil penyelesaian pengaduan Konsumen tersebut kepada OJK 
kembali melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi 
Sektor Jasa Keuangan. 
14)  Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status 
perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh 
Konsumen kepada Lembaga Jasa Keuangan Bank. 
15) Seluruh pengaduan Konsumen yang dicatat/diregistrasi oleh 
Lembaga Jasa Keuangan Bank wajib dilaporkan kepada OJK 
setiap triwulan yaitu sebelum tanggal 10 pada bulan Maret, Juni, 
September dan Desember dengan menggunakan format laporan 
yang terlampir pada SE OJK No. 2 /SEOJK.07/2014. 
16)   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengenakan sanksi kepada 
Lembaga Jasa Keuangan Bank pada setiap keterlambatan 
pelaporan penanganan penyelesaian pengaduan Konsumen. 
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Lembaga Keuangan Bank dapat melakukan penyelesaian pengaduan 
berupa : 
(a) pernyataan maaf, atau 
(b) Menawarkan ganti rugi (redress/remedy) kepada Konsumen, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Mengingat “pernyataan maaf‟ merupakan perbuatan kedua belah pihak 
antara Bank dan Konsumen maka tata cara pemberian         
“pernyataan maaf‟ dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak 
terdapat kesepakatan antara Bank dan Konsumen maka (Bank harus 
membuat) “pernyataan maaf” yang dilakukan secara tertulis. 
2) Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena 
aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut :  
a) terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang 
berkaitan dengan aspek finansial; 
b) pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Bank 
melakukan penelitian; 
c) adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan 
dengan produk dan/atau layanan yang diterima; 
d) adanya kerugian material; 
e) konsumen telah memenuhi kewajibannya. 
Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
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1) mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian 
dan penjelasan mengenai produk dan/atau pemanfaatan layanan yang 
tidak sesuai yang disertai dengan bukti-bukti; 
2)  permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya produk 
dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 
3) permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan   
dengan melampirkan surat kuasa; 
4) ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Konsumen dan 
paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Konsumen. 
Lembaga Jasa Keuangan Bank wajib membuat 1 (satu) laporan 
berkala setiap 3 bulan ke OJK yang materinya  mengandung unsur kerugian 
finansial dan adanya sengketa antara Lembaga Jasa Keuangan Bank dan 
Konsumen : 
a. Pengaduan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah 
ketidakpuasan Konsumen yang memuat kerugian finansial dan adanya 
sengketa antara Lembaga Jasa Keuangan Bank dengan Konsumen. 
b. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan baik secara fisik melalui media yang telah disediakan maupun 
disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen 
Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. 
c. Lembaga Jasa Keuangan Bank wajib melaporkan secara berkala adanya 
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan 
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
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d. Laporan Lembaga Jasa Keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dilakukan secara manual yaitu melalui pengiriman laporan secara fisik 
dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen 
Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. 
e. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, 
September, dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada 
hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari 
kerja pertama setelah hari libur dimaksud. 
f. Lembaga Jasa Keuangan Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan 
apabila penyampaian laporan pengaduan, penanganan dan penyelesaian 
pengaduan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut turut sejak akhir 
batas waktu penyampaian laporan. 
g. Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan/atau tidak 
disampaikannya laporan pengaduan, penanganan dan penyelesaian 
Pengaduan tidak menghapuskan kewajiban Lembaga Jasa Keuangan 
Bank untuk menyampaikan laporan tersebut. 
Implementasi amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Layanan Konsumen Terintegrasi 
(Integrated Financial Custamer Care). Hal ini sebagai salah satu bentuk 
dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dan 
masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang  dan Peraturan di Sektor 
Jasa Keuangan di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.  
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Ada 3 (tiga) jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan 
masyarakat. 
a. Layanan Konsumen OJK bisa menjadi tempat bagi konsumen keuangan 
dan masyarakat untuk meminta informasi/pertanyaan. 
b. Menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan informasi. 
c. Menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang 
berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh 
lembaga jasa keuangan di bawah kewenangan OJK.  
Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang 
diperlukan adalah sebagai berikut: 
1) Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada LJK terkait dan/atau 
jawabannya;  
2) Identitas diri lengkap;  
3) Deskripsi pengaduan; dan  
4) Dokumen pendukung (jika ada) 
Beberapa cara konsumen atau masyarakat untuk mengakses 
layanan pengaduan pada Otoritas Jasa Keuangan,   yaitu melalui : 
a. Telepon : (kode area lokal) 1500-655 
b. E-Mail : konsumen@ojk.go.id 
c. Faksimili : (021) 386-6032 
d. Website : http://sikapiuangmu.ojk.go.id 
Selain Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan menerima atau 
meminta informasi, pertanyaan dan pengaduan melalui cara tersebut diatas, 
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konsumen maupun masyarakat juga dapat mendatangi kantor OJK yang ada 
di masing-masing wilayah/regional Kantor OJK.  Bagan berikut adalah 
Akses Pengaduan Konsumen Pada OJK. 
 
Bagan 3 : 
AKSES PENGADUAN KONSUMEN PADA OJK 
7
Kanal Akses Pengaduan OJK
email
telepon
fax
online
surat
Anggota Dewan Komisioner OJK
Bidang Edukasi dan Perlindungan 
Konsumen
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2
Jakarta
+ 62 (21) 386 - 6032
sikapiuangmu.ojk.go.id
konsumen@ojk.go.id
pertanyaan
pengaduan
informasi
 
Sumber :   https ://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen
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Bagan : 4 
LAYANAN KONSUMEN PADA OJK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Sumber: Dokumentasi OJK  
 
 TAHAP 2 
                                   
          Konsumen  
 
TAHAP 1  
                             
 Konsumen          PUJK 
Pengaduan 
Informasi 
Pertanyaan 
P 
 
 
P I 
Pengaduan 
 
P 
Pertanyaan 
pertanyaan 
 
P 
Informasi 
 
I 
P 
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 Bagan : 5 
ALUR LAYANAN TERINTEGRASI (Financial Custamer Care) 
 
 
           
 
 
 
Verifikasi Lanjutan 
 
 
PUJK 
 
Konsumen / Masyarakat 
KLARIFIKASI 
A 
N 
A 
L 
I 
S 
A 
 
 
 
1 
 
Verifikasi 
Administrasi 
5 
3 
  
                   
   
     
4 
DUGAAN 
PELANGGARAN 
 
6 
7 DILUAR KEWENANGAN 
OJK 
 
FASILITASI SENGKETA 
 
 
 Perjanjian Fasilitasi 
Proses Fasilitasi 
Akta Kesepakatan /  
Berita Acara 
Monitoring 
2 
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Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (Financial Custamer 
Care) menerapkan fasilitas dengan sistem: 
a. Trackable 
Dengan sistem trackable, setiap saat konsumen dapat mengetahui 
perkembangan penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada OJK. 
b. Traceable 
Dengan sistem traceable, LJK dapat mengetahu proses penyelesaian 
pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara LJK dan 
konsumennya, dan dimohonkan fasilitasi penyelesaiannya oleh konsumen 
kepada OJK. 
        Bagan :  6 
Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi ( Financial Custamer Care) 
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 Berdasarkan data jumlah pengaduan terbanyak, tertinggi sektor 
perbankan ada 1756 pengaduan, Asuransi 559 pengaduan dan Lembaga 
Pembiayaan 301 pengaduan. Pada sektor perbankan 1756 pengaduan,  proses 
verifikasi awal 247, verifikasi lanjutan 4, telah diambilalih oleh PUJK 556 
pengaduan. Untuk proses fasilitasi dan klarifikasi pada sektor perbankan 
sejumlah 50, selesai oleh PUJK 275 , pengaduan dibatalkan 604 dan 
diteruskan pada Satuan Kerja (Satker) sejumlah 20 pengaduan.  Data tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :  
    Tabel : 5 
Jumlah Pengaduan Konsumen  Pada OJK  Jakarta 
1
Pengaduan Konsumen
1 Januari 2017 – 31 Desember 2017
Status
Tahap Penanganan 
Pengaduan
Sektor
Total
Total 
Pengaduan
Perbankan Asuransi
Lembaga
Pembiayaan
Proses Verifikasi Awal 247 127 85 471
1.162 kasus
(44%)
Verifikasi Lanjutan 4 8 66 78
Telah Diambil Alih 
PUJK (traceable)
556 57 0 613
Selesai
Fasilitasi & Klarifikasi 50 33 3 87
1.485 kasus
(56%)
Selesai oleh PUJK 275 53 16 354
Pengaduan 
Dibatalkan 
604 246 129 980
Diteruskan ke Satker 20 35 2 64
TOTAL 1.756 559 301 2.647 kasus
 Keterangan:  Dokumentasi OJK Jakarta. 
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Data pada OJK menunjukkan sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 
Desember 2017 bahwa pengaduan masalah kredit yang terbanyak 410 
pengaduan, restrukturisai lelang 382 pengaduan. Untuk Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) sebanyak 205, karena sistem pembayaran itu 
adalah kewenangan Bank Indonesia maka OJK berkoordinasi dengan BI, 
gadai emas 171, tabungan 116, adanya dugaan pelanggaran  91. Pengaduan 
terkait denda dan atau bunga 73, Lainnya terdiri dari Sistim Informasi Debitur 
(SID), Asuransi ( polis asuransi oleh Bank/Bancassurance), Bank Garansi 
dan Deposito sejumlah 308, jadi keseluruhan  pengaduan  sejumlah  1756. 
Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini : 
Tabel : 6 
Jenis  Pengaduan Konsumen  Perbankan   
 
2
Pengaduan Perbankan
1 Januari 2017– 31 Desember 2017
Jenis Pengaduan Jumlah
Kredit 410
Restrukturisasi dan/atau Lelang Jaminan 382
APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) 205
Gadai Emas 171
Tabungan 116
Dugaan Pelanggaran 91
Denda dan/atau bunga 73
Lainnya 308
Total 1756
*Lainnya: SID, Asuransi, Bank Garansi, Deposito
Keterangan:  Dokumentasi OJK Jakarta 
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b. Tindakan Represif : 
 1. Fasilitasi penyelesaian pengaduan; dan 
2. Pembelaan hukum konsumen . 
1.  Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan 
Fasilitasi penyelesaian  pengaduan merupakan pelaksanaan ketentuan 
Pasal 29 UU OJK. Dalam penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh 
Lembaga Jasa Keuangan Bank dan konsumen seringkali tidak  tercapai 
kesepakatan.  Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan 
dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui 
pengadilan.
192
 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana 
dimaksud dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(LAPS).
193
 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh 
Lembaga Jasa Keuangan yang dikordinasikan oleh asosiasi masing-masingg 
sektor jasa keuangan. 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah lembaga 
independen yang memberikan layanan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila 
penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan 
Bank melalui Internal Dispute Resolution (IDR) tidak mencapai kesepakatan. 
Penyelesaian Pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
dapat disampaikan oleh Konsumen apabila pengaduan tersebut belum pernah 
                                                          
192
 Pasal 2  ayat (2) POK Nomor 1/POJK.07/2014 
 
193
 Pasal 2 ayat (3) POJK  Nomor /POJK.07/2014 
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diselesaikan melalui lembaga arbitrase ataupun pengadilan dan pengaduan 
finansial kurang dari Rp 500.000.000  (Lima  ratus juta rupiah). 
Jumlah maksimum nilai sengketa sebagaimana dimaksud  dapat berupa 
nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada konsumen. 
Kerugian immateriil, antara lain karena pencemaran nama baik dan perbuatan 
tidak menyenangkan tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan nilai 
sengketa. Selain itu, sengketa yang diajukan untuk penyelesaian melalui OJK 
juga harus memenuhi ketentuan : 
(a)  Tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga 
arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi; 
(b)  Belum pernah difasilitasi oleh OJK; dan 
(c)  Diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat 
hasil penyelesaian pengaduan disampaikan oleh bank kepada konsumen. 
Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan 
mengisi formulir pengajuan penyelesaian sengketa dengan menyertakan 
dokumen berupa: 
(1). Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan bank 
kepadanasabah; 
(2). Fotokopi identitas nasabah yang masih berlaku; 
(3). Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang cukup 
bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah 
mendapatkan keputusan dari Lembaga Arbitrase, peradilan atau 
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lembaga mediasi perbankan lainnya dan belum pernah diproses 
dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh OJK; 
(4). Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa yang 
diajukan; 
(5). Fotokopi surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa 
dikuasakan. 
Selanjutnya pihak OJK memeriksa dokumen tersebut dan mencari 
fakta-fakta dengan memanggil pihak pelapor. Kemudian OJK menentukan 
apakah sengketa tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk difasilitasi 
oleh OJK. Jika memenuhi syarat, maka OJK akan menunjuk fasilitator yang 
merupakan Staff/karyawan OJK dibidang Edukasi dan Perlindungan 
Konsumen pada Direktorat Pelayanan Konsumen OJK. Setelah itu konsumen 
dan bank wajib menandatangani perjanjian fasilitasi yang pada pokoknya 
menyatakan konsumen dan bank telah sepakat untuk memilih penyelesaian 
sengketa difasilitasi oleh OJK dan akan tunduk dan patuh pada aturan 
fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK. 
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, proses pelaksanaan fasilitasi 
oleh OJK paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian 
fasilitasi, dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya 
berdasarkan kesepakatan konsumen dan bank. Kesepakatan hasil dari proses 
fasilitasi oleh OJK dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang 
ditandatangani konsumen dan bank. Kesepakatan perdamaian bersifat final 
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dan mengikat, artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan 
untuk proses fasilitasi ulang di OJK dan berlaku sebagai undang- undang bagi 
konsumen dan bank.  
Ketentuuan Pasal 11  POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Di Sektor Jasa Keuangan mengatur 
bahwa pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa oleh OJK ini hanya dapat 
dilakukan jika LAPS di sektor jasa keuangan yang dimaksud belum 
terbentuk. Namun dalam realitanya dalam penelitian diketahui bahwa  karena 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan  (LAPSPI) hanya ada 
di Jakarta sehingga LAPSPI belum optimal dalam menyelesaikan perselisihan 
sengketa perbankan diluar pengadilan antara konsumen dan lembaga 
perbankan, sehingga fasilitasi  penyelesaian sengketa tetap dilakukan oleh 
OJK  Regional di daerah. 
    Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) 
LAPS di bidang perbankan baru terbentuk pada tahun 2016 yang  
disebut  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia 
(LAPSPI). Sebagaimana telah disebutkandiatas bahwa kedudukan hukum 
LAPSPI hanya ada di Jakarta,  di Griya Perbanas Lt.1Jl. Perbanas, Karet 
Kuningan Setiabudi, Jakarta dengan alamat laman pada : http://lapspi.org/ 
Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Indonesia (LAPSPI) didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan MoU antara 6 
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(enam) Asosiasi Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional 
(PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank 
Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia 
(ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia 
(PERBINA) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia 
(PERBARINDO) tanggal 5 Mei 2014. 
Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam akta no. 36 tanggal 28 
April 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., dan telah mendapatkan 
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia vide Surat 
Keputusan MENKUMHAM nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015 
tanggal 16 September 2015. Sesuai POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPSPI 
telah dievaluasi oleh Tim Penilai OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan 
telah memenuhi persyaratan sebagai LAPS resmi yang terdaftar di OJK vide 
surat OJK No. No. S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015. 
Strategi pengembangan LAPSPI didasarkan kepada Strategi Nasional 
Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah 
Nasional; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
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VISI :  
 Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, 
terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan 
sengketa perbankan. 
MISI : 
1. Memberikan pelayanan alternatif penyelesaian sengketa yang adil, cepat, 
murah, dan efisien; 
2. Menyediakan skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses 
oleh konsumen; 
3. Menyediakan tenaga Mediator, Adjudikator, dan Arbiter yang kompeten, 
kredibel, dan memiliki integritas; 
4. Melaksanakan tata kelola Lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan 
prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan 
kewajaran (fairness); 
5. Mendorong industri perbankan dan masyarakat menggunakan LAPSPI 
sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang utama. 
LAPSI memiliki 143 anggota, yang terdiri dari 118 Bank Umum baik 
Konvensional maupun Syariah dan 25 perwakilan Bank Perkreditan 
Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS), yang terdiri dari 1 
Dewan Perwakilan Pusat (DPP) dan 24 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
PERBARINDO, yang mewakili +/- 1.600 BPR/BPRS di seluruh Indonesia. 
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                   Sesuai dengan Anggaran Dasar, maka setiap Lembaga Jasa Keuangan 
di sektor Perbankan yang memiliki ijin usaha perbankan, secara otomatis 
menjadi anggota LAPSPI dan akan dicatat dalam Daftar Anggota. Sebagai 
bukti keanggotaan, Pengurus menerbitkan Sertifikat Keanggotaan. Dengan 
adanya merger diantara bank anggota, jumlah anggota LAPSPI tahun 2017 
berkurang 2 anggota, sehingga menjadi 141 anggota.  
        Layanan LAPSPI  terdiri dari : 
a. Mediasi,  
b. Adjudikasi.  
c.  Arbitrase 
a. Mediasi  
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui 
proses perundingan untuk memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan 
dibantu oleh Mediator. Mediasi dipilih karena adanya keinginan para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa tanpa saling merugikan salah satu pihak (win-
win solution) dan mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang (long-
term relationship). Mediasi melalui LAPSPI dilakukan secara tertutup untuk 
umum sehingga unsur kerahasiaannya dapat terjaga. 
Beberapa pertimbangan  memilih Mediasi LAPSPI untuk menyelesaikan 
sengketa : 
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1. Mediator LAPSPI mampu membantu menyelesaikan permasalahan para 
pihak secara adil, cepat, murah dan efisien. 
2. Mediator LAPSPI adalah para profesional di bidang industri perbankan 
yang memahami dengan baik dunia perbankan dan mempunyai keahlian 
mediasi serta telah mempunyai sertifikat mediator nasional. 
 Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai solusi penyelesaian sengketa. 
Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi LAPSPI harus 
memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini: 
1. Merupakan sengketa perdata di bidang Perbankan atau berkaitan dengan 
bidang Perbankan; 
2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa; 
3. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan 
perdamaian; 
4. Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak 
berhasil mencapai perdamaian; dan 
5. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan Perjanjian Mediasi. 
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Pendaftaran Mediasi : 
1. Mediasi diselenggarakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 
Para Pihak atau salah satu Pihak kepada LAPSPI. Permohonan diajukan 
secara tertulis kepada Ketua LAPSPI, dan dialamatkan ke Kantor LAPSPI. 
2. Permohonan terdiri atas : 
1. Surat permohonan Mediasi yang memuat (Formulir Aplikasi Mediasi-
FAM 01 ). 
a.Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak 
b.Uraian singkat tentang sengketa 
c.Isi tuntutan; 
2) Lampiran-lampiran : 
a. Fotocopy bukti pembayaran atas Biaya Pendaftaran 
b. Fotocopy Perjanjian Mediasi 
c. Akta-akta bukti yang diajukan berikut keterangannya 
d. Fotocopy/salinan dokumen bukti-bukti pendukung 
 LAYANAN PROBONO 
Layanan Probono adalah layanan Mediasi secara cuma-cuma untuk 
sengketa dengan jumlah tuntutan ganti rugi sampai dengan              
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Pemohon 
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Rapat Pengurus 
LAPSPI. Untuk Layanan Probono Pengurus LAPSPI menunjuk 1 (satu) orang 
Mediator Tetap LAPSPI untuk menangani penyelesaian sengketa Para Pihak. 
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Nasabah perorangan harus menghadiri sendiri pertemuan perundingan yang 
diselenggarakan oleh Mediator dan tidak boleh diwakili oleh pihak ketiga. 
Dalam hal suatu pihak merupakan badan hukum, maka harus diwakili oleh 
pengurusnya dan/atau pegawainya yang sah dan berwenang atau berdasarkan 
Surat Kuasa khusus, untuk :  
a. mewakili badan hukum; 
b. mengambil keputusan untuk dan atas nama badan hukum; dan 
c. membuat perdamaian untuk dan atas nama badan hukum. 
Jika dipandang perlu oleh Mediator untuk kelancaran proses 
perundingan, Mediator dapat membatasi kehadiran Para Pihak. 
LAYANAN KOMERSIAL 
Layanan Komersial adalah layanan Mediasi berbayar untuk sengketa 
dengan jumlah Tuntutan Kerugian diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah). Para Pihak dalam Layanan Komersial berhak memilih dan 
menyepakati seorang atau paling banyak 2 (dua) orang Mediator yang tercatat 
dalam Daftar Mediator Tetap LAPSPI. Nasabah perorangan harus menghadiri 
sendiri pertemuan perundingan yang diselenggarakan oleh Mediator dan tidak 
boleh diwakili oleh pihak ketiga. Dalam hal suatu Pihak merupakan badan 
hukum, maka harus diwakili oleh pengurusnya dan/atau pegawainya yang sah 
dan berwenang atau berdasarkan Surat Kuasa khusus, untuk  mewakili badan 
hukum;  mengambil keputusan untuk dan atas nama badan hukum; dan  
membuat perdamaian untuk dan atas nama badan hukum. Jika dipandang 
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perlu oleh Mediator untuk kelancaran proses perundingan, Mediator dapat 
membatasi kehadiran Para Pihak. 
BIAYA – BIAYA 
1. Biaya Pendaftaran, yakni biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan 
penyelesaian sengketa melalui layanan Mediasi LAPSPI. 
2. Biaya Sengketa yakni biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
penyelenggaraan proses Mediasi, antara lain biaya pelaksanaan Mediasi 
yang dilaksanakan diluar kantor LAPSPI, biaya menghadirkan ahli 
dan/atau saksi, dan biaya-baya lain yang relevan dan wajar yang dapat 
diterima dan disepakati. 
3. Biaya Mediator, yakni biaya jasa Mediator yang harus dibayar dimuka 
sebelum pertemuan Mediasi pertama dilaksanakan, yang dihitung atas 
dasar prosentase tertentu dari nilai sengketa. Apabila nilai sengketa tidak 
disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu tuntutan pembayaran 
uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran 
Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara. 
b.    Adjudikasi 
Adjudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa diluar arbitrase dan 
peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu 
putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan 
tersebut maka putusan dimaksud mengikat Para Pihak. Adjudikator adalah 
seorang yang ditunjuk untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan 
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Adjudikasi mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya 
kepada LAPSPI. 
Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Adjudikasi LAPSPI 
harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini: 
1. Merupakan sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan 
bidang Perbankan; 
2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa; 
3. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan 
perdamaian; 
4. Sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi pada layanan Probono, 
tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; 
5. Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi 
Layanan Adjudikasi 
Layanan Adjudikasi hanya diberikan kepada nasabah dengan tuntutan 
ganti rugi sampai dengan Rp 500.000.000,- yang tidak mencapai kesepakatan 
perdamaian dalam proses Mediasi pada layanan Probono. Pada layanan 
Adjudikasi, Pengurus menetapkan 1 (satu) orang Adjudikator untuk memutus 
sengketa yang diajukan oleh Pemohon. Layanan Adjudikasi mengikat 
Termohon namun tidak mengikat Pemohon. 
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Pendaftaran Permohonan Adjudikasi 
(1)   Adjudikasi diselenggarakan berdasarkan Permohonan Adjudikasi yang 
diajukan pendaftarannya oleh Pemohon kepada LAPSPI.  
(2)  Permohonan Adjudikasi adalah berupa: 
 (a)  surat tuntutan yang memuat:  (i) nama lengkap, dan tempat tinggal 
atau tempat kedudukan Para Pihak; (ii) Resume Perkara tentang 
sengketa; (iii) isi tuntutan; dan 
(b) lampiran-lampiran: (i) fotokopi Perjanjian Adjudikasi; (ii) akta bukti; 
(iii) fotokopi/salinan dokumen bukti-bukti. 
 (3) Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap 
pendaftaran Permohonan Adjudikasi kepada Pemohon, dengan tembusan 
Termohon, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah 
tanggal diterimanya konfirmasi dari Pihak Termohon atas Permohonan 
Adjudikasi melalui LAPSPI oleh Pemohon. 
 (4) Apabila pendaftaran Permohonan Adjudikasi ditolak Pengurus, surat 
sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula alasan penolakan. Pemohon 
dapat mengajukannya kembali dengan memuat pula: 
 (a) pemberitahuan bahwa Pengurus akan segera menunjuk 1 (satu) orang 
Adjudikator; 
(b) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris; 
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(c) salinan Permohonan Adjudikasi untuk Termohon. 
 (5) Terhadap pendaftaran Permohonan Adjudikasi yang diterima 
sebagaimana dimaksud ayat (5), Sekretariat pada tanggal yang sama 
dengan tanggal konfirmasi tersebut mencatatkan Permohonan 
Adjudikasi ke dalam buku register perkara LAPSPI. 
 (6) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan konfirmasi 
terhadap pendaftaran Permohonan Adjudikasi kepada personil 
Sekretariat. 
Biaya-biaya. 
1. Biaya Pendaftaran, yakni biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan 
penyelesaian sengketa melalui layanan Adjudikasi LAPSPI. 
2. Biaya Pemeriksaan yakni biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
penyelenggaraan proses Adjudikasi, antara lain biaya pelaksanaan 
Adjudikasi, biaya transportasi dan akomodasi, biaya menghadirkan saksi 
fakta/ahli, dan biaya-biaya lain yang relevan dan wajar yang dapat diterima 
dan disepakati. 
3. Biaya Adjudikator, yakni biaya jasa Adjudikator yang harus dibayar dimuka 
sebelum sidang Adjudikasi pertama dilaksanakan, yang dihitung atas dasar 
prosentase tertentu dari nilai sengketa. Apabila nilai sengketa tidak 
disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu tuntutan pembayaran 
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uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran 
Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara. 
4. Biaya Pelaksanaan Putusan, yakni biaya yang harus dibayar terkait dengan 
pelaksanaan putusan Adjudikasi, antara lain biaya pendaftaran putusan 
Adjudikasi di Pengadilan Negeri, biaya pengambilan salinan putusan 
Adjudikasi di Pengadilan Negeri dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk 
pelaksanaan putusan Adjudikasi. 
c. Arbitrase 
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan 
dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan 
pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang 
bersengketa. 
Arbiter adalah seorang atau lebih yang merupakan Arbiter 
Tetap/Arbiter Ad Hoc LAPSPI yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa 
atau yang ditunjuk LAPSPI untuk memeriksa perkara dan memberikan 
Putusan Arbitrase mengenai sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada 
LAPSPI. 
 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI harus 
memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini: 
1. Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang 
perbankan; 
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2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa; 
3. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan 
perdamaian; 
4. Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase 
 Pendaftaran Arbitrase 
1. Arbitrase diselenggarakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 
Para Pihak atau salah satu Pihak kepada LAPSPI. Permohonan diajukan 
secara tertulis kepada Ketua LAPSPI, dan dialamatkan ke Kantor LAPSPI. 
2. Permohonan terdiri atas : 
 Surat permohonan Arbitrase yang memuat :  
 Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak 
 Uraian singkat tentang sengketa 
 Isi tuntutan; 
Lampiran-lampiran : 
a. Fotocopy bukti pembayaran atas Biaya Pendaftaran 
b. Fotocopy Perjanjian Arbitrase 
c. Akta-akta bukti yang diajukan berikut keterangannya 
d. Fotocopy/salinan dokumen bukti-bukti pendukung 
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   Layanan Arbitrase 
Layanan Arbitrase diperuntukkan kepada pemohon yang ditetapkan 
masuk dalam layanan komersial. Pada layanan Arbitrase, kepada para pihak 
akan dimintakan persetujuannya untuk bermediasi dalam setiap tahapan 
Arbitrase. Apabila dalam upaya Mediasi dan layanan Arbitrase dapat dicapai 
kesepakatan perdamaian, maka Arbiter/Majelis Arbiter akan menghentikan 
proses Arbitrase dan akan menetapkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian. 
Biaya-biaya 
1. Biaya Pendaftaran, yakni biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan 
penyelesaian sengketa melalui layanan Arbitrase LAPSPI. 
2. Biaya Pemeriksaan, yakni biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
penyelenggaraan proses Arbitrase, antara lain biaya pelaksanaan Arbitrase, 
biaya transportasi dan akomodasi, biaya menghadirkan saksi dan/ahli, dan 
biaya-biaya lain yang relevan dan wajar yang dapat diterima dan disepakati. 
3. Biaya Arbitrase, yakni biaya jasa Arbiter yang harus dibayar dimuka oleh 
Pemohon dan Termohon secara pro-rata sebelum sidang Arbitrase pertama 
dilaksanakan, yang dihitung atas dasar prosentase tertentu dari nilai 
sengketa. Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh Para Pihak atau tidak 
berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa 
ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan 
kompleksitas perkara. 
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Pada akhirnya dalam Putusan Arbitrase akan diputuskan kepada Pihak 
mana Biaya Arbitrase akan dibebankan, dengan ketentuan: 
1. Biaya Arbitrase dibebankan semua kepada Termohon jika tuntutan 
Pemohon dikabulkan seluruhnya; 
2. Biaya Arbitrase dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil 
jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian; 
3. Biaya Arbitrase dibebankan semua kepada Pemohon jika tuntutan Pemohon 
tidak diterima atau ditolak seluruhnya. 
4. Biaya Pelaksanaan Putusan, yakni biaya yang harus dibayar terkait dengan 
pelaksanaan Putusan Arbitrase, antara lain biaya pendaftaran putusan 
Arbitrase di Pengadilan Negeri, biaya pengambilan salinan putusan 
Arbitrase di Pengadilan Negeri, biaya pelaksanaan eksekusi apabila putusan 
Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga membutuhkan biaya 
untuk permohonan perintah eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat. 
Pihak yang menanggung Biaya Pendaftaran putusan Arbitrase dan 
Biaya Pengambilan Salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan adalah: 
1. Pemohon, apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya; 
2. Termohon, apabila Permohonan Arbitrase tidak diterima atau ditolak. 
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Biaya Permohonan Eksekusi dan Biaya Pelaksanaan Eksekusi 
dibebankan kepada Pemohon apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya. 
Perjanjian Arbitrase setelah Sengketa : 
 (1) Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase 
setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat 
dalam suatu Perjanjian Arbitrase tertulis yang ditandatangani Para Pihak 
(Acta Compromis).  
(2) Dalam hal Para Pihak tidak dapat menandatangani perjanjian sebagaimana 
dimaksud, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta 
notaris.  
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud harus memuat: (a) masalah yang 
dipersengketakan; (b) nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak; (c) 
Kesepakatan dan persetujuan Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa 
melalui forum Arbitrase LAPSPI. (d) nama lengkap dan tempat tinggal 
Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase; (e) tempat Arbiter Tunggal/Majelis 
Arbitrase akan mengambil keputusan; (f) nama lengkap Sekretaris; (g) 
jangka waktu penyelesaian sengketa; (h) pernyataan kesediaan dari Arbiter; 
dan (i) pernyataan kesediaan dari Pihak yang bersengketa untuk 
menanggung segala biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase.  
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 (4) Perjanjian Arbitrase  tidak memuat hal sebagaimana dimaksud adalah batal 
demi hukum, kecuali bila dinyatakan sebaliknya menurut hukum yang 
dipilih oleh Para Pihak.  
(5) LAPSPI, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan 
antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Arbitrase. 
Daftar Arbiter Pada LAPSPI  Di  Jakarta 
DR. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H., M.H. 
Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H, sejak tahun 1966 aktif menjabat sebagai 
Hakim di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Pada tahun 1998 beliau 
diangkat menjadi Hakim Tinggi Jakarta yang ditugaskan sebagai Koordinator 
Fungsional Puslitbang dan Diklat Mahkamah Agung RI. Karir beliau 
meningkat menjadi Hakim Agung RI sampai purna baktinya. Sewaktu 
bertugas di Mahkamah Agung, beliau merangkap sebagai Kepala Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung RI. 
Selain menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, saat ini beliau masih aktif mengisi 
berbagai acara seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan hukum dan 
peradilan. Karir profesionalnya saat ini ialah sebagai konsultan hukum. 
MARIANNA SUTADI, S.H. 
Marianna Sutadi, S.H.,M.H, mengawali karirnya sebagai Hakim Pengadilan 
Negeri sejak tahun 1964. Kemudian beliau diangkat sebagai Hakim Agung 
pada Mahkamah Agung RI pada tahun 1995. Beliau dipercaya menjadi Ketua 
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Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan pada tahun 2001 dan 
menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial pada tahun 
2004. Pada tahun 2010 - 2013 beliau diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh RI untuk Romania merangkap Republik Moldova. Sejak 
tahun 2017 beliau menjadi Arbiter pada Arbitrase ad-hoc, dan sebagai Arbiter 
Tetap LAPSPI. Disamping menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, beliau juga aktif 
mengisi berbagai acara seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan hukum 
dan peradilan. 
PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. 
Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, memulai karirya sebagai dosen di 
Fakultas Hukum UGM tahun 1980 dan diangkat menjadi Dekan Fakultas 
Hukum UGM pada tahun 1997-2000. Saat ini beliau menjadi Guru Besar 
Hukum Bisnis UGM, disamping sebagai Arbiter Tetap LAPSPI. Selain 
menjadi dosen dan pembimbing Tesis S2 dan Disertasi Doktor pada Program 
Pasca Sarjana UGM dan Universitas lainnya, beliau aktif sebagai Managing 
Partner pada Nindyo & Associate Capital Market Consultant, Inhouse Lawyer 
PT Asana Citra Yasa, Inhouse Lawyer PT Bank Lippo Tbk., Retainer Lawyer 
PT Bank Mandiri, Retainer Lawyer PT Bursa Efek Indonesia, Retainer 
Lawyer PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., Retainer Lawyer 
Perum Pegadaian, Retainer Lawyer PT Bank CIMB Niada Tbk, Retainer 
Lawyer PT Bank Nationalnobu dan Anggota Pengarah Komite Hukum 
Kementerian Negara  BUMN. 
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PROF. DR. H. MULADI, S.H. 
Prof. Dr. H. Muladi, S.H., memulai karir akademiknya sebagai Pembantu 
Dekan FH UNDIP (1977), Dekan FH UNDIP (1986) dan akhirnya menjadi 
Rektor UNDIP pada tahun 1994-1998. Pada kurun waktu 1998-1999 beliau 
diangkat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VII dan Menteri 
Kehakiman Kabinet Reformasi Pembangunan serta Menteri Sekretaris Negara 
Kabinet Reformasi Pembangunan. Beliau diangkat sebagai Hakim Agung RI 
pada tahun 2000 dan diangkat sebagai Gubernur Lemhannas pada tahun 
2005-2001. Selain menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, saat ini beliau juga aktif  
sebagai Presiden Komisaris di PT Pollux Properties dan PT Multipolar 
Technoloby, Komisaris Independen di PT First Media Tbk dan PT Lippo 
Karawaci Tbk, serta menjadi Komisaris Utama di PT Mulia Argo Perkasa, 
Surabaya. Beliau merupakan Founder & Chairman Justitia Law Firm, Jakarta. 
2.  Pembelaan Hukum  
OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan 
gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang 
dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada di bawah 
penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun maupun 
dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik.  Ketentuan ini diatur 
dalam Pasal 30  ayat (b) Undang-Undang OJK. 
 Pembelaan hukum ini dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai 
berikut : 
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 Merupakan gugatan legal standing bukan gugatan perwakilan kelompok 
(class action). 
 Dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan Konsumen. 
 Upaya terakhir bagi OJK apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak 
berhasil. 
 Diajukan berdasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. 
 Hanya dapat dilakukan terhadap kasus yang telah ditetapkan sanksi 
administraifnya oleh OJK. 
 Walaupun ketentuan Pasal 30 Undang-Undang  OJK mengatur tentang 
pembelaan hukum seperti tersebut diatas namun belum pernah diterapkan 
berdasarkan dengan berbagai kendala dan pertimbangan sebagaimana 
disampaikan oleh Kepala Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan 
Konsumen OJK Jakarta.
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2.  Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK). 
Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa alternatif (alternative 
dispute resolution), maka tata cara  penyelesaian sengketa konsumen melalui 
BPSK sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana formal.
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 Hasil Wawancara dengan  Bapak Tri Herdianto, Direktorat Pengembangan Kebijakan 
Perlindungan Konsumen OJK Jakarta, 13 September 2015. 
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  Kurniawan, Op.,Cit, hlm., 273. 
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Alternatif penyelesaian sengketa pada hakikatnya merupakan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Pasal 
52  huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa 
penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK meliputi konsiliasi, mediasi dan 
arbitrase. 
    Setiap konsumen yang dirugikan atau kuasanya atau ahli warisnya 
yang datang mengadu kepada BPSK harus mengajukan permohonan 
penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui 
sekretariat BPSK yang menangani pengaduan konsumen. Pengaduan 
konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili 
konsumen. 
 Permohonan yang dibuat secara tertulis yang diterima oleh 
sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon. Untuk 
permohonan yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh sekretariat 
BPSK dalam suatu formulir yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda 
tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan 
kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan 
penyelesaian sengketa baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh 
sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. 
Terhadap formulir pengaduan penyelesaian sengketa konsumen 
dilakukan penelitian yang meliputi penelitian kelengkapan formulir 
pengaduan dan bukti-bukti pendukung. Data pengaduan yang diterima secara 
benar dan lengkap diajukan oleh Sekretariat kepada Ketua BPSK, selanjutnya 
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Ketua BPSK membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar 
hadir pada sidang pertama. Ketua BPSK juga harus membentuk majelis 
sebelum sidang pertama dilaksanakan. Pengaduan yang tidak lengkap 
dikembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi. 
Pasal 17 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan 
bahwa Ketua BPSK menolak permohonona penyelesaian sengketa konsumen, 
apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 Kepmenperindag No. 350 tahun 2001 atau permohonan gugatan 
bukan merupakan kewenangan BPSK. 
Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK tidak berjenjang artinya para 
pihak dibebaskan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang diinginkan. 
Setelah Para pihak mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu cara 
penyelesaian sengketa konsumen dari tiga cara yang ada di BPSK, mediasi, 
konsiliasi atau arbitrase, maka BPSK wajib menangani dan menyelesaikan 
sengketa konsumen menurut pilihan yang ada.  
Jika para pihak telah memilih cara konsiliasi atau cara mediasi dan 
dalam proses penyelesaiannya gagal atau tidak tercapai kesepakatan 
mengenai bentuk atau besarnya jumlah ganti rugi, maka para pihak yang telah 
memilih misalnya konsiliasi, oleh majelis BPSK dilarang melanjutkan 
penyelesaiannya dengan cara lain, mediasi dan arbitrase. Demikian pula, jika 
telah dipilih cara mediasi dan di dalam proses penyelesaiannya tidak tercapai 
kesepakatan, maka para pihak maupun majelis BPSK dilarang melanjutkan 
penyelesaiannya dengan cara konsiliasi atau arbitrase.  
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Prosedur untuk memilih arbiter hasil pilihan konsumen dan arbiter hasil 
pilihan pelaku usaha, demikian juga arbiter ketiga dari unsur pemerintah 
dilakukan dengan mengisi formulir pemilihan arbiter. Hasil pemilihan arbiter 
tersebut telah dituangkan dalam pengisian formulir pemilihan arbiter akan 
ditetapkan oleh Ketua BPSK sebagai majelis yang menangani sengketa 
konsumen dengan cara arbitrase melalui surat penetapan. 
Berbeda dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Perlidungan 
Konsumen tidak mengatur tata cara pemilihan arbiter, selain menentukan 
bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha dapat memilih arbiter dari 
anggota BPSK yang ada.  
Penelitian pada BPSK Kota Malang, diketahui untuk pengaduan sektor 
perbankan sejak terbentuknya OJK Regional Malang sudah dialaihkan atau 
disarankan untuk mengadukan dan menyelesaikan pada Kantor OJK Malang. 
Namun untuk sektor jasa keuangan lainnya seperti Lembaga Pembiayaan, 
BPSK mau menerima pengaduan dan menyelesaikan sampai selesai karena 
ada kesepakatan. Sedangkan Lembaga Perbankan jika dipanggil oleh BPSK 
tidak mau hadir. Namun penelusuran peneliti dari kasus sengketa perbankan 
yang diajukakan kasasi di MA masih banyak  BPSK di beberapa kota yang 
masih menerima penyelesaikan sengketa perbankan.  Berikut Prosedur 
penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK. 
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Bagan: 7 
Prosedur  Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK
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Ditolak 
Konsumen mengajukan 
permohonona penyelesaian  
sengketa konsumen  
Sekretaris BPSK mendaftar dan 
memeriksa permohonan  
Diterima 
Tidak lengkap dan atau; 
Bukan wewenang BPSK 
 
 BPBPSK 
 
Konsumen memilih cara 
penyelesaian dan harus disetujui 
Pelaku usaha 
Konsiliasi Mediasi Arbitrase 
Ketua BPSK menunjuk  
Majelis dan Panitera 
Memanggil Pelaku Usaha 
Sidang I 
Cara Konsiliasi Cara Mediasi Cara Arbitrase 
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 Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan cara mediasi dan 
konsiliasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada para pihak untuk  
mencari  solusi terhadap permasalahan yang disengketakan. Apabila tercapai 
kesepakatan maka dibuat perjanjian penyelesaian sengketa secara tertulis 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta kemudian dikuatkan dalam 
putusan BPSK. Perjanjian kesepakatan secara tertulis ini merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari putusan BPSK dan harus ditaati oleh kedua pihak. 
Peran BPSK di sini semata-mata hanya bersifat sebagai fasilitator yang 
bersifat netral. BPSK sebagai mediator dan konsiliator adalah pihak ketiga 
yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak. 
Sehingga pada hakikatnya hasil putusan mediasi dan konsiliasi dalam 
sengketa konsumen adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu 
oleh BPSK.
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Jika para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa di BPSK 
dilakukan dengan cara arbitrase, maka secara yuridis, putusan BPSK harus 
dipandang sebagai suatu putusan badan arbitrase. Oleh karena itulah, 
keberatan terhadap putusan BPSK harus ditinjau dan dipertimbangkan dalam 
konteks keberatan terhadap putusan lembaga arbitrase, sehingga penerapan 
hukumnya harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-
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 Munir Fuady , “Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnisí”, PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung Tahun 2000, hlm.33- 53. 
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Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa.  (UU AAPS). 
 
Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan  oleh salah satu atau para pihak dianggap tidak berhasil maka para 
pihak diberi kesempatan menurut Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.  
Jika  setelah perjanjian disetujui dan dituangkan dalam suatu putusan 
BPSK, kemudian pelaku usaha tidak mau mentaati putusan atau wanprestasi, 
maka pihak konsumen yang dirugikan  dapat mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri atas dasar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, wanprestasi 
terhadap putusan perdamaian yang telah disepakati bersama.
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 Sehingga jika para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa 
konsumen di BPSK dengan jalan arbitrase, maka hal tersebut merupakan 
pactum de compremittendo, artinya para pihak telah sepakat bahwa 
penyelesaian sengketanya, akan diselesaikan berdasarkan arbitrase. Dengan 
kata lain, para pihak sepakat untuk tidak menginginkan menyelesaikan 
melalui pengadilan dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan 
BPSK. 
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Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa ketentuan arbitrase BPSK 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyimpang dari 
ketentuan umum mengenai arbitrase yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 
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Tahun 1999 (UU AAPS). Salah satu ketentuan yang menyimpang adalah 
terlibatnya Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa para pihak yang 
telah terikat dalam perjanjian arbitrase, tetapi sebaliknya masih dimungkinkan 
atau dibuka upaya hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa 
yang telah diputus secara arbitrase oleh BPSK. 
Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 (UU AAPS) menyebutkan bahwa 
terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan 
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut :  
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;  
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau 
 c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa. 
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70  UU No. 30 tahun 1999  (UU 
AAPS) ditegaskan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan 
terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-
alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan 
dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan 
alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat 
digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau 
menolak permohonan. 
208 
 
Penjelasan Pasal 70 UU NO 30 Th 1999 ( UU AAPS),  ini kemudian 
menimbulkan masalah karena adanya batasan waktu yang tercantum dalam 
ketentuan pasal selanjutnya yaitu Pasal 71 UU 30 Th 1999 ( UU AAPS), 
permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan 
dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. 
Sehingga polemik ini kemudian diputuskan Mahkamah konstitusi 
setelah adanya yudicial review terhadap Penjelasan Pasal 70 UU No.30 Tahun 
1999 dimaksud yang mana putusan MK  mengabulkan uji materi Penjelasan 
Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)  “Menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU 
AAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai  
kekuatan hukum mengikat,”  
  Menurut pemohon  Pasal 70 UU AAPS tidak bisa dilepaskan dengan 
Pasal 71 UU AAPS terkait jangka waktu penyelesaian perkara pembatalan 
putusan arbitrase yang diajukan hanya selama 30 hari di pengadilan. Sebab 
tidak mungkin jangka waktu 30 hari bisa diputuskan, termasuk kalau diajukan 
keberatan (banding) ke di MA. Artinya, Penjelasan Pasal 70 itu tidak bisa 
diterapkan apabila alasan permohonan pembatalan harus dengan putusan 
pengadilan (pidana) terkait pembuktian pemalsuan atau penggelapan 
dokumen, adanya tipu muslihat. Mahkamah menilai Pasal 70 UU AAPS 
sudah cukup jelas (expressis verbis), sehingga tidak perlu ditafsirkan lain. 
Namun, yang menimbulkan multitafsir adalah Penjelasan Pasal 70. Sebab, 
209 
 
ketentuan itu dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus 
dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan 
permohonan pembatalan. Atau alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam 
sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan,      “ apakah sebelum 
mengajukan permohonan pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu 
alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan. Dengan alasan 
yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadi syarat pengajuan 
pembatalan atau syarat alasan yang masih menjadi dugaan pemohon harus 
dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat 
diajukannya permohonan pembatalan,”  Menurut Mahkamah Konstitusi dua 
tafsir tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama yang dipergunakan, 
berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan 
berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan 
waktu yang tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa arbitrase yang 
cepat. Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin 
jangka waktu 30 hari tersebut dapat dipenuhi. “Penjelasan Pasal 70 UU 
30/1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan 
demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.”       
 BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan, sehingga BPSK menurut peraturan perundang-undangan ini, telah 
dipisahkan dari lingkup peradilan, namun dalam Undang-Undang 
210 
 
Perlindungan Konsumen, tetap mencantumkan ketentuan tentang adanya 
hubungan  dengan badan peradilan, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja 
dari sistem peradilan umum, baik perdata maupun pidana.
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Keterkaitan BPSK dengan sistem Peradilan Umum juga dapat dilihat dari 
3 hal, yaitu
201
: 
a. Para pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan 
kepada Pengadilan Negeri (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen/ UU PK juncto. Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001), dan selanjutnya jika para pihak masih berkeberatan 
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dapat mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung (Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen/UU PK). 
b. Apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan 
terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka 
BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan 
penyelidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 
56 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen /UU PK juncto. Pasal 
41 ayat (6) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001). 
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 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen yang 
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. 
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 Al Wisnubroto, Nugroho As‟ad, Nurhasan, “Panduan Sukses Berperkara Penyelesaian Efektif 
Sengketa Konsumen” hlm.41. 
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c. Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri di 
tempat konsumen dirugikan.
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan 
final dan mengikat berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum 
lanjutan. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak konsisten 
dalam mengkonstruksikan putusan BPSK, karena dalam pasal  selanjutnya 
justru dikatakan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK 
dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.
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Keberatan yang dilakukan dengan mengacu penerapan hukum secara 
luas ini, seolah-olah merupakan pemeriksaan ulangan terhadap suatu perkara 
yang telah diadili oleh BPSK, padahal sesungguhnya penerapan “keberatan” 
tidak dimaksudkan untuk memeriksa kembali pokok sengketanya.
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Pemeriksaan ulang tidak mungkin dilakukan, karena adanya batasan waktu 
yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, Pengadilan Negeri wajib memberi putusan perkara keberatan 
tersebut, dalam waktu yang paling lambat 21 hari sejak diterimanya 
keberatan.”205 
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 Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen junto. Pasal 42 ayat (2) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen, mengenai Tugas dan Kewajiban BPSK. 
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 Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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  Susanti Adi Nugroho, Op.,Cit,hlm 253. 
 
205
 Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menegaskan secara 
limitative luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan BPSK ini.  Pada 
praktek peradilan implementasi instrument hukum “keberatan” ini sangat 
membingungkan dan menimbulkan berbagai persespsi  dan interpretasi, 
terutama bagi para hakim dan lembaga peradilan. Hal ini disebabkan 
terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada.  
upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan, atau 
permohonan dan perlu atau tidaknya BPSK turut digugat agar dapat secara 
langsung didengar keterangannya.  
Meskipun penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam hukum acara 
yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa Pengadilan Negeri yang 
menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu 
paling lama 21 hari, sehingga keberatan ini dianalogikan sebagai upaya 
gugatan baru ataupun gugatan perlawanan, karena proses perkara gugatan 
baru atau perlawanan sangatlah formal dan memerlukan waktu yang lama. 
Dengan demikian, upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak 
putusan BPSK tidak lain harus ditafsirkan sebagai upaya hukum banding. 
Dalam praktek peradilan saat ini, dalam mengimplementasi instrumen 
hukum keberatan ini, sulit menyatukan persepsi terutama Hakim, manakala 
tidak ada panduan yang jelas dan konsisten terhadap penafsiran maksud suatu 
undang-undang, sehingga tidak ada konsistensi dan kesatuan pendapat dari 
berbagai putusan pengadilan. Apabila ketika instrument untuk melaksanakan 
undang-undang tersebu tidak tersedia di pengadilan. Oleh karena itu, timbul 
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disparitas putusan terhadap suatu sengketa konsumen yang pada dasarnya 
merupakan suatu perkara keberatan terhadap putusan BPSK.  Ada yang 
menafsirkan harus diajukan dengan gugatan, perlawanan, permohonan, dan 
masih dipertanyakan perlu atau tidaknya lembaga BPSK turut digugat agar 
dapat secara langsung didengar keterangannya atau ada yang mendasarkan 
pada hukum acara perdata yang mengatur untuk pembatalan suatu produk 
hukum, maka pihak yang mengeluarkan produk tersebut harus diajukan 
sebagai pihak. 
Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut 
proses beracara yang disebabkan kurang jelasnya pengaturan hukum acara 
pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak adanya konsistensi 
serta kesatuan pendapat  dari berbagai putusan Pengadilan maka mahkamah 
Agung dengan tujuan menyamakan persepsi pada seluruh lembaga peradilan 
di Indonesia maka pada tanggal 15 Maret 2006 menerbitkan Peraturan 
Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2006 mengenai Tata Cara 
Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK. 
Mahkamah Agung menetapkan bahwa keberatan merupakan upaya 
hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang 
dikeluarkan oleh BPSK saja, tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari 
mediasi dan konsliasi.  
Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 menentukan bahwa 
keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukanbaik oleh pelaku usaha dan 
/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen 
214 
 
dengan ketentuan batas waktu 14 (empat belas)  hari setelah menerima 
pemberitahuan putusan BPSK.  
Dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran keberatan sekurang-
kurangnya terdiri dari : 
1. Memori keberatan yang memuat alasan-alasan yang menjadi  kebaratan 
bagi pihak pemohon keberatan terhadap putusan BPSK. 
2. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat konsumen 
bertempat tinggal. 
3. Salinan putusan BPSK. 
4. Surat kuasa khusus  dari pemohon kepada kuasa hukumnya (bila pemohon 
menguasakan kepada kuasa hukum, dan fotocopi kartu advokat kuasa 
hukum yang bersangkutan. 
PERMA juga menetapkan bahwa dalam pengajuan keberatan, lembaga 
BPSK tidak dapat menjadi pihak karena keberatan yang  diajukan ke  
Pengadilan Negeri diposisikan sebagai upaya hukum banding, maka majelis 
arbitrase BPSK seharusnya dilihat sebagai pihak yang menyelesaikan 
sengketa bukan sebagai pihak yang bersengketa. 
Untuk mencegah disparitas putusan, maka Pasal 5 Ayat (4) PERMA 
No.1 Tahun 2006 menentukan jika keberatan diajukan oleh konsumen 
maupun pelaku usaha yang sama, maka perkara tersebut harus didaftar  
dengan nomer register perkara yang sama. Maksud ketentuan tersebut agar 
terhadap putusan arbitrase BPSK yang sama, sejogjanya diperiksa dan 
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diputuskan oleh majelis hakim yang sama agar tidak terjadi putusan yang 
berbeda yang pada hakikatnya bersumber pada putusan BPSK yang sama. 
Bagan berikut adalah penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non- 
Litigasi ) , melalui BPSK dan diajukan keberatan di Pengadilan Negeri  
sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. 
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Bagan : 8 
Penyelesaian Sengketa Konsumen pada BPSK Sampai Mahkamah Agung
206
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
206
 Sumber : Kurniawan, Op., Cit, hlm.282 
 
Putusan ditolak salah  
satu  pihak 
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Pengajuan keberatan  
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Putusan diterima para pihak 
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3.   Putusan Mahkamah Agung Pada Sengketa  Perbankan Dalam Praktek 
Peradilan . 
Berikut ini adalah Putusan Mahkamah Agung  dalam Sengketa  
Perbankan antara Konsumen dan  Bank,  yang sebelumnya penyelesaian 
sengketa didahului  dibawa ke BPSK kemudian salah satu pihak mengajukan 
keberatan di Pengadilan Negeri dan selanjutnya para pihak mengajukan  
kasasi  ke Mahkamah Agung.  
1. Putusan  Mahkamah Agung Nomor 770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 
    a. Para pihak :  1. PT BRI   (Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan)  
 2 . Hendra Gunawan ( Termohon Kasasi  dahulu Termohon   
Keberatan) 
    b. Tempat   Peristiwa : Tanjung Balai, Asahan.  
c. Posisi Kasus : 
 Bahwa Sdr Ahmad Gumri  (almarhum) dan Sdri. Arbaiyati selaku 
istri ybs adalah Debitur PT BRI yang telah menikmati Fasilitas 
Kredit Modal Kerja sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 
20 Mei 199 dan  beberapa kali perpanjangan Fasilitas Kredit  
terakhir Akta Perpanjangan Kredit Nomor 52 tanggal 27 Mei 2003 . 
 Bahwa  untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, telah 
diserahkan beberapa agunan berupa sebagai bberikut : 
- Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 48 seluas 995 m2 atas nama 
Ahmad Gumri; 
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- Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 4 seluas .845 m2 atas nama 
Arbiati; 
- Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 14 seluas 820 m2 atas nama 
Ahmad Gumri; 
Selanjutnya terhadap agunan berupa tanah dan bangunan SHM 
sebagaimana disebutkan di atas telah dibebani dengan Hak 
tanggunagan guna menjamin  pelunasan kredit H. Ahmad Gumri di 
BRI sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggunan yang menyatakan bahwa :  hak 
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah yang selanjutnya disebut Hak tanggungan adalah hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok - Pokok 
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu 
terhadap kreditur-kreditur lain. 
 Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Ahmad Gumri dan 
istrinya (Arbaiyati) tersebut di atas macet; 
 Bahwa Bank BRI  selaku pemegang Hak tangungan atas agunan 
tersebut telah dijamin haknya berdasar Undang-Undang Hak 
Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan : ” Apabila debitor 
cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
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melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan tersebut.” 
Dengan demikian guna memenuhi haknya atas pelunasan kredit 
macet H.Ahmad Gumri, Bank BRI mengajukan permohonan 
pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang di 
Kisaran berupa permohonan dilakukannya “Parate Eksekusi” yang 
telah sesuai dengan Undang-undang. 
 Bahwa sesuai ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan No 106/PMK06 tahun 203,  
Bank BRI melakuakan pendaftaran lelang dan telah ditetapkan Hari 
dan tanggal lelang yaitu : Hari Kamis tanggal 20 Mei 2010. Namun 
dalam pelaksanaannya obyek lelan tidak laku dijual. 
 Bahwa  H. Ahmad Gumri sebagai debitur telah meninggal dunia 
pada tanggal 17 Januari 2015 dan Hendra Gunawan adalah selaku 
ahli waris. 
 Bahwa  Hendra Gunawan selaku ahli waris mengirim surat  
permohonan untuk meminta informasi  yang jelas tentang berapa 
jumlah hutang dari H. Ahmad Gumri pada Pimpinan Bank Rakyat 
Indonesia, Tbk Cabang Tanjung Balai yang tembusannya dikirimkan 
kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, PT Bank Rakyat Indonesia  
Sumatera Utara di Medan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi 
Sumatera Utara di Medan namun tidak mendapat tanggapan dari 
pelaku usaha (Bank Rakyat Indonesia). 
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 Bahwa Hendra Gunawan mengajukan gugatan kepada BPSK namun 
PT Bank Rakyat Indonesia tidak pernah hadir dengan dalih bahwa 
Bank Rakyat Indonesia tidak menyetujui baik secara lisan maupun 
tertulis untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepada BPSK 
Batu Bara. 
b)   Putusan BPSK. 
 Menimbang bahwa Ahli Waris Konsumen  dalam hal ini diwakili 
oleh Hendra Gunawan telah menunjukkan keseriusannya untuk 
menyelesaikan hutang-hutang orangtuanya  sebagai  debitur Bank 
Rakyat Indonesia Tbk Cabang Tanjung Balai yaitu dengan mencari 
kejelasan tentang hutang-hutang tersebut dengan mendatangi kantor 
Bank  Indonesia pada tanggal 22 januari 2015. 
 Mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya; 
 Menyatakan konsumen adalah beritikad baik dan ada kerugian 
dipihak konsumen; 
 Menghukum Pelaku Usaha mengembalikan Sertifikat Hak Milik 
yang keseluruhannya atas nama H. Ahmad Gumri tanpa dibebani 
apapun juga kepada ahli waris H.  Ahmad Gumri. 
 Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp 
500.000 setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi 
keputusan. 
 Bahwa kemudian PT BRI ( pemohon keberatan)  mengajukan 
keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batubara. 
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c) Putusan Pengadilan Negeri N0 8/Pdt. Sus/2015/PNTjb tangal 18 Agustus 
2015. 
- Dalam Eksepsi : menolak eksepsi Termohon Keberatan   (Hendra 
Gunawan) untuk seluruhnya. 
 Dalam Pokok perkara : menyatakan keberatan Pemohon (BRI) tidak 
diterima. 
 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp 491.000 
 Bahwa Pemohon Keberatan (BRI) mengajukan  memori kasasi ke 
Mahkamah Agung. 
Menimbang, 
 Bahwa terhadap keberatan -keberatan tersebut, Mahkamah Agung 
berpendapat : 
 Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah 
meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 September 2015 
dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2015 dihubungkan 
dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan 
Negeri Tanjung Balai telah salah menerapkan hukum, dengan 
pertimbangan sebagai berikut :  
 Bahwa orang tua Termohon Keberatan Almarhum  H. Ahmad Gumri 
adalah debitur penerima fasilitas kredit dari pemohon keberatan 
bukan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 
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Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen; 
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sengketa a quo adalah 
sengketa pelaksanaan perjanjian kredit antara orang tua termohon 
keberatan dengan pemohon keberatan, dan sebagai debitur orang tua 
termohon keberatan tidak membayar lunas hutangnya sehingga 
sengketa a quo adalah sengketa ingkar janji yang merupakan 
kewenangan majelis perdata biasa bukan sengketa konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 
angka 8, dan Pasal 3 SK Menperindag Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
BPSK sehingga BPSK Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan 
memutus perkara a quo; 
Menimbang,  
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung 
berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi 
dari Pemohon Kasasi PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk. Kantor 
Cabang Tanjung Balai tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan 
Negeri Tanjung Balai Nomor 18/Pdt.Sus/2015/PN Tjb tanggal 18 Agustus 
2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara  a quo dengan 
amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; 
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Menimbang,  
- bahwa karena Pemohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan 
dikabulkan, maka Termohon Kasasi / Termohon Keberatan harus dihukum 
untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan; 
Memperhatikan,  
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana  telah diubah  dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 
dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta 
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
Mengadili : 
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai tersebut; 
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 
18/Pdt.Sus/2015/PN Tjb tanggal 18 Agustus 2015; 
Mengadili Sendiri : 
- Menolak eksepsi termohon keberatan untuk seluruhnya; dalam pokok 
perkara; 
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten 
Batu Bara Nomor 04/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2015 tanggal 29 Juni 
2015; 
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- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 
- Menghukum termohon Kasasi/termohon keberatan untuk membayar biaya 
perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan 
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). 
Analisis terhadap kasus :  
Kasus ini berawal dari Perjanjian kredit antara almarhum  H. Ahmad 
Gumri dengan Bank Rakyat Indonesia  kemudian terjadi kredit macet. Bank 
selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut berdasar Pasal 6 
Undang-Undang Hak Tanggungan mengajukan pendaftaran lelang pada 
Kantor Lelang Kisaran dan dilaksanakan lelang namun dalam pelaksanannya 
obyek lelang tidak laku terjual. Hendra Gunawan sebagai ahli waris berhak  
untuk mendapatkan informasi berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 7 huruf (c) 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :” Kewajiban pelaku 
usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif.” Namun faktanya ahli waris  konsumen tidak 
diberikan informasi tentang jumlah hutang yang ditinggalkan oleh almarhum 
orang tuanya, walaupun Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam 
Pasal 7 huruf (g) mengatur bahwa” pelaku usaha wajib memberikan informasi 
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /jasa 
serta memberikan penjelasan, penggunaan, peraikan dan pemeliharaan.” 
Maka kemudian Ahli waris mengajukan gugatan  melalui BPSK 
Kabupaten Batubara yang kemudian BPSK memanggil pelaku usaha (BRI) 
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namun tidak hadir dengan dalil bahwa perjanjian kredit antara BRI (pemohon 
keberatan) dengan debitur /H. Ahmad Gumri telah diatur dan disepakati telah 
memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor 
Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Oleh karena itu sudah sepatutnya 
penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yakni di 
Pengadilan Negeri Tanjung Balai bukan melalui BPSK Batu Bara.  Dalil lain 
yang diargumentasikan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) bahwa  sesuai 
dengan ketentuan Pasal 52 huruf ( a) Undang Undang  Perlindungan 
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 4 Kepmen Perindag 350/2001 
bahwa alternatif dan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK melalui cara 
arbitrase, mediasi atau konsiliasi berdasarkan persetujuan para pihak. 
Bahwa putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK dengan 
argumentasi adalah obyek sengketa adalah perjanjian kredit dalam hal ini 
ingkar janji/wanprestasi bukan sengketa konsumen sehingga diselesaikan 
melalui gugatan perdata melalui Peradilan Umum bukan melalui BPSK. 
Jika dianalis lebih dalam OJK tidak bertindak apapun yang seharusanya 
berdasarkan ketentuan pasal 29 butir (c) UU OJK yaitu : OJK melakukan 
pelayanan pengaduan Konsumen “  memfasilitasi penyelesaian pengaduan 
konsumen yang dirugikan oleh pelaku  di lembaga jasa keuangan. “  
Namun  walaupun konsumen sudah memberikan tembusan pengaduan 
melalui OJK Propinsi Sumatera Utara di Medan namun tidak mendapatkan 
respon, sehingga  konsumen  dirugikan karena ketidak pastian hukum yang 
tidak berkeadilan bagi debitur konsumen perbankan.  
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2. Putusan Nomor 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 
Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat 
kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:  
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.  Kantor Cabang Bogor, 
yang diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., selaku Pjs. Legal Division 
Head, berkedudukan di Jalan Pengadilan Kav. 13-15, Kodya Bogor, dalam 
hal ini memberi kuasa kepada Widi Hardjuni, S.H., Feri Adityo, S.H., Alfiyan 
Gesit Supraba, S.H., kesemuanya adalah pegawai yang bertugas di bagian 
hukum pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Pusat, 
berkantor di Menara Bank BTN Lt.14, Jalan Gajahmada Nomor 1, Jakarta 
Pusat 10130, dan Kantor Cabang Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus 
tanggal 7 Januari 2014, sebagai pemohon kasasi dahulu pemohon 
keberatan/pembantah; 
Melawan: 
1. Mohamad Sopian, bertempat tinggal di Kampung Abyubud, RT.02/RW.01 
Desa Rancagong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur; 
2. Dety, bertempat tinggal di Bumi Emas Bhayangkara Blok C 05 Nomor 06 
RT.02/RW.17, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur; 
3. Hasna Lastry, S.H., Mkn., bertempat tinggal di Jalan Raya Sukabumi 
Nomor 57, Cianjur; 
4. Arti Mulyati, bertempat tinggal di Bumi Emas Bhayangkara Blok C 05A, 
Nomor 4, RT.02/RW.17, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten 
Cianjur; 
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5. PT Bank Pundi Cabang Cianjur, bertempat tinggal di jalan HOS Cokro 
Aminoto Nomor 136A, Cianjur, sebagai para Termohon Kasasi dahulu 
Termohon Keberatan I sampai dengan V/Terbantah I sampai dengan V; 
Menimbang,  
- bahwa terhadap keberatan- keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung 
berpendapat :  
Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan 12 : bahwa keberatan- 
keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara 
seksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dihubungkan dengan 
pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor telah 
salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :  
- Bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian kredit yang salah satu 
klausulnya telah menentukan Pengadilan yang berwenang mengadili, yaitu 
Pengadilan Negeri Bogor, sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa 
perselisihan a quo pada tingkat pertama; 
- Lagipula perselisihan perjanjian kredit tidak termasuk kewenangan BPSK. 
- Menimbang, bahwa dengan tidak / tanpa mempertimbangkan alasan-alasan 
kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Kantor Cabang Bogor tersebut dan membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.Bth/BPSK/2013/PN Bgr., tanggal 
30 Desember 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara 
a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; 
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Menimbang,  
- bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon 
Keberatan / Pembantah dikabulkan, maka para Termohon Kasasi / 
Termohon Keberatan I sampai dengan IV / Terbantah I sampai dengan IV 
harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat 
peradilan; 
Memperhatikan, 
-  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
Mengadili, 
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Bank Tabungan 
Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bogor tersebut; 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 
132/PDT.Bth/BPSK/2013/PN Bgr., tanggal 23 Desember 2013 
Mengadili Sendiri, 
1. Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili; 
2. Menghukum para termohon kasasi/termohon keberatan I sampai dengan 
IV/terbantah I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara pada 
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semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar 
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); 
Kasus-kasus diatas adalah contoh kasus sengketa perbankan yang dari 
penelusuran peneliti 
207
 oleh Mahkamah Agung putusan BPSK dibatalkan 
dimana sebelumnya putusan BPSK ini diajukan keberatan di Pengadilan 
Negeri  kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan MA bahwa BPSK 
tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa konsumen perbankan dan  
dan putusan BPSK dibatalkan. 
 
B.  Faktor Ketidakpastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif Dalam 
Penyelesaian Sengketa Perbankan.   
Hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma  (nilai) mengenai 
suatu segi kehidupan masyakat, yang bermaksud mencapai kedamaian dalam 
masyarkat serta bersifat keadilan dan kemanfaatan.
208
  Sudikno mengatakan 
bahwa hukum  juga  merupakan  keseluruhan  kumpulan peraturan-peraturan 
atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan 
pelaksanannya dengan suatu sanksi.
209
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Membangun sistem
210
 hukum nasional, lebih luas dari hanya sekedar 
memproduksi sekumpulan peraturan tertulis dan norma-norma belaka. Di luar 
peraturan dan norma tersebut, terdapat elemen-elemen lain yang tersusun 
dalam jalinan interaksi yang idealnya bermuara pada pencapaian tujuan dan 
kepentingan nasional.
211
 
Menurut Abdul Manan fungsi hukum antara lain, pertama, sebagai 
standard of conduct yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus 
ditaati oleh setiap orang  dalam bertindak dan melakukan hubungan satu 
dengan yang lain; kedua, sebagai as a tool of social engineering, yakni 
sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, 
baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat; ketiga, sebagai as a tool 
of social control, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan 
perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum, 
agama dan susila; keempat,, sebagai as a facility on of human intraction, 
yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga 
menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses 
interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan 
perubahan dalam kehidupan masyarakat.
212
  
                                                          
210
 Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari elemenen yang saling berinteraksi untk mencapai tujuan 
tertentu,  Sunaryati Hartono, lihat Garuda Wiko Garuda Wiko, “Pembangunan Sistem Hukum 
berkeadilan”, dalam Satya Arinanto (editor),  Ninuk Triyanti, Memahami Hukum  Dari Konstruksi 
Sampai Implementasi, Cetakan ke 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.6. 
 
211
  Ibid,  hlm.6. 
 
212
  Abdul Manan, Op.Cit., hlm. 3 
 
231 
 
Agar fungsi hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka 
hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, harus selalu 
diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika 
kehidupan masyarakat. Satjipto Raharjo menyebutnya teori Hukum Progresif  
yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, 
hukum itu bukan  hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, 
kultur dan cita-cita.
213
   
Keberadaan hukum diberbagai bidang dalam masyarakat diharapkan 
untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, 
sarana kontrol sosial, sarana sosial engineering, sarana emansipasi 
masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan 
atau sebagai sarana pendistribusian keadilan. Dalam hal ini Dragon 
Milovanovic lebih senang menyederhanakan fungsi-fungsi hukum tersebut 
dalam tiga kategori, yaitu repressive function, fasilitative function dan 
ideological function.
214
 
Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum adalah  
perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah 
untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh 
masyarakat. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan 
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agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada hukum selalu dihadapkan 
pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan.
215
 
Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh 
statis dan harus mengayomi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat 
dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat 
kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.
216
 
Ada dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan 
hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Kedua 
pandangan tersebut dikenal dengan pandangan tradisional dan pandangan 
modern : 
217
  
Pertama, Pandangan Tradisional, mengatakan bahwa masyarakat 
perlu berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya. Tehnologi masuk 
dalam kehidupan masyarakat kemudian disusul kehidupan ekonomi dan 
setelah kegiatan itu berjalan baru hukum masuk pada kondisi yang ada. Disini 
kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum 
disini adalah sebagai pengabdian. Hukum berkembang mengikuti kejadian-
kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada dibelakang 
peristiwa yang terjadi. Disini hukum pasif dan berusaha menyesuaikan diri 
dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat harus mendapat 
penyesuaian hukum.  
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Kedua, Pandangan Modern, dalam Pandangan modern bahwa hukum 
diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena 
itu hukum harus selalu bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum 
tidak hanya berfungsi hanya sebagai pembenar atau mengesahkan segala hal-
hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara 
bersamaan  dengan peristiwa yang terjadi bahkan hukum harus tampil dulu 
baru peristiwa mengikutinya. Disini hukum berperan aktif sebagai alat 
rekayasa sosial ( law a tool of social engineering).  
Satjipto Rahardjo mengatakan hukum progresif  tidak pernah berhenti, 
melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu  bahwa   “hukum 
untuk manusia “.  Filsafat yang melatar belakangi hukum progresif adalah 
bukan hukum untuk hukum melainkan hukum untuk manusia
218
 atau juga 
dikatakan bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya.
219
  
Sejalan dengan pandangan modern bahwa hukum  harus berperan aktif 
sebagai alat rekayasa sosial ( law a tool of social engineering) maka 
berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum dibidang konsumen perbankan sudah 
seharusnya dilakukan perubahan agar hukum dapat mewujudkan gagasannya 
bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya sebagaimana pandangan  
Satjipto Rahardjo dalam hukum progresif dan  juga teori hukum responsif 
dari Philippe Nonet dan Philip Selznick.  
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Sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen. Upaya untuk menjamin kepastian hukum adalah dengan 
membentuk peraturan perudang-undangan. Hal ini didasarkan pada 
perkembangan suatu bangsa yang memasuki tahap sebagai negara 
kesejahteraan (welfare state) 
220
, maka tuntutan terhadap intervensi 
pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah 
adalah sudah seharusnya dilakukan. 
Intervensi Pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen 
melahirkan kerangka hukum perlindungan konsumen sesuai dengan jenis dan 
hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(UUPPP) dalam Pasal 7 : 
Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : 
a  Undang-undang Dasar Repubik Indonesia Tahun 1945; 
b Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat; 
c Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
d Peraturan Pemerintah; 
e Peraturan Presiden; 
f Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 mengaturnya sebagai berikut : 
1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia. Menteri, Badan, Lembaga 
atau Komisi yang setingkat dan dibentuk dengan Undang-undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah 
Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
Mengacu pada jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dalam 
Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana dimaksud, maka kerangka hukum perlindungan 
konsumen dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai 
dengan peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan perundang-undang-
undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk 
Kementrian tertentu.  
Relevansi secara substantif UUD 1945 dengan persoalan perlindungan 
konsumen sejalan dengan pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar 1945 
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disamping sebagai konstitusi politik  juga disebut konstitusi ekonomi, yaitu 
konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan .
221
 
Beberapa ketentuan yang menjadi landasan pengaturan perlindungan 
konsumen dalam UUD 1945 yaitu  Pasal 33. Relevansi dari pasal 33 UUD 
1945 ini berkaitan dengan konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi 
pada kemakmuran rakyat sejalan dengan konsep negara kesejahteraan              
( welfare state). 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung dari 
semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan 
konsumen. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 
Undang-undang  Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan 
awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, 
sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang  Perlindungan 
Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi 
kepentingan konsumen.
222
  
Oleh karena itu dalam penjelasan umum disebutkan 20 Undang-Undang 
yang substansinya melindungi kepentingan konsumen, dan dari  20 undang-
undang yang disebut dalam Penjelasan Undang-undang Perlindungan 
Konsumen yang relevan dengan sektor jasa keuangan adalah Undang-Undang 
Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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  Jimly Asshiddiqie, Undang-undang Dasar  1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas 
Masa Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya,  Fakultas hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 1-2. 
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  Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengakui Undang-
Undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum 
perlindungan konsumen. Undang-Undang OJK merupakan salah satu bukti 
undang-undang yang lahir 12 tahun setelah Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen yang akan memperkuat sistem perlindungan konsumen di  sektor 
jasa keuangan. 
Kerangka hukum perlindungan konsumen tidak saja pada level undang-
undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang OJK, namun terdapat juga peraturan perundangan level di bawahnya 
sebagai peraturan pelaksanaan dari masing-masing undang-undang.
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Undang-Undang OJK bukanlah Undang-undang tentang Perlindungan 
Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan dari 
Undang-Undang OJK. oleh karena itu hubungan antara Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang OJK haruslah dilihat dalam 
perspektif perlindungan konsumen. Secara konseptual, instrumen hukum 
perlindungan dirumuskan untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu : 
1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa;  
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan;  
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  Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud  antara lain pada tingkat Peraturan 
yang dikeluarkan oleh OJK berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
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3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa 
yang digunakan;  
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
6.  hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
 Dalam konteks sistem hukum perlindungan konsumen, rumusan hak 
yang ke-9 menjadi sangat penting, sebab rumusan angka 9 itulah yang 
menjadi dasar hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
dengan Undang-Undang OJK. Artinya, selain 8 (delapan) hak yang 
disebutkan masih terdapat hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-
Undang sektoral seperti Undang-Undang OJK untuk konsumen sektor jasa 
keuangan. 
Undang-Undang OJK yang lahir setelah terbentuknya Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen merupakan satu-satunya Undang-Undang di luar 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara sistematis dan khusus 
mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diatur 
dalam satu bab tersendiri dengan judul tentang perlindungan konsumen dan 
masyarakat.
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Perlindungan konsumen dalam UU OJK, sesungguhnya tidak saja 
terletak dalam satu bab itu, tetapi terdapat beberapa ketentuan pada bagian 
lain yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan konsumen, yaitu: 
Ketentuan Menimbang huruf a.“Untuk mewujudkan perekonomian nasional  
yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di 
dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, 
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan 
konsumen dan masyarakat;” Frase terakhir yaitu melindungi kepentingan 
konsumen dan masyarakat merupakan argumentasi yang kuat adanya 
beberapa ketentuan perlindungan konsumen dalam pasal-pasal selanjutnya 
dari UU OJK. 
Namun kajian penulis menganalisis bahwa perlindungan konsumen, 
khususnya sektor perbankan belum mendapat perlindungan konsumen yang  
berkepastian hukum serta berkeadilan substantif. Dalam hal ini penulis 
mengkaji dengan menggunakan teori system hukum dari M. Friedman 
sehingga dapat diketahui faktor penyebab konsumen perbankan belum 
mendapat perlindungan hukum yang ideal dalam hal terjadi sengketa antara 
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  Bab VI Pasal 28 -31 UU OJK 
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konsumen dan lembaga perbankan. Analisis ini dikaji dari  beberapa faktor :  
legal substansi, legal struktur dan  legal kultur. 
1.  Substansi Hukum (Legal Substansi) 
 Terkait dengan peran OJK memberikan perlindungan kepada 
konsumen dan masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 4 UU OJK,  
lebih lanjut ada tiga pasal dalam UU OJK yang menegaskan tugas OJK dalam 
melindungi konsumen dan masyarakat, yaitu pasal 28 (tindakan pencegahan 
kerugian ), pasal 29 (pelayanan pengaduan) dan pasal 30 (pembelaan hukum). 
a. Pasal 28 butir (a) UU OJK 
   Mengenai pencegahan kerugian masyarakat, pasal  28 butir (a) UU 
OJK menjelaskan OJK memiliki kewenangan dalam informasi dan  
edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, 
layanan, dan produknya”  tidak tercantum ketentuan yang seharusnya  juga 
menyebutkan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada 
masyarakat tentang hak-haknya sebagai  konsumen dalam hal terjadi 
perselisihan antara konsumen dan lembaga jasa keuangan.  Hal ini menjadi 
penting karena ketentuan pasal 28 (a) hanya membatasi dan menyebutkan 
memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik 
sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya maka kebijakan dan 
program dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan lebih mengedepakan pada 
kebijakan dan program serta melaksanakan Edukasi dan Literasi Jasa 
Keuangan melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang 
mencanangkan 3 PILAR yaitu Pilar I, Edukasi dan Kampanye Nasional 
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Literasi Keuangan, PILAR II, Penguatan Infrastruktur Literasi keuangan, 
PILAR III, Pengembangan produk dan Jasa Keuangan.  
Dari Program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang 
kemudian diimplementasikan melalui 3 Pilar semua hanya memberikan 
edukasi, penguatan dan pengembangan produk dan jasa keuangan tidak  
mencanangkan sama sekali program atau kebijakan dan sosialisasi  yang 
memberikan edukasi tentang penyelesaian sengketa sehingga konsumen 
jasa keuangan bank dapat mengetahui atas hak-haknya yang secara yuridis 
diatur oleh regulasi yang ada.  
b. Harmonisasi Pasal 29  butir  (c) UU OJK  juncto. POJK 1.07/2014/ UU 
Perlindungan Konsumen. 
Pasal 29 UU OJK mengatur tentang pengaduan konsumen yang 
mana terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan konsumen 
atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:  
1) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan 
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;  
2) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh 
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan  
3) memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan 
oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan disektor jasa keuangan. 
Dalam upaya memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen 
yang dirugikan oleh Pelaku Jasa Keuangan berdasarkan  ketentuan 
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pasal 29 (c)  OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 
Keuangan. 
Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan merupakan 
rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, 
pelayanan informasi dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian 
sengketa bagi konsumen serta jasa keuangan dan masyarakat pengguna 
jasa keuangan. 
Didalam ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 
disebutkan bahwa pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh 
Lembaga Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan 
penyelesaian pengaduan , maka konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan 
dapat melakukan penyelesaian  sengketa di luar pengadilan  atau 
melalui pengadilan. 
 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksud dilakukan 
melalui LAPS. Kemudian disebutkan bahwa LAPS yang dimaksud 
adalah yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. 
LAPS  dikordinasikan oleh Asosiasi, dan untuk LAPS sektor  
Perbankan baru terbentuk sejak Januari  Tahun 2016 yang dinamakan 
Lembaga Alternatif  Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia           
( LAPSPI) yang berkantor di Jakarta. 
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Sebelum terbentuknya LAPSPI, OJK berperan  memfasilitasi 
penyelesaian sengketa antara konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan 
Bank sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 11 POJK Nomor 
1/POJK.07/2014.  
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 29  (c)UU OJK, yaitu 
memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh 
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini karena ketentuan pasal 11 
POJK  menyebutkan “ dalam hal LAPS belum terbentuk, maka 
konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian 
sengketa pada OJK”.  
Hal ini sangat mendasar karena dengan terbentuknya LAPSPI 
apakah peran OJK sebagai fasilitator tetap sesuai dengan ketentuan 
pasal 29 c atau dengan terbitnya POJK  Tahun 2014 dan terbentuknya 
LAPSPI fungsi  OJK untuk memfasilitasi perselisihan antara konsumen 
dan Lembaga Perbankan hapus ataukan beralih pada LAPSPI, hal ini 
perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang OJK dan POJK 
Nomor 1/POJK.07/2014 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. 
Pada sisi lain Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen juga ada ketentuan yang mengatur tentang 
penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan didalam Pasal 45 ayat (2) 
juncto Pasal 49 sampai dengan  pasal 58 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. 
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Dengan demikian pasca berlakunya UU OJK dalam hal 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan menimbulkan multi tafsir, hal 
ini juga berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Sekretaris BPSK 
Kota Malang 
225
 bahwa pada saat setelah terbentuknya OJK di Malang 
maka pengaduan konsumen perbankan oleh BPSK Kota Malang 
dilimpahkan ke OJK Malang, namun untuk sektor jasa keuangan 
lainnya seperti  perselisihan sektor pembiayaan, BPSK Malang masih 
menerima pengaduan maupun penyelesaian sengketa sampai terjadi 
kesepakatan para pihak. Tujuannya untuk membantu penyelesaian 
pengaduan konsumen yang seharusnya jika berdasarkan POJK 1. 
POJK.07/2014  harus diselesaikan pada OJK atau Lembaga Alternatif 
Sengketa Sektor Keuangan yang terdaftar pada OJK. 
Penelusuran melalui Putusan Mahkamah Agung masih banyak 
BPSK di beberapa kota menerima penyelesaian sengketa perbankan 
seperti contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yang kemudian 
di tingkat Kasasi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung  keputusan 
BPSK dibatalkan karena bukan kewenangan BPSK. 
Hal ini  perlu juga dilakukan harmonisasi peraturan baik UU OJK 
, Peratukan OJK dan UU Perlindungan Konsumen dalam hal 
penyelesaian sengketa konsumen, sehingga tidak menimbulkan ketidak 
pastian hukum yang pada akhirnya merugikan konsumen. 
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 Wawancara dengan Sekretaris BPSK Kota Malang Ibu Titik Mujiati,  5 September 2015. 
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Hambatan lainnya adalah  jika penyelesaian di luar pengadilan 
hanya LAPSPI  yang menyelesaikan juga ada hambatan lain karena 
LAPSPI hanya di Jakarta walaupun bisa dilakukan dengan cara vidio 
call, atau conference  namun efektifitasnya untuk dapat menyelesaikan 
sengketa konsumen perbankan dengan bank secara optimal juga masih 
diragukan. 
Beberapa contoh  Putusan Mahkamah Agung yang dikaji oleh 
penulis dimana penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara 
konsumen perbankan dan bank  dalam sengketa konsumen, yang sudah 
diputus oleh BPSK oleh Mahkamah Agung  dibatalkan 
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c.     Ketentuan Pasal 30 (b ) UU OJK perlu dihapus /direvisi 
Pasal 30 (b) UU OJK menjelaskan bahwa OJK berwenang 
melakukan pembelaan hukum, dengan mengajukan gugatan untuk 
memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari 
pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah 
penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di 
bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk 
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 Lihat   Putusan Mahkamah Agung : 
1. Putusan  Nomor 770 K/Pdt. Sus-BPSK/2015 antara PT BRI , Tbk  Tanjung Balai melawan 
Hendra Gunawan Ttanjung balai; 
2. Putusan  Nomor 105 K/ Pdt. Sus-BPSK/2016 antara Bank Mega Syariah Jakarta melawan  Nuri 
Andriani, Kabupaten Asahan, Sumut  BPSK Pem. Kabupaten Batu Bara Indrapura,  
3. Putusan Nomor  425 K/ Pdt. Sus-BPSK/2015 antara Nia Kurniasih, Tasikmalaya dengan Bank 
Danamon Indonesia, Tbk  Jakarta Selatan; 
4. Putusan Nomor 198 K/ Pdt. Sus-BPSK/2014antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Bogor melawan Mohamad Sofian dkk; 
5. Putusan  Nomor 818 K/Pdt. Sus-BPSK/2015 antara PT BPR Barelang Mandiri kota Batam 
melawan Debby Chrisje Herlina Tatalede, Batam; 
6. Putusan  Nomor 100 K/Pdt. Sus-BPSK/2016 antara  Sujarwo, Batam melawan  PT Bank Mandiri 
(Persero)  Tbk Jakarta . 
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memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian 
pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari 
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disektor jasa 
keuangan. 
Ketentuan diatas menulis penulis kurang tepat jika OJK 
melakukan pembelaan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik 
konsumen, apalagi tidak hanya milik konsumen namun juga Lembaga 
Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 b  butir ( 
2). Sangatlah tidak tepat jika hal ini diterapkan dan juga tidak sesuai 
dengan kedudukan OJK baik sebagai Regulator (pembuat 
peraturan/regulasi ), Pengawas,  ( pengawas pelaksanaan perlindungan 
konsumen)  maupun sebagai Fasilitator ( fasilitasi antara konsumen dan 
pelaku jasa keuangan bank dalam hal terjadi sengketa konsumen)  
Sehingga berdasarkan wawancara dengan Deputi  Direktorat 
Bidang Kebijakan Perlindungan Konsumen  OJK Jakarta, Bpk Tri 
Herdianto sampai saat ini OJK belum pernah menerapkan  atau 
mengambil langkah berdasarkan ketentuan pasal 30 b  butir (2) 
sebagaimana dimaksud. 
d. Pasal  56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen  
Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 
Negeri  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut. 
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  Dengan ketentuan ini maka banyak terbuka jalan bagi pihak2 yang tidak 
menerima keputusan BPSK mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. 
Penelusuran peneliti pada website /laman Mahkamah Agung. Banyak  
Lembaga Perbankan mengajukan keberatan atas putusan BPSK. Dan diikuti 
dengan upaya hukum konsumen melakukan kasasi di Mahkamah Agung. 
Pengajuan keberatan Lembaga Perbankan bukannya tanpa sebab karena fakta 
di lapangan BPSK dalam memeriksa sengketa perbankan melakukan 
pelanggaran norma dan asas-asas hukum, misal membatalkan perjanjian 
kredit yang dibuat oleh konsumen dan Lembaga Perbankan. BPSK juga tetap 
memeriksa pengaduan dan memeriksa laporan konsumen walaupun tanpa 
dihadiri oleh Lembaga Perbankan. Hal ini yang membuat lembaga perbankan 
mengajukan keberatan ke PN. Hal ini juga dikeluhkan oleh Lembaga Jasa 
Keuangan Bank pada OJK karena disatu pihak merugikan pelaku usaha jasa 
perbankan yang mengganggap bahwa BPSK lebih memihak pada konsumen 
tanpa melihat fakta-fakta empiris yang telah mengikat kedua belah pihak, 
bank dan konsumen. 
2.  Struktur Hukum ( Legal Structur). 
Struktur Hukum yang relevan berdasarkan Teori Sistem Hukum dari 
Friedman adalah terkait dengan tugas dan kewenangan OJK yang mempunyai 
peran penting dalam terlaksananya perlindungan konsumen jasa keuangan 
khususnya pada sektor perbankan. OJK sebaga institusi pengawas 
sebagaimana diatur dalam 4 UU OJK   salah satu tujuan dibentuknya OJK 
adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.   
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POJK No.1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen  didalam 
pasal 51 menyebutkan “OJK melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan terhadap ketentuan perlindungan konsumen. 
Pengawasan dilakukan meliputi  pengawasan  langsung maupun pengawasan 
tidak langsung.  
 Dalam rangka pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
Bank maka OJK berwenang meminta data  dan informasi dari Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan. Permintaan data dan informasi dimaksud  dapat dilakukan 
secara berkala  atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 
Ketentuan Pasal 34 POJK No.1/07/2013 juga mewajibkan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan Bank melaporkan  dan disampaikan paling lambat 
tanggal 10 setiap  3 bulan secara berkala terkait dengan pengaduan 
konsumen.  
Laporan ini menurut staaf/karyawan Unit Bagian Pengaduan Konsumen 
BPR Gunung Arjuna  Malang 
227
 dilaporkan pada OJK  hanya formalitas 
karena OJK tidak pernah melakukan evaluasi maupun tindakan korektif 
terhadap laporan dimaksud dan untuk BPR pengaduan dapat diselesaikan 
pada internal Bank. 
 Menurt George R Terrry  control is to determine what is accomplished, 
evaluate it, and apply corretive measures, if needed to ensure result in 
keeping with the plan ( pengawasan  adalah menentukan apa yang telah 
dicapai, mengevaluai dan  menerapkan tindakan korektif, jika perlu 
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 Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2015 
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memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Dengan dilakukannya 
pengawasan akan dapat dijadikan evaluasi dan tindakan korektif  yang 
merupakan peran dan fungsi OJK sebagai institusi pengawas.   
Hasil penelitian melalui wawancara dengan Bagian Pengawasan dan 
Unit Pengaduan Konsumen OJK Malang Bpk. Jan Jimmy bahwa pengawasan 
dilakukan secara tidak langsung yaitu  pengawasan dilakukan dengan 
mempelajari laporan-laporan yang diterima secara tulisan setiap triwulan dari 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bank yang ada di Malang. 
 Berdasarkan observasi, pengamatan dan juga wawancara dari 
narasumber bahwa Sumber Daya Manusia pada OJK terutama di tingkat 
daerah sangat kurang apalagi harus mengawasi pelaksaanan dan menerima 
pengaduan disemua sektor jasa keuangan, tidak hanya pengaduan dan 
pengawasan pada sektor perbankan semata. Juga terkait  struktur dan   
kewenangan masih menjadi satu dengan pengawasan operasional sektor jasa 
keuangan, artinya pengawas operasional bank sekaligus merangkap sebagai 
pengawas dibidang edukasi dan perlindungan konsumen. 
Dari sisi kajian hukum administrasi pengawasan menurut pendapat 
Tatiek Sri Djamiati merupakan bagian dari aspek legal inforcement                  
( penegakan hukum) yang instrumennya dari pengawasan itu adalah sanksi. 
Walaupun Pasal 53 POJK  NO.1/07/2013 menentukan  bahwa OJK dapat  
memberikan sanksi administratif. Dalam hal ini walaupun sanksi itu diatur 
dalam UU OJK pasal 28 (b) yaitu “OJK dapat meminta Lembaga Jasa 
Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut 
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berpotensi merugikan masyarakat “ namun berdasarkan hasil wawancara 
dengan Deputi Bidang Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Jakarta dan 
juga Pengawas dan Perlindungan Konsumen OJK Malang, Bpk. Jan Jimmy, 
sanksi ini belum pernah diterapkan . 
Oleh karenanya agar OJK lebih optimal dalam menjalankan ketentuan 
pasal 4 (c) UU OJK dibidang perlindungan konsumen maka diperlukan 
pemisahan struktur dan kewenangan pengawasan operasional jasa keuangan 
dengan pengawasan dan pengaduan  di bidang perlindungan konsumen. 
Selain pengawasan yang juga perlu dilakukan oleh OJK adalah 
melakukan kerjasama dan sosialisasi antar institusi dibidang Konsumen 
seperti, YLKI, BPSK dan juga melakukan FGD dengan Hakim PN dan 
Hakim Agung sehingga ada persepsi yang yang tentang norma hukum tentang 
sengketa konsumen perbankan yang selama ini menjadi salah satu faktor 
ketidak pastian hukum yang merugikan konsumen perbankan. 
3.   Budaya hukum ( Legal Culture) 
Relevansi budaya hukum ( Legal culture) yang dimaksud oleh 
Freidman dengan penelitian ini adalah sebagai sikap /persepsi konsumen 
(masyarakat) terhadap subtansi hukum (peraturan) maupun struktur (OJK).  
Menyangkut sikap dan penilaian masyarakat  yang berhubungan dengan 
hukum dan institusi (OJK), mempunyai persepsi positip atau negatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang pernah 
melakukan pengaduan baik pada bank maupun OJK di Malang, persepsi 
konsumen terhadap bank jika mengadukan permasalahannya mendapat 
251 
 
respon yang pada umumnya mendapat tanggapan dan dapat diselesaikan 
antara konsumen dengan pihak bank karena belum menyangkut kerugian 
yang banyak.
228
. Namun yang sering dikeluhkan oleh konsumen adalah dalam 
perjanjian kredit maupun restrukturisasi kredit akibat terjadinya kredit macet, 
menurut konsumen, bank dianggap selalu pada posisi yang diuntungkan 
sedangkan konsumen dalam posisi yang dirugikan baik mengenai jumlah 
kredit yang semakin membengkak jumlahnya maupun dalam hal terjadinya 
pelelangan agunan milik debitur sebagai konsumen bank.
229
 
 Sedangkan informasi yang diperoleh debitur maupun nasabah terkait 
dengan hak-hak konsumen selama ini juga tidak pernah disampaikan, 
Informasi hanya terkait dengan produk dan layanan jasa disektor perbankan 
yang ditawarkan, dan keuntungan nasabah/debitur atau konsumen yang 
disampaikan. Untuk resiko, bank tidak berusaha untuk menyampaikan secara 
jelas dan jujur. Hal ini yang sering mengecewakan nasabah/ debitur bank 
sebagai konsumen sektor perbankan.
230
 
Sedangkan persepsi konsumen yang pernah mengadukan pada OJK di 
Malang selama ini hasil wawancara pada  responden yang pernah mengadu 
pada OJK adalah bahwa konsumen belum merasa bahwa keberadaan OJK  
sepenuhnya secara maksimal dapat membantu konsumen dalam 
                                                          
228
Wawancara dengan konsumen tanggal 7 Januari 2016. 
 
229
 Wawancara dengan konsumen pada  tanggal 10 januari 2016. 
 
230
 Wawancara dengan konsumen pada  tanggal 21 Desember 2016 
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menyelesaikan permasalahannya dengan pihak bank.
231
 Jika konsumen 
mengalami kerugian dalam jumlah besar alternatif penyelesaian lebih 
memilih menyelesaikan kasusnya melalui jalur Litigasi ( Pengadilan) dengan 
alasan keputusan Pengadilan akan lebih mempunyai kekuatan hukum  
232
 
Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan hasil bahwa semua 
konsumen belum mengetahui keberadaan LAPSPI sehingga tidak terpikirkan 
akan membawa perselisihan kepada lembaga dimaksud dan selama ini belum 
pernah menerima informasi atau edukasi tentang keberadaan Lembaga ini.
233
 
Juga tidak memahami atau mengetahui akan hak-hak sebagai konsumen yang 
dijamin oleh Undang-Undang. Maka jika membutuhkan penyelesaian 
sengketa melalui Pengadilan,  konsumen lebih memilih menggunakan  jasa 
Pengacara ( Lawyer) yang dianggap lebih memahami akan hukum.
234
 
Sedangkan kalau hanya kerugian kecil mereka sering mengabaikan karena 
tidak mau membuang waktu.
235
 
Hal ini menunjukkan bahwa  edukasi yang dilakukan oleh OJK selama 
ini kurang efektif, karena edukasi yang dilakukan oleh OJK hanya terkait 
dengan literasi tentang pemahaman karakteristik dan jenis-jenis produk 
keuangan jasa keuangan, tidak pada substansi hak-hak dari pada konsumen 
perbankan. 
                                                          
231
 Waancara dengan konsumen pada tanggal 15 Desember 2016 
 
232
  Wawancara dengan konsumen  pada tanggal 20 Desember 2016. 
 
233
 Wawancara dengan konsumen pada tanggal 22  Desember 2016. 
 
234
 Wawancara dengan  konsumen, tanggal 18 Januari 2017. 
 
235
 Wawancara dengan  konsumen, tanggal 19 Januari 2017. 
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Demikian pula halnya pihak bank juga tidak pernah memberikan 
informasi kepada konsumen tentang hak-haknya  sebagai konsumen ataupun 
penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh jika konsumen tidak sepakat atau 
merasa tidak puas atas pengaduannya pada bank.
236
 Berdasarkan fakta 
empiris yang ditemukan dalam penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan pasal 28 UU OJK memberikan informasi kepada konsumen tidak 
substantif terkait dengan hak-hak  perlindungan konsumen, juga dalam hal 
terjadi penyelesaian sengketa  karena informasi dan edukasi yang 
dilaksanakan oleh OJK sebatas literasi sektor jasa keuangan dan produk-
produk layanan jasa keuangan.  
Demikian juga dengan Lembaga Jasa Keuangan Perbankan, meskipun 
POJK NO.1/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 
mewajibkan Lembaga Keuangan harus melakukan edukasi dan literasi kepada 
konsumen namun Lembaga Keuangan Bank tidak melaksanakan ketentuan 
ini selain hanya memberikan informasi dan literasi produk dan layanan 
dibidang sektor jasa keuangan perbankan dan OJK juga tidak memberikan 
sanksi peringatan, teguran ataupun sanksi lainnya seperti pemberhentian 
kegiatan usaha sebagaimana ditentukan dalam UU OJK maupun POJK  
NO.1/07/2013. 
                                                          
 
236
  Wawancara dengan konsumen pada tanggal 15 Desember 2016. 
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                           BAB V 
REKONSTRUKSI PERLINDUNGGAN KONSUMEN DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  MEWUJUDKAN 
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF 
 
A. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Beberapa Negara 
1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan 
Negara-negara Common Law System 
Perkembangan penyelesaiaan sengketa beberapa tahun terakhir ini tidak 
hanya terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang akan tetapi terjadi 
juga pada masyarakat yang sudah maju atau modern. Pengadilan  kurang 
memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan orang mulai mencari berbagai 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Semenjak tahun 1970-an 
di Amerika terjadi kecenderungan untuk menciptakan lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa yang disebut dengan  “Alternatif Dispute Resolution 
(ADR) di luar poses peradilan umum.
237
  
Tabel dibawah ini sebagai perbandingan antara BPSK dengan beberapa  
Negara Common Law System.  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) dengan Tribunal Tuntutan Pengguna (Malaysia), Small Claims 
Tribunal (Hongkong), Small Claims Tribunals Singapore dan Small Claims 
Court England . 
 
                                                          
237
 Kurniawan, Op., Cit., hlm. 269. 
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Tabel : 7 
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Di Beberapa Negara Common Law System 
 
  BPSK 
Tribunal 
Tuntutan 
Pengguna 
Malaysia 
Small 
Claims 
Tribunal 
(Hongkong) 
Small Claims 
Court 
England 
Small Claims 
Tribunals 
Singapore 
Posisi 
Bukan bagian 
dari Court 
System. (di 
bawah 
Departemen 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan) 
Bukan bagian 
dari Court 
System. (di 
bawah 
Kementrian 
Perdagangan 
Dalam 
Negeri) 
Bagian dari 
Court System 
Bagian dari 
Court System 
(di bawah 
County Court) 
 Bagian dari 
Court System 
Sifat  Independen  Independen  Independen  Independen  Independen 
Fungsi 
Quasi 
Pengadilan 
Plus (ada 
pengawasan, 
penelitian, dll) 
Quasi 
Pengadilan 
Pengadilan Pengadilan 
Subordinate 
Pengadilan 
Jenis Perkara 
Semua kasus 
sengketa 
konsumen 
Semua kasus 
klaim 
konsumen 
(pengguna) 
Umum 
(semua 
perkara 
perdata/non-
kriminal) 
Umum (semua 
perkara perdata 
kecil/non-
kriminal 
Semua kasus 
klaim 
konsumen 
(consumer) 
Batasan jumlah 
klaim 
Tidak ada 
batasan 
RM 25.000,- 
(mulai 1 Sept 
2003) 
Hk$ 50.000,-  £ 5.000,- S$ 20.000,- 
Biaya perkara 
 Belum ada 
ketentuan 
yang jelas 
Prinsip biaya 
ringan RM 5 
Prinsip biaya 
ringan, Hk$ 
20 s/d Hk$ 
120 
£7 s/d £75 
tergantung 
jumlah klaim 
$5 s/d $20 atau 
1% dari klaim 
Pelaksana tugas 
penyelesaian 
sengketa 
Minimal 3 
orang anggota 
BPSK dibantu 
oleh Panitera 
1orang 
anggota 
Tribunal 
sebagai 
Presiden, 
dibantu 
Penolong 
Setiausaha 
Seorang 
Adjudicator 
dibantu 
Tribunal 
Officer 
Seorang Judge 
Seorang 
Referee, 
biasanya dari 
Magistrate atau 
District Judge 
yang telah 
memenuhi 
syarat 
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  BPSK 
Tribunal 
Tuntutan 
Pengguna 
Malaysia 
Small Claims 
Tribunal 
(Hongkong) 
Small 
Claims 
Court 
England  
Small Claims 
Tribunals 
Singapore 
Sifat kerja 
personel 
tribunal/badan 
Part Time Full Time Full Time Full Time Part Time 
Prosedur 
Simple / 
Informal 
Simple / 
Informal 
Simple / 
Informal 
Simple / 
Informal 
Simple / 
Informal 
Para pihak yang 
berhadapan 
Konsumen vs 
Pelaku Usaha 
Penuntut 
vs 
Penentang 
Claimant vs 
Defendant 
Claimant vs 
Defendant 
Claimant vs 
Respondant 
Kehadiran para 
pihak dalam 
proses hearing/ 
persidangan 
Tidak ada 
ketentuan 
keterlibatan 
advokat 
Datang 
sendiri, 
tidak 
boleh 
diwakili 
lawyer 
(peguam) 
Datang sendiri, 
tidak perlu jasa 
lawyer (barrister 
/ solicitor) 
Datang 
sendiri atau 
diwakili, 
jasa lawyer 
jarang 
digunakan 
Datang sendiri, 
lawyer tidak 
diperbolehkan, 
kecuali seizin 
Tribunal 
Waktu 
penyelesaian 
Paling lama 21 
hari sejak 
pengaduan 
Paling 
lama 60 
hari 
Tidak lebih dari 
2 bulan 
Tidak lebih 
dari 2 bulan 
Tidak lebih dari 
2 bulan 
Hasil Maksimal 
penyelesaian 
Putusan Award Settlement 
Putusan 
(Judgement) 
Settlement 
Sifat settlement/ 
award/putusan 
Ambigu (Pasal 
54 ayat 3) 
bahwa putusan 
majelis bersifat 
final dan 
mengikat, tetapi 
Pasal 56 ayat 2 
diatur bahwa 
para pihak 
dapat 
mengajukan 
keberatan 
kepada 
Pengadilan 
Negeri 
Final 
(dijamin 
dengan 
ancaman 
pidana 
bagi pihak 
yang 
sengaja 
tidak 
melaksana
kan) 
Tidak Final (jika 
tidak puas bisa 
dimintakan 
review by 
adjudicator atau 
appeal ke Court 
of First 
Instance) 
Tidak Final 
(jika tidak 
puas bisa 
banding ke 
Court of 
Appeal, 
tetapi harus 
ada surat 
persetujuan 
hakim 
County 
Court / 
Small 
Claims 
Court dan 
hanya bila 
ada serious 
irregularity 
in the 
proceedings) 
Tidak Final 
(jika tidak puas 
bisa banding ke 
High Court, 
tetapi hanya 
banding 
mengenai "a 
question of law 
or jurisdiction" 
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 BPSK 
Tribunal 
Tuntutan 
Pengguna 
Malaysia 
Small Claims 
Tribunal 
(Hongkong) 
Small Claims 
Court 
England  
Small Claims 
Tribunals 
Singapore 
Eksekusi 
Harus 
dimintakan 
penetapan 
eksekusi 
pada 
Pengadilan 
Negeri 
Dijamin 
dengan 
ketentuan 
pidana 
Tidak ada 
jaminan 
eksekusi 
Eksekusi / 
Enforcement of 
Judgment oleh 
County Court 
Tidak ada 
jaminan 
eksekusi 
Tata ruang 
sidang 
Belum ada 
ketentuan 
Menyesuai
kan dengan 
standart 
pengadilan 
Menyesuaikan 
dengan 
standart 
pengadilan 
Informal di 
ruang Hakim 
Menyesuaikan 
dengan 
standart 
pengadilan 
 
Sumber : Bambang H. Mulyono, dalam  Susanti Adi Nugroho, Op. Cit.162-164 
 
Di beberapa Negara yang menganut Common Law System, kasus-kasus 
penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan oleh lembaga yang disebut The 
Small Claims Court, The Small Claims Tribunal, The Consumer Claims 
Tribunal dan The Market Court. Lembaga penyelesaian sengketa ini pada 
umumnya terdapat di negara-negara, yaitu: 
238
 
a. The Small Claims Court terdapat di Negara Amerika Serikat dan England;  
b. The Small Claims Tribunal terdapat di Negara New Zealand, Singapura dan 
Hongkong;  
c. The Consumer Claims Tribunal terdapat di Negara Australia; dan  
d. The Market Court terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.  
                                                          
238 Kurniawan, Op.Cit , hlm, 283-286. 
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Dari ke empat istilah penyelesaian sengketa ini, secara garis besar 
dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: 
239
 
a. Small Claims Court (SCC)  
Model penyelesaian sengketa Small Claims Court merupakan sistim 
penyelesaian yang sederhana yaitu hakim tunggal, tanpa juri dan pembuktian 
yang sederhana. Pada perkara small claims court ini, umumnya tidak dipakai 
jasa penasehat hukum, tetapi dimungkinkan bantuan dari relasi, teman atau 
lay representative yang dapat diminta dari Citizens Advice Bureau, yang 
mempunyai trained advisers yang siap membantu mereka yang mengajukan 
gugatan kecil. Model penyelesaian sengketa The Small Claims Court 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:  
a. Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau peradilan 
khusus di luar sistem peradilan yang bersifat independent.  
b. Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak 
dapat diajukan pada Small Claims Court maupun Small Claims Tribunal.  
c. Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat diajukan adalah 
sengketa yang nilai gugatannya kecil.  
d. Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang 
diajukan pada pengadilan. Bahkan dari beberapa negara dibebaskan dari 
biaya perkara.  
e. Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga para 
pihak yang awam hukum dapat mengajukan sendiri.    
                                                          
239
 Ibid 
259 
 
f. Proses pemeriksaannya berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit.  
g. Dengan prosedur yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka para 
pihak yang berperkara tidak memerlukan bantuan seorang 
advokat/penasihat hukum.  
h. Alternatif penyelesaian sengketa lebih terbuka, dalam arti tidak selalu 
tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan hukum formal yang 
berlaku, namun dimungkinkan sebuah putusan yang didasarkan pada 
tawar menawar para pihak yang difasilitasi hakim.  
i. Pada umumnya Small Claims Court atau Small Claims Tribunal, 
memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan yang berupa uang ganti 
kerugian yang bersifat materil, sekalipun dimungkinkan pula tuntutan 
dalam bentuk yang lain, misalnya permintaan maaf.  
b. Small Claims Tribunal (SCT)  
The Small Claims Tribunal, dipergunakan untuk menyebut sebuah 
lembaga penyelesaian perkara perdata (civil claims) berskala kecil dengan 
cara sederhana, tidak formal, cepat dan biaya murah. Lembaga penyelesaian 
sengketa ini pada umumnya terdapat di negara-negara yang menganut sistem 
hukum  common law seperti: New Zealand, Hongkong, dan Singapura.  
Seperti halnya The Small Claims Court, The Small Claims Tribunal 
juga memiliki ciri-ciri dan karakteristik , yaitu:
240
  
a. Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau peradilan 
khusus di luar sistem peradilan yang bersifat independent.  
                                                          
240 Susanti Adi Nugroho, Op., Cit, hlml. 87, lihat juga Kurniawan, Op.Cit,  hlm, 283-286. 
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b. Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak 
dapat diajukan pada Small Claims Court maupun Small Claims Tribunal.  
c. Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat diajukan adalah 
sengketa yang nilai gugatannya kecil.  
d. Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang 
diajukan pada pengadilan. Bahkan dari beberapa negara dibebaskan dari 
biaya perkara  
e. Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga para pihak 
yang awam hukumpun dapat mengajukan sendiri.  
f. Proses pemeriksaannya berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit.  
g. Dengan prosedur yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut, maka 
para pihak yang berperkara tidak memerlukan bantuan seorang 
advokat/penasihat hukum.  
h. Alternatif penyelesaian sengketa lebih terbuka, dalam arti tidak selalu 
tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan hukum formal yang 
berlaku, namun dimungkinkan sebuah putusan yang didasarkan pada 
tawar menawar para pihak yang difasilitasi hakim.  
i. Pada umumnya Small Claims Court atau Small Claims Tribunal, 
memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan yang berupa uang ganti 
kerugian yang bersifat materil, sekalipun dimungkinkan pula tuntutan 
dalam bentuk yang lain, misalnya permintaan maaf.  
Di Negara Singapura, pada penyelesaian sengketa konsumen dengan 
The Small Claims Tribunal yang bertindak sebagai hakim adalah seorang 
261 
 
Barrister atau Salicitor sebagai Referee. Anggota tribunal yang memimpin  
persidangan disebut dengan istilah ”President” sebagai konsekuensinya 
putusannya hanya disebut dengan istilah ”decision” atau ”settlement” atau 
”award”. Singapura sebagai negara yang menggunakan The Small Claims 
Tribunal memberikan batasan mengenai gugatan yang dapat diajukan yaitu 
kerugian dialami konsumen tidak lebih dari Sin$ 2000. (Dolar Singapura).
241
 
 Perbedaan mendasar antara kedua jenis penyelesaian sengketa ini 
adalah Small Claims Court (SCC) bersifat tetap sedangkan Small Claims 
Tribunal (SCT) bersifat sementara atau ad hoc. Hal ini tampak dalam 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atau 
dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada Small Claims Court 
benar-benar dijalankan oleh seorang hakim (proseeding judge) sehingga 
putusannya disebut judgement.
242
  
 
2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan 
Negara Civil  Law System ( Negara  Jepang) 
Di Indonesia, penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari dua cara, 
yaitu secara non-litigasi atau litigasi
243
. Penyelesaian non-litigasi terdiri dari 
dua cara, yakni penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri secara damai 
                                                          
241
  Catherine Tay Swee Kian & Tang See Chim, “Your Right as a Consumer”,   Time Book 
International, 1986, Singapura, hlm. 109, dikutip dari Kurniawan,  Loc.Cit. 
  
242
 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hlml. 86. 
 
243  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 
3821, Pasal 45 ayat (1). 
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atau melalui lembaga yang berwenang dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, 
atau arbitrase. Sedangkan dengan jalur litigasi ditempuh lewat Pengadilan 
Negeri, baik yang melewati proses penyelesaian di BPSK terlebih dahulu 
(kemudian mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan)  
atau tanpa lewat BPSK yaitu dengan pengajuan gugatan perdata kepada 
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili sengketa konsumen tersebut. 
Jepang mengenal juga penyelesaian di dalam pengadilan serta diluar 
pengadilan. Sistem hukumnya hampir sama dengan Indonesia, sama-sama 
civil law. Namun di  Jepang, pengadilan juga dapat menyelesaikan sengketa 
dengan Alternatif Dispute Resolution ( ADR ). Ada 3 tipe ADR di Jepang,  
Judicial, Governmental, dan Private. Judicial ADR memiliki sejarah 
panjang
244
 dan paling sering diaplikasikan hingga kini. Dalam konstruksi 
judicial ADR di Jepang, digunakan court-based concilliation system yang 
tempat penyelesaiannya berada di Pengadilan Negeri
245
.  
Penyelesaian sengketa konsumen di Jepang  memiliki Act on Promotion 
of Use of Alternative Dispute Resolution
246
 yang mendorong masyarakatnya 
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, daripada ke pengadilan. Di 
Jepang, penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan  yang didasari pada 
                                                          
244 Peraturan perundang-undangan Jepang terkait judicial ADR antara lain: Land Lease and House Lease 
Concilliation Law 1992, Farm Tenancy Concilliation Law of 1924, Commercial Affairs Concilliation Law 
1926, Monetary Claims Temporary Concilliation Law 1932,  Dalam Ikuo Sugawara, ADR for Consumer 
Protection in Japan, (Nagoya University), hlm. 6. 
 
245 Jepang adalah negara Civil Law, pengaturan tentang Jurisdictionnya kurang lebih sama dengan Indonesia. 
 
246  Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution No. 151 Tahun 2004. 
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pemikiran bahwa masyarakat di Jepang tidak suka prosedur yang berbelit-
belit dan lama. 
247
 
Sejak dikeluarkannya Act on Promotion of Use of Alternative Dispute 
Resolution pada 2004, di Jepang terjadi pengalihan penyelesaian sengketa 
konsumen besar-besaran dari pengadilan menjadi ADR. Indonesia belum 
memiliki intensi  untuk mengalihkan penyelesaian konsumen ini ke jalur 
ADR seperti Jepang, sehingga berkas sengketa konsumen hingga kini pun 
masih banyak di Pengadilan. Sedangkan penyelesaian di BPSK selalu 
diajukan keberatan oleh pihak bank  kemudian di tingkat kasasi dibatalkan 
oleh putusan Mahkamah Agung. Selain itu penerapan hukum acara 
penyelesaian sengketa di BPSK seringkali salah ditafsirkan oleh pengadilan 
tingkat pertama.  
2.1. INDONESIA  
   Di Indonesia Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga 
Khusus disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen lewat jalur di luar pengadilan 
(Non Litigasi)  tercantum dalam Pasal 45,46, 47, 49-57, dan Pasal 60 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen  mengamanatkan pemerintah untuk membentuk sebuah Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan
248
 yang dibentuk di tiap 
                                                          
247
 Kurniawan, Loc.,Cit. 
248 Ibid, Pasal 9 ayat (1). Lihat juga pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, Pasal 2. 
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daerah tingkat II.
249
 Dasar hukum pembentukan BPSK yakni Pasal 49 ayat (1) 
juncto Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001
250
.  
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
251
  beranggotakan 
unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Melalui Keputusan Presiden 
No. 90 Tahun 2001, BPSK resmi dibentuk di 10 kota besar di Indonesia 
antara lain : Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Makassar
252
.  
Dari segi tujuan pembentukannya, penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan bertujuan guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin 
tidak terulang kembali kerugian bagi konsumen
253
. BPSK merupakan 
pengadilan khusus konsumen yang diharapkan dapat memfasilitasi 
masyarakat agar tuntutan mereka dapat diproses cepat, sederhana, dan   
murah 
254
.  
                                                          
249 Ibid, Pasal 9. 
250  Susanti Adi Nugroho,  Op., Cit.,  hlm. 75. 
251 Pasal 1 No. 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 merumuskan pengertian lembaga BPSK : 
"Badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha 
dan konsumen yang menuntut ganti rugi kerusakan dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau memanfaatkan jasa". 
 
252 Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota 
Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar, LN No. 105 Tahun 2001. 
 
253 , Pasal 47 Undang-Undang Perlndungan Konsumen. 
 
254 Cellina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,Jakarta, 2008, hlm. 126. 
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BPSK juga dapat disebut sebagai lembaga penyelesaian perkara kecil 
dan sederhana atau lembaga Small Claim Court
255
   karena BPSK dibentuk 
untuk menangani sengketa dengan jumlah ganti kerugian yang kecil jika    
dilihat dari sanksi administrasi berupa penetapan ganti kerugian yang telah 
ditentukan  paling banyak sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
256
.  
Dilihat dari besaran ganti rugi maksimalnya, penyelesaian sengketa 
konsumen ke pengadilan bukanlah sebuah pilihan efektif.  Penyelesaian 
dengan beracara di pengadilan cenderung memakan waktu lama dan 
seringkali kurang memberi kepuasan bagi pihak yang bersengketa. Sehingga 
BPSK merupakan sebuah alternatif yang disediakan oleh negara bagi  
konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat para pelaku usaha diluar 
pengadilan. 
 BPSK terpisah dari lingkup peradilan umum meskipun masih tetap 
memiliki hubungan dengan badan peradilan umum baik sistem peradilan 
perdata maupun pidana. Hubungan BPSK dengan peradilan umum, antara 
lain : 
                                                          
255 Dwi Ira Marwanti dalam tesis nya menjelaskan bahwa Small Claim Court adalah istilah dalam tradisi hukum 
di negara common law yang berarti lembaga penyelesaian perkara perdata (civil claims) berskala kecil dengan 
cara sederhana, informal, cepat, dan berbiaya murah. Lembaga ini bersifat tetap (bukan ad hoc) dan memiliki 
karakteristik antara lain: pada umumnya bagian dari sistem peradilan atau merupakan peradilan khusus diluar 
sistem peradilan yang independen, ada batasan kasus yang ditangani, nilai gugatannya dibatasi, biaya perkara 
lebih ringan daripada di pengadilan (beberapa negara bahkan membebaskan biaya perkara), prosedurnya 
informal sehingga orang awam bahkan dapat mengajukan sendiri tanpa bantuan advokat, proses 
pemeriksaannya berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit, alternatif penyelesaian sengketa selalu lebih terbuka 
dan tidak tergantung pertimbangan majelis hakimnya dan seringkali ada tawar menawar yang difasilitasi hakim, 
dimungkinkan pula ada tuntutan konsumen dalam bentuk 'permintaan maaf. 
 
256  Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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1) Para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan 
Negeri 
257
. Jika masih keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, 
dapat langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung
258
 
tanpa harus lewat tahap banding dulu. 
2) Bilamana pelaku usaha menerima putusan BPSK (tidak mengajukan 
keberatan) namun tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai putusan, 
maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk 
melakukan penyidikan sesuai hukum
259
. 
3) Putusan BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan 
Negeri di tempat konsumen dirugikan
260
. 
BPSK memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa 
konsumen yang diberikan oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen juncto. Pasal 3 Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001.  
Wewenang itu antara lain menangani dan menyelesaikan sengketa 
konsumen lewat mediasi, konsiliasi, atau arbitrase; memberikan konsultasi 
perlindungan konsumen; mengawasi pencantuman klausula baku; melaporkan 
kepada penyidik umum apabila ada pelanggaran ketentuan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan konsumen bila ada 
                                                          
257 Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  juncto. Pasal  41 ayat (3) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001. 
 
258  Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
 
259  Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen  juncto. Pasal 41 ayat (6) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001. 
 
260  Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto. Pasal 42 ayat (2) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001. 
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pelanggaran;  meneliti dan memeriksa sengketa;  memanggil pelaku usaha 
yang diduga melanggar; memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan/atau 
setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen ; dan juga meminta bantuan penyidik jika pihak-
pihak yang bersengketa tidak bersedia dipanggil BPSK ; mendapat, meneliti, 
dan/atau menerima surat atau alat bukti lain guna disidik dan diperiksa; 
memutus dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dari konsumen; 
memberitahukan putusannya ke pelaku usaha, menjatuhkan sanksi 
administratif kepada pelaku usaha. 
Setiap penyelesaian sengketa, ketua BPSK membentuk sebuah Majelis 
dan menunjuk ketua Majelisnya. Majelis terdiri dari minimal tiga orang 
perwakilan, unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan 
ketentuan Majelis tersebut harus berjumlah ganjil
261
.  
Penanganan sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan konsiliasi, 
mediasi, atau arbitrase. Bedanya, jika penyelesaian dengan konsiliasi atau 
mediasi maka yang menetapkan ketua majelis dan anggota majelis ialah ketua 
BPSK. Sedangkan dalam arbitrase, ketua BPSK tidak berwenang menentukan 
melainkan para pihak yang bersengketa yang berhak memilih salah satu dari 
anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen sebagai arbiter yang akan 
menjadi anggota majelis, begitu pula pelaku usaha. Setelah itu, arbiter pilihan 
mereka secara bersama-sama akan memilih arbiter ketiga dari unsur 
                                                          
261 Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto. Pasal 18 ayat (2) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001. 
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pemerintah dari anggota BPSK sebagai ketua majelisnya
262
. Pemilihan arbiter 
dilakukan dengan mengisi formulir pemilihan arbiter. Hasil pemilihan 
selanjutnya akan ditetapkan ketua BPSK sebagai majelis lewat sebuah 
penetapan
263
. 
Para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa konsumen 
adalah konsumen, pelaku usaha jasa keuangan perbankan, dan/atau 
pemerintah serta majelis dari BPSK. Perlu dibedakan dengan penyelesaian 
sengketa di pengadilan yang pihaknya dimungkinkan kelompok konsumen 
(class action), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau 
pemerintah dan/atau instansi terkait
264
.  
Pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan perbankan 
yang dapat dijadikan dasar permohonan penyelesaian sengketa bisa berupa 
pelanggaran terhadap larangan menyediakan jasa yang dilarang dalam Pasal 8 
ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindakan pelaku usaha 
jasa keuangan perbankan dengan memberikan informasi yang menyesatkan,  
menawarkan dengan janji palsu untuk memberi hadiah ke konsumen, dan 
ketentuan klausula baku yang diatur Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen.  
Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh 
konsumen secara tertulis atau lisan pada Sekretariat BPSK yang terdekat 
                                                          
262 Susanti Adi Nugroho, Op.,Cit, hlm. 81. 
 
263 Ibid, hlm. 82. 
 
264   Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 
3821, Pasal 46 ayat (1) huruf (a), (b), (c), dan (d) juncto. Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi : "Gugatan yang 
diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, atau pemerintah...diajukan ke 
peradilan umum". 
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dengan domisili konsumen
265
. Bisa diajukan oleh ahli waris atau kuasanya 
bilamana konsumen meninggal dunia, sakit atau berusia lanjut (dibuktikan 
dengan surat keterangan dokter dan bukti KTP), atau konsumen belum 
dewasa
266
. Jika permohonan yang diajukan tertulis maka pengajuan  ke 
sekretariat BPSK. Bila diajukan secara  lisan, maka sekretariat BPSK akan 
mencatatkannya dalam formulir khusus yang dibubuhi tanggal dan nomor 
registrasi
267
. Menurut Pasal 17 Kepmenperindag,  jika permohonan tidak 
lengkap (tidak sesuai Pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 
juncto. Pedoman Operasional BPSK yang dikeluarkan Dirjen Perlindungan 
Konsumen Depdagri) atau bukan merupakan kewenangan BPSK 
268
 maka 
ketua BPSK dapat menolak permohonan itu. Jika sudah memenuhi 
persyaratan dan diterima oleh BPSK, maka ketua BPSK memanggil pelaku 
usaha secara tertulis lewat sebuah surat pemanggilan yang disertai lampiran 
permohonan konsumen dan pemberitahuan kewajiban pelaku usaha untuk 
menyusun jawaban bagi konsumen untuk diajukan di sidang pertama paling 
lambat tiga hari kerja sejak permohonan diterima. 
Jika di hari yang ditentukan si pelaku usaha tidak hadir maka sebelum 
tiga hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika 
                                                          
265  Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001, Pasal 2 juncto Pasal 15 ayat (1) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001 
 
266  Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, Pasal 15 ayat (3) sub d. 
 
267 Ibid. 
 
268  Susanti Adi Nugroho, Op.,Cit., hlm. 153-154. 
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tetap tidak hadir tanpa alasan sah maka BPSK dapat meminta bantuan 
penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha
269
.  
Jika pelaku usaha hadir, konsumen memilih cara penyelesaian 
sengketanya dengan persetujuan bersama pelaku usaha. Penyelesaian 
sengketa di BPSK tidak berjenjang, jadi pihak bersengketa bebas pilih salah 
satu cara dan mengikuti cara yang telah disepakati. Persidangan pertama 
dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonannya diterima. 
Tiga cara persidangan di BPSK menurut Pasal 54 ayat (4) juncto. Pasal 
26  s.d. 36 SK No. 350/MPP/Kep/12/2001 adalah konsiliasi, mediasi, atau 
arbitrase. Berikut penjelasan tahap persidangan masing-masing: 
1) Konsiliasi (Ps. 28 s.d. 29 KEPMENDAGRI No. 350/MPP/Kep/12/2001) 
Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak 
yang bersengketa, namun penyelesaiannya diserahkan ke para pihak. 
BPSK bersikap pasif dalam persidangan karena inisiatifnya datang dari 
para pihak. BPSK sebagai perantara saja, sehingga tugas-tugasnya sebatas 
pada memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil saksi atau ahli 
bila diperlukan, menyediakan tempat/forum, menjawab pertanyaan 
konsumen dan pelaku usaha mengenai aturan hukum di bidang 
perlindungan konsumen. Tata cara penyelesaian lewat mekanisme, yakni: 
1). Proses penyelesaian sengketa menyangkut bentuk atau jumlah ganti 
                                                          
269  Pasal 52 huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto. Pasal 3 huruf (i) Kepmenperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001. 
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rugi diserahkan para pihak, sementara BPSK pasif, kemudian 2). Hasil 
musyawarah dikeluarkan BPSK dalam bentuk Putusan BPSK. 
2) Mediasi (Ps. 30 s.d. 31 KEPMENDAGRI No. 350/MPP/Kep/12/2001) 
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasihat para pihak yang 
bersengketa, namun penyelesaiannya tetap diserahkan ke para pihak.  
BPSK nampak sudah bisa aktif dalam persidangan meskipun inisiatifnya 
tetap harus pertama kali datang dari para pihak. BPSK bisa dikatakan 
sebagai perantara sekaligus penasihat untuk memberikan solusi sengketa, 
sehingga lingkup tugas-tugasnya lebih luas daripada konsiliasi: memanggil 
para pihak yang bersengketa, memanggil saksi atau ahli bila diperlukan, 
menyediakan tempat/forum, aktif mendamaikan, aktif memberi saran atau 
anjuran  sesuai aturan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tata cara 
penyelesaian lewat mekanisme, yakni: a). Proses penyelesaian sengketa 
menyangkut bentuk atau jumlah ganti rugi diserahkan para pihak 
sementara BPSK aktif memberi nasihat, petunjuk, saran, dan upaya lain 
yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa, kemudian b). Hasil 
musyawarah dikeluarkan dalam bentuk Putusan BPSK. 
3) Arbitrase (Ps. 32 s.d. 36 KEPMENDAGRI No. 350/MPP/Kep/12/2001) 
Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan dimana penyelesaian sepenuhnya diserahkan ke BPSK.  BPSK 
dapat sangat aktif dalam persidangan meskipun bahkan ketika tidak 
tercapai kata sepakat antara para pihak,  BPSK bisa disebut  sebagai 
272 
 
penentu sengketa, sehingga lingkup tugas-tugasnya yang terluas dari kedua 
cara lain. Tahap penyelesaian dengan arbitrase, yaitu:  
1).  Para pihak memilih arbiter sebagai anggota majelis, kemudian para 
arbiter itu memilih arbiter ketiga adalah anggota BPSK dari unsur 
pemerintah sebagai Ketua Majelis BPSK;  
2). Majelis memberi penjelasan kepada para pihak terkait ketentuan hukum 
yang berlaku;  
3). Masing-masing pihak menjelaskan apa yang dipersengketakan;  
4). Proses penyelesaian sengketa menyangkut bentuk atau jumlah ganti 
rugi diserahkan ke BPSK; dan yang terakhir; 
5). Tahap akhir Putusan BPSK dikeluarkan dengan wewenang penuh 
terhadap penyelesaian sengketa.  
Arbitrase yang diatur dalam Pasal 52 (a) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, tidak ada hubungan antara BPSK dengan arbitrase sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternative Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Tahap akhir adalah 
tahap putusan. Putusan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau 
gugatan dikabulkan. Menurut Aman Sinaga, putusan BPSK ada dua jenis 
antara lain
270
: 
1) Putusan hasil konsiliasi atau mediasi (Ps. 37 ayat (1), (2), dan (3) 
KEPMENDAGRI No. 350/MPP/Kep/12/2001) ,  hanya mengukuhkan isi 
perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani kedua belah 
                                                          
270 Aman Sinaga, "Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan 
Konsumen", 2004, hlm. 6. 
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pihak sehingga sedapat mungkin diambil berdasar musyawarah mufakat, 
namun jika tidak berhasil akan digunakan voting. Hasil penyelesaian tidak 
memuat sanksi administratif dan dibuat dalam perjanjian tertulis yang 
ditandatangani konsumen-pelaku usaha yang selanjutnya dikuatkan dengan 
putusan majelis
271
. 
2) Putusan hasil arbitrase (Ps. 37 ayat (4) dan (5) KEPMENDAGRI No. 
350/MPP/Kep/12/2001), sama dengan putusan perkara perdata, memuat 
duduk perkara dan pertimbangan hukum dan dapat pula memuat sanksi 
administratif
272
. Sanksi ini berupa ganti rugi (Pasal 60 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen). 
 Jangka Waktu Penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cepat 
karena dalam tenggat waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima 
BPSK, BPSK telah memberikan putusannya
273
. Selambat-lambatnya tujuh 
hari kerja sejak putusan dibacakan, para pihak harus melaksanakan isi 
putusan
274
. Dalam 14 hari, pihak yang bersengketa wajib menyatakan apakah 
menerima atau menolak putusan BPSK
275
. Bila menolak, bisa mengajukan 
keberatan ke PN selambat-lambatnya dalam 14 hari kerja sejak putusan 
diberitahukan.
276
  
                                                          
271  Pasal 39 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.   
 
272 Pasal 37 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. 
 
273  Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
 
274  Pasal 56 . (1). Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
 
 
276. Pasal 56. (2). Lihat juga Susanti Adi Nugroho,  Op..Cit., hlm. 122. 
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Menurut Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2006, keberatan dapat diajukan 
ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum konsumen.  Konsumen atau 
pelaku usaha harus menyerahkan dokumen
277
 saat mendaftarkan perkara 
keberatan. Bagi konsumen yang tak punya domisili hukum di Indonesia atau 
WNA, maka keberatan diajukan ke PN dalam wilayah hukum BPSK yang 
mengeluarkan putusan (Psl. 15 ayat (3d) Kepmendagri), yang menerima 
keberatan harus memutus dalam jangka waktu 21 hari sejak keberatan 
diterima
278
. Terhadap putusan yang dikeluarkan PN, dapat diajukan upaya 
hukum Kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan kasasi 
diterima
279
.  Putusan MA keluar selambat-lambatnya 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima
280
. 
 
2. 2. JEPANG 
Lembaga yang fungsinya mirip dengan BPSK di Jepang adalah 
National Consumer Information Center atau NCAC (berdiri sejak 1970 
kemudian fungsinya direvisi pada 2002). Lembaga ini sama dengan BPSK, 
dibentuk oleh pemerintah berdasar Art. 2 ayat (1)  
独立行政法人国民生活センター法 [!sic] (selanjutnya disebut UU 
                                                          
277 Dokumen itu berupa: memori keberatan pihak pemohon, salinan putusan BPSK, surat kuasa khusus dan 
fotokopi kartu advokat bila diwakili kuasa hukumnya. 
 
278 ., Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
 
279 , Pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. 
 
280 , Pasal 58 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. 
 
275 
 
NCAC)
281
. Art. 1 juncto. 2 ayat (1). Diatur pula dalam Art. 24 juncto. 25 
Basic Consumer Act No. 78 Tahun 1986, yang berbunyi: "...The National 
Consumer Affairs Center of Japan, an Incorporated Administrative Agency, 
shall coordinate with the State and related agencies of local government and 
consumer organizations and shall pay a proactive role as a core 
institution...". Dalam website resminya, NCAC mengaku sebagai badan 
hukum yang diberikan kewenangan "...to undertakes ADR procedures for 
important consumer conflict cases"
282
.  
Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, 
Sama dengan Indonesia, namun di Jepang namanya bukan Majelis melainkan 
Komite. Di Jepang, NCAC melalui Komitenya menerapkan 2 mekanisme 
ADR yakni mediasi dan arbitrase. Hukum juga mengatur  dapat dilakukan 
campur tangan dari cabang kekuasaan kehakiman-pengadilan, seperti 
interupsi, preskripsi, dan penundaan proses mediasi dalam hal ADR 
dilaksanakan overlap dengan proses pengadilan
283
. Selebihnya sama dengan 
Indonesia, Jepang menyebut prosedur ADR ini sebagai mekanisme closed 
doors (鍵の掛かったドア). Ada beberapa karakteristik dari ADR yang 
diselenggarakan NCAC. Secara umum, NCAC tidak menangani semua kasus 
                                                          
281 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=&re=02&id=1518&lvm=02, UU ini disebut 
Independent Administrative Agency National Consumer Affairs Center of Japan Act No. 123 Tahun 2002, lihat 
juga, Kurniawan, Loc.,Cit 
 
282 NCAC, "Outline of NCAC: Mission", http://www.kokusen.go.jp/e-hello/ncac_hello.html, diakses 25 
Desember 2015. 
 
283 The Act on Promoting ADR No. 151 Tahun 2004, Art. 26 para. 1 merumuskan "Where a lawsuit ending 
between the parties to a civil dispute which may be settled, the court in charge of the case may, upon the joint 
request of the parties to the dispute, make a decision that the legal proceedings shall be suspended for a period 
of not more than four months"  dalam Kurniawan, Op.,Cit., hlm. 13 
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yang dimohonkan kepadanya (bandingkan dengan Indonesia). NCAC 
didesain secara hukum untuk menangani ADR bagi sengketa perdata antara 
konsumen dan pengusaha "...whose resolution is of nationwide importance in 
view of the large numbers of similar cases or injuries, the seriousness of 
damage, the complex nature of cases"
284
. Dalam UU NCAC sendiri, 
nomenklatur Important Costumer dan Important Case ini seringkali 
ditemukan.  Kedua, ada konsep neutrality dan fairness
285
. Ketiga, NCAC 
harus menjaga rule of confidentiality dari para pihak. 
Selanjutnya mengenai prosedur ADR di NCAC, permohonan 
penyelesaian sengketa konsumen dapat dimasukkan ke NCAC
286
. Mekanisme 
ADR melalui NCAC mengatur hal berbeda jauh dengan Indonesia, terutama 
mengenai siapa saja yang berhak menangani sengketa lewat lembaganya. Bila 
di Indonesia Majelis terdiri dari 3 unsur dan pemimpin majelis harus dari 
unsur pemerintah, tidak demikian dengan di Jepang, yang mana Chairman itu 
ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.  NCAC telah mengatur anggota 
Komite melakukan prosedur mediasi atau arbitrase
287
 dimana ada 15 anggota 
Committee dengan keahlian dan pengalaman dalam hukum dan transaksi 
bisnis dan 35 anggota spesial yang berjumlah keseluruhan 50 anggota yang 
                                                          
284 Ikuo Sugawara, ADR for Consumer Protection in Japan, (Nagoya University), dalam Kurniawan, Loc.Cit. 
 
285 Ibid. Konsep Neutrality dan Fairness berarti "The Center Act states that they (mediators and arbitrators) 
must engage in the procedure in a neutral and fair manner (Article 20, Paragraph 4; Article 30, Paragraph 5). 
However...the neutrality and fairness required of mediators and arbitrators cannot be simply formal but must 
be substantial, founded on an accurate understanding of the characteristics of consumer problems, in view of 
the objective of the Center's ADR of bringing relief to consumer victims in consideration of the structural 
disparities between consumers and businesses."  
286 Jepang, Independent Administrative Agency National Consumer Affairs Center of Japan Act No. 123 Tahun 
2002, Art. 11 para. (1). 
 
287 Ibid, Art. 11 para. (2) dan (3). 
 
277 
 
ditunjuk untuk memfasilitasi ADR. Mekanisme ADR adalah mediasi dan 
arbitrase untuk sengketa yang dianggap NCAC penting dan berskala 
nasional
288
. 
a. Mediasi di Jepang 
Salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat memasukkan 
application untuk penyelesaian secara mediasi
289
. Aplikasinya harus dibuat 
tertulis
290
. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di Indonesia bisa diajukan 
secara lisan. Bila Komite Mediasi menganggap bahwa sengketanya bukan 
termasuk kriteria "sengketa penting" (sengketanya berskala nasional), aplikasi 
ditolak
291
.  
Setiap orang yang tidak puas dengan keputusan Komisi NCAC yang 
menolak (dismiss) permohonannya dapat mengajukan keberatan
292
. Bila 
Komisi NCAC menganggap berkas mediasi itu penting, maka Komite dengan 
segera membuat salinan tertulis kepada pihak lawan si pemohon untuk 
memeriksa dan memberi notifikasi apakah si pihak lawan ini mau mengatasi 
sengketa lewat mediasi
293
. Jika setuju maka dibentuklah Komite Mediasi, 
dimana para pihak kemudian menunjuk Chairman sebagai ketua Komite 
Mediasi
294
. Chairman inilah yang menunjuk anggota komite dengan 
mempertimbangkan pengalamannya agar komite mediasi itu susunannya 
                                                          
288 NCAC Japan, "National Consumer Affairs Center of Japan",  http://www.kokusen.go.jp/hello/pdf/mi-
gyoumu_01_en.pdf, diunduh 24 Desember 2016.  
 
289 Art. 19 para. (1). 
 
290 Art. 19 para. (2). 
291 Art. 19 para. (3).  
292 Art. 19 para. (4). 
293 Art. 15 para. (5). 
294 Art. 16 para. (2). 
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baik, sebelumnya para calon anggota komite mediasi atau panitia khusus itu 
membentuk agreement dahulu
295
. Bila ada lebih dari dua orang di Komite itu, 
prosedur mediasi ditentukan oleh majority vote dari komite itu
296
. Oleh Art. 
16 ayat (4), ketika Komite terbentuk maka baru diberilah kewenangan bagi 
Komite Mediasi yang terbentuk untuk wajib menjalankan prosedur 
mediasi
297
. Ketika para pihak merasa prosedur mediasi itu tidak adil, maka 
para pihak diberi hak untuk 'menarik diri' dari proses mediasi
298
. Keputusan 
Chairman tentang permohonan salah satu/kedua pihak untuk mengindari 
mediasi dapat diberikan bila pihak itu melakukan permohonan dalam waktu 
lima belas hari sejak komite dibentuk
299
.  
Komite berhak meminta dokumen, orang, atau benda-benda yang 
relevan dengan sengketa untuk dibawa atau menghadiri prosedur mediasi
300
. 
Hukum penyelesaian sengketa di Jepang mengatur bahwa hasil penyelesaian 
prosedur mediasi tidak boleh dipublikasikan
301
. Proses mediasi dapat 
dihentikan sewaktu-waktu bila ada penetapan pengadilan.
302
 Komite Mediasi 
membuat penyelesaian bagi para pihak dan dapat merekomendasikan jalan 
keluarnya
303
. Hak Komite dibatasi dengan tanggung jawabnya,  harus 
langsung mengakhiri prosedur mediasi bila komite berpendapat mediasi 
bukanlah penyelesaian sengketa yang cocok untuk kasus itu atau ketika 
                                                          
295 Art. 16 para. (3). 
296 Art. 16 para. (5). 
297 Art. 16 para. (4), rumusan asli berbunyi: "Mediation committee in neutral and fair position shall conduct 
mediation procedure settlement" 
 
298 Art. 21 para. (2). 
299 Art. 21 para. (3). 
300 Art. 22. 
301 Art. 23. 
302 Art. 28. 
303 Art. 25. 
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menemukan pihak yang mengajukan penghentian penyelesaian mediasi atas 
ketidakadilan pihak Komite dan Komite dapat mengakhiri dalam hal tidak 
ada keinginan para pihak untuk rekonsiliasi, dengan syarat memberitahukan 
para pihak.
304
 
b. Arbitrase di Jepang 
Dasar hukumnya adalah Art. 29- 33. Salah satu atau kedua pihak yang 
memiliki kepentingan untuk penyelesaian sengketa konsumen dimungkinkan 
mengajukan arbitrase pada Komisi NCAC dengan kesepakatan kedua belah 
pihak untuk menundukan diri dengan segala putusan arbiter Komite 
Arbitrase
305
. Bedanya adalah dalam Komite Arbitrase, Chairman dipilih dan 
ditunjuk bukan oleh para pihak lewat perjanjian melainkan ditunjuk oleh 
anggota Komite atau panitia khusus
306
. Setidaknya satu dari komite arbitrasi 
itu harus adalah pengacara, panitera, atau jaksa
307
. Dalam Pasal 33, diatur 
bahwa Komite Arbitrase menerapkan Arbitration Act No. 138 Tahun 2003. 
Selain itu, prosedurnya sama saja dengan Mediasi
308
.  
Disinilah letak perbedaan hukum acara yang prinsipil dalam 
penyelesaian sengketa konsumen lewat lembaga dengan cara arbitrase. 
Jepang mengatur bahwa prosedur arbitrasenya mengikuti UU Arbitrase, 
sementara Indonesia mengatur sendiri prosedur itu dalam Kepmendagri (di 
                                                          
304 Art. 26 para. (1), (2), dan (3). 
305 Art. 29. 
 
306 Art. 30 para. 2. 
 
307 Art. 30 para. 3. 
 
308 Art. 29 para. (3): " The provisions of Article 19 shall apply mutatis mutandis [diberlakukan sama] to the 
procedings of the arbitration committee...". 
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Kepmen tersebut pun tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa mekanisme 
arbitrase menggunakan peraturan lain), sehingga arbitrase yang dilakukan 
oleh BPSK ini merupakan mekanisme yang berjalan sendiri tanpa berkaitan 
dengan UU Arbitrase di Indonesia.
309
 
Jangka Waktu tidak diatur dalam UU NCAC. Namun Ikuo mengatakan 
bahwa perkara yang ditangani arbiter dalam ADR NCAC harus selesai 
maksimal 4 bulan
310
.  
Ketentuan alat  bukti tidak diatur  namun mengenai alat bukti yang 
digunakan NCAC dalam kasus arbitrase dirujuk pada ketentuan Arbitration 
Actnya.
311
 Berbeda dengan di Indonesia, penyelesaian arbitrase di BPSK tidak 
merujuk pada ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
Untuk Eksekusi Putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa lewat 
pengadilan karena tidak ada hubungan antara hasil ADR dari NCAC dengan 
peradilan lagi sehingga tidak ada upaya hukum lagi seperti halnya di 
Indonesia, putusan BPSK masih bisa diajukan keberatan ke Pengadilan 
Negeri kemudian putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung. Di Jepang, Putusan Komite Arbitrase adalah mengikat 
                                                          
309
  Kurniawan, Loc.Cit. 
 
310 Ikuo Sugawara, Op.,.Cit., hlm. 12. 
 
311
 Secara harfiah berarti fakta berbicara sendiri. Ini adalah doktrin dalam torts di negara-negara common law 
yang mirip dengan pembuktian terbalik. Menurut doktrin ini kesalahan dari pihak lawan dianggap sudah ada 
sehingga ia memiliki beban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Syarat digunakannya teori 
pembuktian ini biasanya bila ada unsur unknown cause, lack proper of care, breach of duty, atau negligence. 
Lihat Vivienna Harpwood, Principle of Tort Law, ed. 4, (Cavendish Publishing Ltd., 2000),  dikutip dari 
Kurniawan, Op.Cit , hlm. 144-145. 
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para pihak dan dapat dilaksanakan eksekusinya secara langsung tanpa 
meminta penetapan eksekusi ke Pengadilan. 
 
B. Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa  
Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif. 
 
1. Pembaharuan Hukum (Legal Reform) Pada Substansi Hukum (Legal 
Substance) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Pengadilan 
(Litigasi) Dan Di Lur Pengadilan (Non Litigasi) 
Lahirnya peraturan-peraturan atau hukum yang ideal, sebenarnya sudah 
ada ketentuan-ketentuan yang dikonsep para ahli dan seharusnya para aparat 
pembuatnya memperhatikan dan mendalami serta mengambil langkah-
langkah bijak dari para pemikir tersebut seperti yang disampaikan  
Montesquieu  dalam   bukunya “Spirit of Law” dalam membuat hukum atau 
menyusun peraturan-perundangan :
312
 “ Bahwa hukum haruslah ringkas dan 
mudah dimengerti sehingga ia akan berarti bagi siapapun yang membacanya. 
Perubahan-perubahan yang tidak penting dalam undang-undang yang ada, 
undang-undang yang sulit dilaksanakan, dan undang-undang yang benar-
benar tidak diperlukan, harus  dihindari, karena hukum seperti itu akan 
memperlemah otoritas sistem hukum secara umum. Aturan legislator tentang 
kekuasaan harus seperti ini : setiap undang-undang haruslah dilaksanakan....” 
Lebih jauh  Montesque  memaparkan bahwa pembuatan undang-undang 
                                                          
312
 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hlm. 174. 
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haruslah disesuaikan dengan kondisi atau gagasan pada setiap orang yang 
terkait erat dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya.
313
 
            Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak statis 
dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan 
pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk 
dengan berorientasi pada masa depan ( for word looking) tidak boleh hukum 
itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (back world looking).  
Dalam pandangan modern hukum diusahakan agar dapat menampung segala 
perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersamaan 
dengan peristiwa yang terjadi.  
Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar atau mengesahkan 
segala hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil 
secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi bahkan  tampil  dahulu baru 
peristiwa mengikutinya. Hukum harus berperan aktif sebagai alat untuk 
rekayasa sosial (law a toolof social engineering).
314
  
Dalam bentuk ini, perubahan hukum harus dikehendaki (tended change)  
dan harus direncanakan (planed change) sedemikian rupa sesuai yang 
diharapkan.  Perubahan dalam model ini sifatnya aktif, artinya pihak yang 
berwenang aktif merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaharuan 
hukum itu dapat berjalan secara efektif.
315
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  Ibid,  hlm. 175 
 
314
Abdul Manan, Op.Cit, hlm 7-8. 
 
315
  Ibid, hlm  10-11. 
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 Dalam rangka pemikiran legal reform yang terjadi di Indonesia, 
Solly Lubis menyebutkan ada dua pandangan yang saling mempengaruhi satu 
sama lain, yakni : 
Pertama, perubahan yang dilakukan secara dogmatis yaitu perubahan 
yang dilakukan secara menyeluruh dan pelaksanaannya dilakukan dengan 
sangat hati-hati dengan penelitian yang sangat mendalam dengan melibatkan 
semua unsur terkait dan masyarakat yang menerima perubahan. Kelompok ini 
cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural dalam rangka 
pembinaan hukum nasional.  
Kedua, perubahan yang dilaksanakan dengan membuat dulu undang-
undang atau peraturan lainnya yang dianggap penting dan mendesak sesuai 
dengan kebutuhan. Apabila undang-undang telah dibuat itu tidak sesuai 
dengan kesadaran hukum masyarakat maka undang-undang itu segera direvisi 
dan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat. 
316
 
Dalam kaitan peraturan -perundangan tersebut, secara tegas Soetandyo 
Wignjosoebroto dalam tulisannya ”Apa dan Mengapa : Critical Legal 
Studies,” mengatakan Perundang-undangan nasional terbangun dalam 
sekurang-kurangnya, Pertama-tama, hukum perundang-undangan nasional itu 
terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat 
tertulis, jelas dan tegas demi terjaminnya obyektifitas dan kepastian dalam 
pelaksanannya. Kedua, hukum yang telah mengalami positivasi, dan menjadi 
hukum perundang-undangan nasional itu, didudukkan dalam statusnya yang 
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 Solly Lubis, “Sistem Nasional” dalam Abdul Manan, Op.Cit. 
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tertinggi mengatasi norma-norma lain macam apapun yang berlaku di 
masyarakat.  
Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus 
tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat 
memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih dengan 
kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi 
terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan demi terlindunginya hak-
hak warga secara pasti pula.  Keempat, sebagai konsekuensi profesionalisasi 
proses-proses hukum itu, hukum perundang-undangan nasional juga 
memerlukan back up suatu lembaga pendidikan profesional pada tingkat 
universiter.
317
 
Dalam pandangan Adi Sulistiyono, pembangunan hukum mempunyai 
makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah 
pembinaan hukum atau pembaruan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu 
pada efisiensi dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. Pembaharuan hukum 
mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan 
dengan perubahan masyarakat. 
318
 
  Dalam rangka upaya mewujudkan rekonstruksi perlindungan 
konsumen perbankan dalam penyelesaian  sengketa agar berkepastian  hukum 
yang berkeadilan substantif maka pembaharuan hukum dilakukan dengan  :  
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  Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum dalam Masyarakat” dalam  Sabian Utsman,  Dasar-dasar 
Sosiologi Hukum,  Op.Cit,hlm 178. 
 
318
Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia,  UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 
Surakarta, 2008, hlm. 69. 
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1. Penguatan PERMA Nomer. 02 Tahun 2005 ( Litigasi ).  
2. Revisi POJK Nomer.01/POJK./7/2014 (Non Litigasi). 
    1.1.  Penguatan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 (  Litigasi) 
Pada dasarnya penyelesaian sengketa perbankan seperti halnya 
sengketa hukum perdata dapat dilakukan melalui litigasi (di Pengadilan ) 
maupun Non Litigasi (di Luar Pengadilan). Dari penelitian ini masih terdapat 
kelemahan substansi hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan sehingga 
belum memberikan perlindungan karena adanya ketidakpastian hukum yang 
berkeadilan bagi konsumen perbankan. Kelemahan dari aspek substansi hukum 
baik dalam Undang-Undang OJK, UU Perlindungan Konsumen maupun 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).  
Pilihan penyelesaian sengketa ada pada para pihak yang bersengketa,  
jika memilih litigasi maka proses  hukum acara perdata yang berlaku sehingga  
proses panjang yang harus dilalui mulai tingkat pertama, banding dan kasasi 
sampai peninjauan kembali. Dalam hal ini tentu tidak menguntungkan bagi 
dunia bisnis khususnya bagi kedua kedua belah pihak yang bersengketa karena 
membutuhkan waktu, beaya dan proses yang panjang.  
Mengingat bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang  ekonomi 
dan keperdataan membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih 
sederhana, cepat dan biaya ringan maka  Mahkamah Agung mengeluarkan 
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana agar penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas 
286 
 
sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas  bagi 
masyarakat untuk memperoleh keadilan. 
Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015 disebutkan 
Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan 
di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil 
paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana. 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana : 
a. Ketentuan Umum tentang Gugatan Sederhana. 
Menurut Pasal 2 PERMA No.2 Tahun 2015, Gugatan sederhana 
diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. 
Dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana,  k etentuan Pasal 3 Ayat (1) “Gugatan sederhana 
diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan 
hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah)” , dan Pasal 3 ayat (2) Tidak termasuk dalam 
gugatan sederhana adalah :  
1) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui 
pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan; atau 
2) sengketa hak atas tanah. 
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 Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan 
tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali 
memiliki kepentingan hukum yang sama.  
Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak 
dapat diajukan gugatan sederhana, sehingga penggugat dan tergugat 
harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.  
Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap 
persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. 
b.Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  
Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan 
sederhana meliputi: 
1) Pendaftaran; 
2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;  
3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; 
4) Pemeriksaan pendahuluan;  
5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;  
6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;  
7) Pembuktian; dan 
8)  Putusan.  
Hal yang diutamakan dalam PERMA ini adalah penyelesaian 
gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari 
sidang pertama.  
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Kemudian tahap pemeriksaan, penggugat mendaftarkan 
gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Dalam hal ini Penggugat dapat 
mendaftarkan gugatan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan 
di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:  
a. Identitas penggugat dan tergugat;  
b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan  
c. Tuntutan Penggugat. 
Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi 
pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Tahap berikutnya adalah 
penyelesaian kelengkapan gugatan sederhana. Panitera melakukan 
pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan 
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Panitera mengembalikan 
gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kemudian pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku 
register khusus gugatan sederhana.   
Kemudian  Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. 
Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, namun jika 
penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara 
secara cuma-cuma atau prodeo. 
Tahap selanjutnya adalah Penetapan Hakim dan Penunjukan 
Panitera Pengganti. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk 
memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk panitera pengganti 
untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. 
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Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim 
dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) 
hari. Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa materi 
gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Hakim menilai sederhana 
atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan Hakim 
berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, 
maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa 
gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan 
memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. 
Terhadap penetapan yang dimaksud diatas, tidak dapat dilakukan upaya 
hukum apapun.  
Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat 
adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang 
pertama. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa 
alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika Tergugat tidak 
hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara 
patut. Dalam hal tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka 
gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. Terhadap putusan 
dimana tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, kemudian Hakim 
memutus perkara tersebut, tergugat dapat mengajukan keberatan.  
Menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif 
dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:  
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a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara 
berimbang kepada para pihak;  
b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk 
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di 
luar persidangan;  
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan  
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.  
Peran aktif sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan dalam 
persidangan yang dihadiri oleh para pihak. 
 Pemeriksaan sidang dan Perdamaian, pada hari sidang 
pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan 
memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015. Upaya perdamaian dalam 
Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan 
Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.  
Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta 
Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta 
Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal 
tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut 
tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan 
perdamaian tersebut. Jika perdamaian tidak tercapai pada hari sidang 
pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat 
gugatan dan jawaban tergugat.  
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 Proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan 
tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau 
kesimpulan.  Proses pembuktian gugatan yang diakui/atau tidak 
dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang 
dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan 
Hukum Acara yang berlaku.  
Kemudian Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka 
untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para phak untuk 
mengajukan keberatan. Putusan terdiri dari:  
a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 
 b. Identitas para pihak;  
c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;  
d. Pertimbangan hukum; dan  
e. Amar putusan.  
Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan 
pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan 
diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling 
lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti 
mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang 
ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti. 
c.  Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana  
292 
 
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana  
dimaksud dalam ketentuan ini adalah dengan mengajukan keberatan. 
Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan 
keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko 
permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan 
keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima 
dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan 
panitera. 
Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 
permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. 
Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan 
dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. 
Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan 
kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak 
permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan 
disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
pemberitahuan keberatan. 
Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan 
menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus 
permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah 
293 
 
permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan 
oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. 
Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan 
pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas 
dasar : 
 a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;  
b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan  
c. Kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak 
dilakukan pemeriksaan tambahan.  
 Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling 
lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Ketentuan 
mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
PERMA No. 2 Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan 
kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. 
Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak 
disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan 
putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau 
peninjauan kembali.  
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang 
tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 
(1) PERMA No. 2 Tahun 2015, maka putusan berkekuatan hukum 
tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan 
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secara sukarela. Dalam hal ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka 
putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata 
yang berlaku.  
Peradilan sederhana yang dimaksud dalam PERMA ini  secara 
umum menyerupai  Small Claim Court Small atau Claim Tribunal. 
yang terdapat di negara-negara yang memiliki latar belakang tradisi 
hukum common law seperti yang telah disebutkan dalam uraian 
sebelumnya. 
Dengan demikian perlu dilakukan penguatan terhadap  
PERMA  untuk segera dibuat undang-undang, hal ini karena sifat 
PERMA yang hanya sementara dan tidak mengikat. Namun demikian 
selama menunggu perubahan undang-undang, maka PERMA ini dapat 
dilaksanakan untuk menyelesaikan gugatan perdata khususnya jika 
terjadi sengketa perbankan dengan batas kerugian 200 juta.  Hal ini 
juga melihat keberhasilan Negara-negara Common Law yang 
menggunakan Small Claims Court dalam penyelesaian sengketa 
konsumen.  
 
    1.2.  Revisi  POJK No.1/POJK.07/2014 (Non-Litigasi) 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternaif 
Penyelesaian Sengketa tidak bersifat mutlak. Konsumen masih 
dimungkinkan memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan lainnya 
sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan lembaga 
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penyelesaian sengketa tersebut memahami karakteristik industri keuangan.  
Hal ini karena  jauh sebelum LAPS terbentuk, telah lebih dulu ada 
lembaga penyelesaian sengketa konsumen, seperti Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) yang masih diberi wewenang lewat Pasal 
23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen untuk menyelesaikan sengketa.   
Menurut Deputi Perlindungan Konsumen OJK, jika BPSK  
menyelesaikan sengketa perbankan harus dapat persetujuan kedua belah 
pihak, atau lihat klausul perjanjiannya. Saat ini banyak Lembaga 
Perbankan mengeluhkan kondisi dimana masih terbuka kemungkinan 
sengketa diselesaikan melalui BPSK. Hal ini karena putusan-putusan 
BPSK sering melampaui kewenangan seperti membatalkan perjanjian 
kredit, membatalkan lelang, meminta konsumen tidak membayar ke 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan  Bank,  juga seringkali  BPSK memutus 
sengketa konsumen yang tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, antara  
konsumen dan bank. Hal inilah yang kemudian menjadi problem sehingga 
Lembaga Perbankan mengajukan keberatan atas putusan BPSK. 
 Hal ini juga yang dikeluhkan sejumlah Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan Perbankan dan  mengadukan hal ini kepada OJK agar  
keberadaan LAPS dipertegas sebagai choice of forum penyelesaian 
sengketa di industri keuangan.  
Meskipun Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat 
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ditempuh baik lewat pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan 
pilihan sukarela para pihak yang bersengketa namun seringkali BPSK 
memutus sengketa yang tidak dihadiri dan disepakati oleh Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan Perbankan sehingga hal ini merugikan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan Perbankan kemudian Lembaga Perbankan mengajukan 
keberatan atas putusan BPSK dan dibatalkan oleh MA. 
     Maka saat ini OJK sedang menyusun regulasi yang pada intinya 
akan mempertegas keberadaan LAPSPI sebagai cara yang wajib ditempuh 
ketika timbul sengketa keuangan. Caranya, dengan membuat kebijakan 
pencantuman klausula penyelesaian sengketa melalui LAPS dalam setiap 
perjanjian atau kontrak antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan. OJK mengatakan bahwa „klausula baku‟ tersebut 
diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebebasan 
berkontrak, syarat sah perjanjian, posisi yang setara dan tidak menyalah 
gunakan keadaan. 
Namun  menurut peneliti  hal itu perlu kajian akademik secara 
mendalam dan juga OJK perlu menerima masukan dari berbagai pihak 
terutama juga ahli-ahli dibidang perbankan diluar OJK dan juga ahli 
dibidang konsumen,  agar revisi POJK benar-benar  terjadi kesimbangan 
tidak hanya dari sisi pelaku usaha jasa keuangan perbankan saja namun 
juga tidak mengabaikan hak-hak konsumen dalam mencari perlindungan 
hukum dan keadilan dalam hal penyelesaian sengketa perbankan. 
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Oleh karenanya dalam rangka memberikan perlindungan hukum 
dalam penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Lembaga Jasa 
Keuangan Perbankan yang adil dan seimbang  maka menurut peneliti OJK 
harus melakukan revisi terhadap POJK 01/07/2014, dengan menerapkan 
prinsip Keadilan dan Keseimbangan bagi kedua pihak. Menurut kajian 
peneliti  yang perlu dipertegas juga norma hukum  sengketa perbankan, 
yang mana menjadi ranah LAPS, dan BPSK sehingga tidak terjadi 
ketidakpastian hukum seperti yang saat ini terjadi banyak putusan BPSK 
yang dibatalkan karena menurut Mahkamah Agung bukan kewenangan 
BPSK. 
 
2. Memberdayakan Eksistensi Struktur Hukum ( Legal Structur) Dalam 
Penyelesaian Sengketa Perbankan  Secara Non Litigasi 
2.1. Pembentukan LAPSPI di Daerah 
Jika prosedur penyelesaian sengketa oleh BI dibandingkan dengan 
prosedur penyelesaian sengketa oleh OJK, maka yang membedakan adalah 
adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berhasil dibentuk 
OJK pada tanggal 21 Januari 2016. Jadi jika  konsumen memilih 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka konsumen akan 
menyelesaikan sengketanya di LAPSPI, namun jika LAPSPI belum 
terbentuk atau tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaiakan 
sengketa maka dapat difasilitasi oleh OJK. Pembentukan Lembaga 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa ini sebenarnya telah diamanatkan sewaktu 
masih dalam kewenangan BI, namun tidak berhasil terbentuk. 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia 
(LAPSPI) dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan 76 oleh 
asosiasi di sektor perbankan yaitu Perhimpunan Bank Nasional 
(Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan 
Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank 
Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia 
(Asbisindo), dan Asosiasi Bank Internasional (Asbi). Menurut Penulis, 
keberhasilan OJK membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa merupakan prestasi yang patut dibanggakan.  
Kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa 
setidaknya akan membawa reformasi dalam mediasi perbankan di 
Indonesia. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa maka konsumen dan juga Pelaku Jasa Keuangan Perbankan 
diharapkan mendapat keadilan yang seimbang dalam menyelesaikan 
permasalahannya karena LAPSPI memiliki orang yang ahli 
dibidangnya dan juga independen. Namun karena LAPSPI  
keberadaannya hanya masih di Jakarta saja maka Lembaga ini belum 
dikenal oleh konsumen perbankan khususnya yang di daerah. Maka 
perlu memberdayakan LAPSPI di daerah-daerah agar penyelesaian 
sengketa perbankan secara non litigasi ditangani oleh ahli dibidangnya 
tidak lagi oleh BPSK  yang dari satu sisi melindungi konsumen namun 
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sisi lain merugikan pelaku usaha jasa keuangan perbankan juga banyak 
pelanggaran norma hukum yang dilanggar oleh BPSK karena SDM 
pada BPSK selain  hampir sebagian besar bukan  ahli hukum apalagi 
ahli di bidang sektor jasa keuangan perbankan. 
 
      2.2. Optimalisasi Pengawasan oleh OJK 
Penerapan perlindungan konsumen diharapkan dapat 
mensejajarkan kedudukan antara pelaku usaha jasa keuangan 
perbankan  dengan konsumen sehingga mampu menciptakan kondisi  
saling menguntungkan antara kedua belah pihak.  
Pada sektor jasa keuangan perbankan, perlindungan konsumen 
yang dilakukan oleh OJK akan memberikan manfaat bagi :  
1.  Konsumen  
 Dengan adanya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh 
OJK, maka aspek transparansi yang terkait dengan produk dan jasa 
keuangan akan semakin meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan 
ketersediaan dan kelengkapan informasi bagi konsumen dan 
masyarakat sehingga akan menjadi lebih paham dalam 
memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh 
lembaga jasa keuangan. Konsumen dan masyarakat juga akan 
memiliki kesempatan untuk memilih dan membandingkan beragam 
produk keuangan. 
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 Melalui transparansi, konsumen dan masyarakat akan lebih 
mengetahui manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan jasa keuangan 
sebelum membelinya. 
2. Lembaga Jasa Keuangan  
Perlindungan konsumen yang dilakukan OJK akan memberikan 
manfaat dalam menumbuh kembangkan lembaga jasa keuangan 
perbankan.  Hal ini karena konsumen dan masyarakat akan merasa 
lebih aman dalam menggunakan produk dan jasa keuangan 
perbankan yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas dan 
jumlah konsumen. Kondisi demikian tentunya akan meningkatkan 
keuntungan dari lembaga jasa keuangan. Perbankan. 
3. Pemerintah dan Lembaga Terkait 
 Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK akan 
menciptakan perilaku lembaga jasa keuangan  perbankan yang 
prudent dan mewujudkan konsumen dan masyarakat yang paham 
akan produk dan jasa keuangan perbankan.  
Kedua hal tersebut akan menghasilkan industri keuangan yang 
disiplin (market discipline) yang pada akhirnya akan semakin 
memperluas akses keuangan. Kondisi tersebut akan mendukung 
program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih 
sejahtera.  
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Terdapat risiko yang akan terjadi apabila aspek perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan tidak atau belum dilaksanakan 
secara optimal: : 
1. Tidak tumbuhnya budaya perlindungan konsumen (consumer-
focused culture) baik di tingkat lembaga jasa keuangan maupun 
industri keuangan.  
Kondisi ini merupakan risiko yang signifikan jika dikaitkan dengan 
upaya suatu negara dalam mewujudkan market confidence.  
 2. Rendahnya pengawasan dan tata kelola produk dan jasa keuangan 
yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. 
 Kerentanan risiko yang dihadapi konsumen perbankan akan 
meningkat ketika dalam desain produk, pemasaran, dan jika terjadi 
sengketa tidak tertangani dengan baik. Aspek manajemen risiko yang 
memperhitungkan risiko penerapan perlindungan konsumen menjadi 
bagian penting yang tidak hanya dipandang sebagai pelengkap aspek 
kesehatan kelembagaan bank. 
3. Meningkatnya bahaya keamanan data konsumen. 
 Perlindungan data pribadi sebagai faktor penting melindungi 
kepentingan konsumen yang memastikan tidak digunakan untuk 
penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen keuangan, 
termasuk pemanfaatan data yang wajib memerlukan persetujuan 
konsumen jika akan digunakan lembaga jasa keuangan untuk 
penawaran produk dan/atau jasa keuangan. 
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3. Perjanjian baku yang tidak memenuhi aspek keadilan. 
 Perjanjian dalam industri keuangan sebagian besar mengandung 
unsur klausula baku yang tentu harus dipastikan bahwa klausula 
itu tidak mengandung unsur yang merugikan konsumen, termasuk 
dalam hal ini diperlukan transparansi terhadap manfaat, biaya dan 
risiko agar perjanjian tersebut dipahami konsumen keuangan.  
4. Tidak tersedianya mekanisme penanganan pengaduan yang 
memadai bagi konsumen. 
 Konsumen memerlukan kepastian penanganan pengaduan dan 
langkah lanjutan jika pengaduan tersebut berujung kepada sengketa. 
Forum penyelesaian sengketa yang disepakati dalam perjanjian perlu 
dilaksanakan secara konsekuen antara kedua belah pihak termasuk 
jika kemudian terdapat alternatif penyelesaian dilakukan diluar 
pengadilan sebagaimana pada umumnya tertuang dalam perjanjian. 
Dari uraian diatas maka pengawasan terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan Bank selama ini yang masih kurang optimal  khususnya 
terkait perlindungan konsumen khususnya didaerah, maka  perlu 
optimalisasi pengawasan dilakukan oleh OJK kepada lembaga Jasa 
keuangan Perbankan yang lebih baik. Peneliti melihat masih 
sedikitnya SDM yang ada di OJK Daerah khususnya, sehingga  
struktur Unit Pengawasan Operasional dengan Unit Pengawasan di 
bidang Perlindungan Konsumen masih menjadi satu seperti yang 
terjadi pada OJK Regional Malang. Sehingga pengawasan khususnya 
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terkait perlindungan konsumen belum optimal seperti juga yang 
disampaikan oleh responden yang merupakan salah satu karyawan 
bank di BPR Malang.  
Selain kurangnya SDM di Unit Perlindungan Konsumen juga 
masih belum optimalnya OJK dalam melakukan pengawasan hal ini 
juga didasari fakta empiris sampai saat ini baik OJK di wilayah 
Malang maupun OJK Jakarta belum memberikan sanksi pada Bank 
terkait dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.  
Sanksi yang diberikan oleh OJK pada Bank bukan dalam kaitan 
dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen namun lebih 
pada pelanggaran dibidang operasional bank, misal bank yang tidak 
sehat, bank yang modalnya kurang walaupun sebenarnya  ketentuan 
Pasal 9  (c) UU OJK menyebutkan : Untuk melaksanakakan tugas 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai 
wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, 
perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan.  
Berdasarkan wawancara dengan responden yang merupakan salah 
satu karyawan bagian pengaduan bank mengatakan bahwa laporan dan 
pengawasan terhadap perlindungan konsumen belum optimal karena 
sifatnya rutinitas dan formalitas saja. Ius constituendum  OJK lebih 
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memberi perhatian dalam hal pengawasan perlindungan dalam 
penyelesaian sengketa perbankan agar pengaduan konsumen yang selama 
ini paling banyak pada sektor perbankan  dapat diminimalisir sehingga 
memberikan perlindungan bagi konsumen yang berkeadilan substantif jika 
dirugikan oleh Lembaga Perbankan. 
 
3. Membangun Budaya Hukum ( Legal Culture) Melalui Edukasi Dan  
Sosialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Penyelesaian Sengketa  Di 
Luar Pengadilan (Non-Litigasi) 
 Budaya hukum dalam penelitian ini adalah pemahaman dan sikap 
konsumen terhadap hukum dan institusi. Masyarakat dan konsumen masih 
kurang memahami atas hukum terkait dengan perlindungan konsumen 
maupn penyelesaian sengketa, demikian pula pengetahuan akan institusi d 
sektor jasa keuangan. Konsumen memahaminya  jika dirugikan lembaga 
perbankan akan menyelesaikan pada Lembaga Peradilan yang 
dianggapnya satu-satunya cara untuk menyelesaikan  kerugian yang 
dialaminya.  Sedangkan jika dianggap kerugian kecil maka akan 
diabaikan.  Konsumen tidak mengetahui bahwa penyelesaian sengketa di 
Pengadilan bukanlah satu-satunya tempat untuk mendapatkan keadilan. 
Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi bahwa 
penyelesaian sengketa perbankan dapat ditempuh dengan cara di luar 
pengadilan ( non litigasi ) terhadap konsumen perbankan. 
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3.1. Edukasi  Penyelesaian Sengketa  Di Luar Pengadilan  (Non  Litigasi)  
Edukasi dan perlindungan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki 
oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas  
Jasa Keuangan, salah satu tugas OJK mampu melindungi kepentingan 
masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan, masyarakat sebagai 
konsumen dari pelayanan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. 
Masyarakat sebagai konsumen perbankan  merupakan unsur yang sangat 
berperan sekali, mati hidupnya dunia bisnis bersandar kepada kepercayaan 
dari pihak masyarakat / konsumen itu sendiri. 
Upaya perlindungan masyarakat  yang dilakukan OJK diarahkan 
mencapai dua tujuan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap 
aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, dan memberikan 
peluang dan kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil, 
efisien, dan transparan dan di sisi lain masyarakat memiliki kepahaman 
hak dan kewajiban dalam berhubungan engan pelaku usaha jasa keuangan 
perbankan  mengenai karakteristik, layanan, dan produk, sehingga dalam 
jangka panjang industri keuangan  perbankan juga akan mendapat manfaat 
yang positif untuk memacu meningkatkan efisiensi sebagai respon dari 
tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanannya. 
Informasi kepada masyarakat tentang pelayanan dan produk 
perbankan dapat meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat 
perbuatan itikad tidak baik lembaga jasa keuangan perbankan, hanya saja 
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masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, 
perhatikan rambu-rambu yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha 
terutama di bidang  sektor jasa jasa keuangan. 
Perlindungan hukum bagi masyarakat tercantum dalam Pasal 28 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK dapat berupa tindakan preventif 
dan represif, tindakan awal dengan cara langkah preventif memberikan 
informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa 
keuangan, layanan, dan produknya.  
Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan 
dengan peraturan-peraturan pelaksana OJK. Hal tersebut dilakukan untuk 
peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap layanan dan produk yang 
berkembang dalam jasa keuangan. Tindakan represif dilakukan dengan 
melakukan penghentian kegiatan usaha yang berpotensi merugikan 
masyarakat dapat dihentikan kegiatannya
319
. 
OJK memberikan pelayanan pengaduan nasabah sebagaimana diatur 
di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan, memberikan pelayanan pengaduan konsumen yang 
dirugikan oleh pelaku  Usaha di Lembaga Jasa Keuangan, membuat 
mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan, dan memfasilitasi 
penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa 
Keuangan Perbankan.  
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Namun informasi, edukasi dan literasi program yang dilaksanakan 
OJK belum mengarah pada informasi dan edukasi yang terkait dengan 
penyelesaian sengketa.  Dengan demikian kedepan OJK dan Lembaga Jasa 
Keuangan Perbankan  harus memasukkan program dan kebijakan  OJK, 
sehingga   informasi dan edukasi  tidak hanya terkait  literasi pengenalan 
produk dan jasa perbankan semata. 
 
3.2. Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan  (Non Litigasi) 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara periodik menggelar Sosialisasi 
Peraturan terkait Edukasi  Sektor jasa Keuangan untuk meningkatkan 
pemahaman Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai hak dan 
kewajiban konsumen industri jasa keuangan. Sosialisasi Implementasi 
Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan  sering dilakukan 
pada masyarakat di beberapa kota. 
Kegiatan itu diharapkan mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
Perbankan  lebih transparan dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat/calon konsumen khususnnya mengenai hak dan kewajiban 
terkait produk dan layanan jasa keuangan. Kegiatan ini diharapkan bisa 
mendorong  meningkatkan peran sertanya dalam upaya perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan. 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Perbankan juga diharapkan dapat 
memberikan informasi yang tepat kepada konsumen dan melakukan upaya 
pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehingga pada akhirnya akan 
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menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan 
perbankan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta 
kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu hal yang mendasari untuk dilakukan sosialisasi oleh 
OJK secara berkelanjutan di antaranya adalah data layanan konsumen OJK 
yang sampai tahun 2016 tercatat ada 51.686 pertanyaan, 19.531 
permintaan informasi dan 3.852 pengaduan. Data layanan konsumen OJK 
menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi antara konsumen dengan 
lembaga jasa keuangan perbankan masih tinggi sehingga OJK perlu 
melakukan preventif action yang salah satunya melalui kegiatan 
sosialisasi. 
OJK juga melihat bahwa tingginya permasalahan yang terjadi antara 
konsumen dengan lembaga jasa keuangan perbankan salah satunya 
disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fitur, biaya, 
manfaat, hak dan kewajiban serta risiko atas produk dan/atau layanan jasa 
keuangan. 
Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat 
seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 
untuk memasarkan produk dan/atau layanan jasa keuangan perbankan  
dengan berbagai cara sehingga seringkali yang disampaikan kepada 
masyarakat tidak akurat dan tidak jelas, yang berpotensi merugikan 
masyarakat sebagai konsumen bank. 
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Kondisi ini tentunya memerlukan keseriusan seluruh pemangku 
kepentingan  dalam hal ini OJK dan pihak terkait untuk terus gencar 
melakukan berbagai upaya sosialisai produk jasa keuangan  perbankan 
yang diimbangi dengan peningkatan upaya perlindungan terhadap 
konsumen disektor jasa keuangan perbankan. 
Dalam melakukan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat 
serta mendorong peranan lembaga jasa keuangan secara berkelanjutan, 
OJK telah menerbitkan sejumlah peraturan; 
1. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan 
2. POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan 
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau 
Masyarakat. 
3. SEOJK Nomor 12/SEOJK/2014 tentang Penyampaian Informasi 
Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan 
kepada seluruh stakeholders 
4. SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan 
Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan 
5. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. 
310 
 
Dengan diterbitkannya aturan POJK seperti tersebut diatas maka 
kedepan OJK juga tidak hanya sosialisasi terhadap produk dan layanan 
jasa keuangan perbankan namun juga sosialisasi terhadap peraturan dan 
implementasi dari aturan POJK tentang perlindungan dan juga Alternatif 
penyelesaian Sengketa Perbankan yang selama ini masih belum banyak 
diketahui oleh masyarakat khususnya konsumen perbankan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab penyelesaian sengketa konsumen perbankan belum  
berkepastian hukum yang berkeadilan substantif bagi konsumen perbankan 
karena beberapa faktor : 
a .  Substansi hukum :   
Kelemahan pada regulasi yang terkait dengan perlindungan dan 
penyelesaian sengketa perbankan : UU OJK, UU Perlindungan Konsumen,  
POJK No.1/POJK.07/2004 tentang Alternatif Penyelesaian Sektor 
Perbankan. 
b. Struktur Hukum  
1) LAPSPI belum dikenal oleh konsumen Lembaga Alternatif  
Penyelesaian Konsumen Perbankan  sehingga konsumen lebih 
mengenal BPSK yang keberadaannya ada didaerah. Namun BPSK 
sering melakukan  di luar kewenangannya dan melanggar norma 
hukum yang ada sehingga putusan BPSK diajukan keberatan oleh 
Lembaga Perbankan  pada  Pengadilan Negeri kemudian  konsumen 
kasasi ke Mahkamah Agung yang dan  Mahkamah Agung 
membatalkan putusan BPSK. 
2) Pengawasan OJK tidak pada pengawasan pelaksanaan perlindungan 
konsumen dan penyelesaian sengketa perbankan namun pada 
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kelembagaan operasional bank, hal ini dapat dilihat  struktur ini 
menjadi untuk OJK di daerah. 
c. Budaya Hukum  
Edukasi dan literasi serta program yang dilakukan oleh OJK hanya 
terkait produk dan layanan jasa keuangan perbankan bukan pada aspek 
penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen sehingga pemahaman 
dan persepsi masyarakat terhadap hukum terkait dengan hak-hak 
konsumen maupun  penyelesaian sengketa perbankan khususnya 
penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi  (di luar pengadilan ) masih 
belum diketahui secara luas oleh konsumen perbankan. 
 
2. Rekonstruksi  perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa 
perbankan  untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan substantif   
dengan melakukan : 
a. Pembaharuan Hukum (Law Reform) Pada Substansi Hukum 
(Legal Substance)  dengan melakukan penguatan PERMA No. 2 
Tahun 2005 (Litigasi) dan Revisi POJK No. 01/POJK.07/2014 
(Non-Litigasi) 
b. Memberdayakan Eksistensi Struktur Hukum ( Legal Structur)  
Secara Non Litigasi. Pembentukan LAPSPI di Daerah dan 
pengawasan OJK juga lebih dioptimalkan khususnya terhadap 
pelaksanaan perlindungan konsumen oleh Lembaga Jasa 
Keuangan Bank. 
c. Membangun Budaya Hukum ( Legal Culture) Melalui Edukasi 
Dan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non 
Litigasi). 
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B. Implikasi 
1. Teoritis 
Temuan studi ini memperlihatkan bahwa terjadi ketidak pastian hukum 
jika konsumen mengalami permasalahan atau kerugian yang diakibatkan oleh 
Lembaga Perbankan. OJK belum secara optimal menjalankan fungsi sesuai 
UU OJK, salah satu fungsi OJK memberikan perlindungan terhadap 
konsumen.  Hal ini terbukti bahwa sektor perbankan jumlahnya tertinggi 
dalam hal pengaduan pada  OJK. Penyelesaian di luar Pengadilan melalui 
BPSK juga bukan pilihan yang tepat, karena  banyak putusan BPSK 
dibatalkan oleh MA dianggap tidak berwenang dan juga BPSK seringkali 
menyelesaikan masalah konsumen namun ada norma-norma dan asas hukum 
dilanggar, hal ini juga karena SDM di BPSK tidak semua ahli dibidang 
hukum khususnya pemahaman pada sektor jasa keuangan perbankan. Dengan 
demikian secara teoritis memunculkan pemikiran perlu kesiapan merevisi 
beberapa regulasi terkait perlindungan dan penyelesaian sengketa perbankan, 
yakni UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK 
No.01/POJK.07/2014 tentang Alternatf Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa 
Keuangan, sehingga kedepan konsumen mendapat perlindungan yang  lebih 
berkepstian hukum yang berkeadilan jika merasa dirugikan oleh Lembaga 
Perbankan. 
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2.  Praktis  
Segera mempersiapkan pembentukan  LAPSPI di  daerah  yang secara 
bersamaan  juga  mempersiapkan  para arbiter, mediator dan adjudikator yang 
sebelumnya mendapat pembinaan terlebih dulu dari arbiter, mediator maupun 
ajudikator dari LAPSPI pusat. Sehingga jika konsumen perbankan ingin 
menyelesaikan sengketa secara non litigasi maka penyelesainnya diselesaikan 
pada Lembaga yang tepat karena LAPSPI  diisi oleh para ahli  hukum dan 
ahli pada sektor industri perbankan sehingga konsumen mendapatkan  
perlindungan dan kepastian hukum jika ingin mendapatkan keadilan .  
 
C. Rekomendasi. 
1. Ojk lebih mengoptimalkan peran dan kewenangan dalam fasilitasi 
penyelesaian sengketa dan juga pengawasan dalam ruang lingkup 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan khususnya perbankan karena 
sektor perbankan menempati posisi jumlah pengguna tertinggi namun juga 
tertinggi pula dalam hal pengaduan konsmen sehingga akan meningkatkan 
kepercayaan konsumen perbankan pada Lembaga Jasa Keuangan Perbankan 
dan juga kepada Institusi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
2. Perlu dilakukan Focus Group Disccusion, Seminar, Kajian-kajian juga studi 
banding ke beberapa negara yang sudah berhasil dalam penyelesaian sengketa 
konsumen khususnya terkait penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan 
perbankan sehingga lebih berprespektif pada kepastian hukum. Dengan 
demikian pemerintah memfasilitasi agar dapat dibuat kajian akademik, 
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disusun regulasi dan di implementasikan sehingga konsumen jasa keuangan 
perbankan mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan substantif. 
3. OJK perlu meningkatkan  edukasi dan literasi pada konsumen tidak hanya 
masalah produk dan layanan perbankan saja tapi edukasi dan literasi dibidang 
perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa, sehingga program-
program dan kebijakan OJK tidak hanya terfokus dalam bidang stabilitas 
sistem keuangan tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar pada 
perlindungan konsumen khususnya dalam hal penyelesaian sengketa 
konsumen perbankan. 
4. OJK perlu sosialisasi  Peraturan OJK No.01/POJK.07/2014 tentang Alternatf 
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dengan berbagai Institusi 
terkait ( stakeholder) Lembaga Swadaya Masyarkat, Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen di seluruh Indonesia sehingga ada pemahaman yang 
sama ketika konsumen mengalami perselisihan dengan Lembaga Keuangan 
Bank sehingga ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan 
yang berkeadilan substantf. 
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